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KETUA RAPAT (DR. IDA YUSTI DAHLAN):

Sekretariat, saya kira di muka Bapak-bapak sudah ada risalah
tersebut. Sesual yang kita sepakati hari minggu yang lalu, hari
Jum’at kita senin pagi jam 09.00 WIB. kita langsung memulai masuk
kepada Pasal 17, yang pada waktu hari Jum’at telah kita dengarkan
bersama telah diberikan beberapa exercise yang untuk kita telaah
dan kita fikirkan bersama, karena waktu hari Jumat tersebut telah
diberikan alasan—alasan dan keterangan—keterangan oleh Pemerin-
tah. . ‘

Izinkanlah pagi ini langsung saja kepada. Mungkin Pemerin-
tah masih ada tambahan dari keterangan yang hari Jumat yang telah
diberikan alternatifnya pada kita bersama.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Sebetulnya pada hari Senin ini Pak Menteri Keuangan diharap-
kan hadir. Dan saya kira, cuma saya agak tidak begitu mengkon-
firmasi apakah yang jam berapa begitu. Apakah vang pagi, apakah
vang siang, apa Jjam 10.00 WIB, saya tidak mengkonfirmasi, tapi
hari ini akan datang saya rasa kepada Pasal 17.

Demikian. Jadi saya mengusulkan apakah mungkin juga dalam
perjalanan ini atau yang lain barangkali kita juga punya pending
yang lain yaitu Pasal 11 dan 11 a yang sudah diedarkan sesuai

daengan hasil rapat pada waktu itu susunannya yang baru. 11 dan
11 a dengan ‘persandingan vyang baru saya rasa sudah dibagikan
begitu. Yang sudah disempurnakan. '

Barangkali kita juga sebagai alternatif bisé memulai Jjuga
dengan Pasal 1i. Saya persilahkan kepada Ibu Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA _RAPAT (DR._IDA_YUSI DAHLAN):

Terima kasih kepada Pemerintah.

Saya kira memang kita pada hari Jum’at vyang lalu telah
barsepakat dengan Pak Menteri Keuangan untuk membicarakan bersa-
ma-sama dengan beliau mengenai Pasal 17. Kalau.demikian, maka
saya kira Kkita teruskan saja Pak, lanjutan dari hari Sabtu yang
Talu, yaitu Pasal 25, nanti kita kembali barsama-sama mengenai
pmnding~pgnding akan satu persatu dari catatan vyang ada sejak
dari pormulaan. '

Kami persilahkan yang Pasal 2% ayat 1. Jadi ini terusannya
dari hari Sabtu sore kemarin.

Kami: persilahkan rak.

PEMERINTAH ... .. ... ....
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PEMERINTAH (DRA. SRI RAHAYU):

Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi.
Kami akan membacakan dan menyampaikan Pasal 25.
Pasal 25 ayat (1):
"Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh
wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar
pajak.penghasilan vanag terhutang menurut
"surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak
penghasilan yang dipotong dan atau dipungut
serta pajak penghasilan yang dibayar atau
terhutang di luar negeri yang boleh dikredit-—
kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibagi 12
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun
pajak.

Dalam Pasal 25 ini, diatur mengenal besarnya angsuran bula-—
nan yang wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak. Kalau Pasal-
pasal sebelumnya itu menyangkut pemotongan dan pemungutan, tetapi
ini adalah Pasal yang mengatur mengenai angsuran bulanan yang
wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak. Ayat (1) ini tidak
banyak berubah dari ayat (1) yang lama, hanya lebih dipertegas
saja, misalnya saja mengenai pph Pasal 24 itu ditambahkan dengan
vang boleh dikreditkan. _

Jadi seperti kemarin telah dijelaskan bahwa tidak seluruhnya
Pasal 24 itu dikreditkan, ada batas-batasnya.

Saya rasa itu penejalsan yang kami sampaikan.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUST DAHLAN):

Terima kasih Ibu.

Kamii lanjutkan saja kepada komentar. dari Fraksi-fraksi.
persilahkan FPP.

FPP_(ORS. H.M. MUKROM_AS’AD):

Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Ibu Ketua,

Ibu dan Bapak para Anggota Panja yang saya hormati,
Bapak-bapak dari jajaran Pemerintah.

Pasal 25 ini kami melihatnya bahwa sudah sesuai rumusannya

dengan dasar-dasar yang sudah kita mufakati pada mulai dari Pasal
1 sampal kepada Pasal 24.



Jadi semua Pasal-pasal yang sudah kita mufakati merupakan
dasar—dasarnya dari pada Pasal 25 ini mulai dari Pasal 1 sampail
pada Pasxal 24 sudah dirumuskan di sini. '

Oleh karena itu FPP tidak keberatan atau setuju.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Kami persilahkan FPDI.

Selamat pagi Bapak Menteri, kalau boleh izinkan kami mener-
uskan ayat (1) ini dulu Pak.

Terima kasih.

FPDI_(ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati dan
rekan-rekan anggota Panja pph yang kami hormati,
FPDI berpendapat Pasal 25 ayat (1) ini missionnya adalah menentu-
kan besarnya angsuran'pajak dalam tahun berjalan. A

ban kemudian cara penghitungannya adalah didasarkan kepada
SPT tahun yang lalu dan kemudian diperkenankan juga untuk mengu-
rangkan pajak penghasilan yang dipotong atau yang sudah dipungut
dan yang boleh dikreditkan.

Karena kita sudah menyetujui pada pasal-pasal yang disebut
itu adalah sebagai pajak yang dipotong vyang boleh dikrditkan,
maka dengan demikian FPDI untuk ini setuju. '

Terima kasih Bu Pimpinan.

KETUA RAPAT_(DR. IDA YUSI_ DAHLAN):

Torima Kasih Bapak.
Kami lanjutkan kepada FABRI, silahkan Pak.

FABRI_ (ISMU_AKSQPUTRA) :

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Bapak Menteri beserta Staf yang kami hormati, Bapak-bapak
beserta Ibu sekalian yang kami hormati.

Melihat bunyi ayat ini substansinya tidak ada pefbedaan

dengan yang lama dan hanya penegasan, dari FABRI setuju dengan
ayat ini.

Terima kasih.

KETUA _RAPAT_(DR. IDA_YUSI. DAHLAN):

Terima kasih.
Kami lanjutkan FKp,



FKP (H. ABDULLAH ZAENIE., SH.):

Terima kasih Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri yang kami hor-
mati, ,

Kalau kita lihat Pasal 25 ayat (1), ini hanya memperjelas
ketentuan yang ada di dalam Pasal 25 undang-undang, yaitu cara
untuk melakukan angsuran bulanan, vang wajib dibayar oleh para
wajib pajak. Disamping itu juga di dalam penjelasannya sudah ada
contoh vyang memberikan kejelasan bagi kita, bagaimana praktek
ataupun cara untuk mengangsur itu.

JadiAkami, karena Pak Aberson tidak melakukan warning up
pada pagi ini, kami setuju saja.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih banyak. Rupanya Senin pagl ipbl penuh dengan
kesegaran, sehingga semua dengan langsung bisa menyetujul dan
menerima Pasal 25 ayat (1) dengan ini kita terima.

Terima‘kasih.

-------------- ketok palu 1 x e e

Bapak Menteri yang terhormat. Kami telah tadi mulaui rapat
dan sesuai dengan kesepakatan kita hari Jumat yang lalu, bahwa
Pasal 17 yang exercise-nya telah diberikan disampaikan kepada
kita bersama akan kita bicarakan pagi ini yang tentunya sesudah
~diendapkan selama 2 hari Sabtu dan Minggu ini.

Saya yakin rekan-rekan dari Fraksi-fraksi telah betul-betul
‘mengendapkan sehingga betul-betul tidak ada yang lambangnya lagi
dan oleh karena itu saya kira, atau mungkin Pemerintah ada tamba-
han dari keterangan hari Jumat

Terima kasih.

Kalau beoleh kami lanjutkan kepada tanggapan dari Fraksi-
fraksi hasil endapannya selama 2 hari. |

Kaml persilahkan dari rekan FABRI.

FABRI (SUDJALMO):

Ibu Ketua, Bapak Menteri beserta Jajarannya yang kami hor-
mati, rekan—-rekan FKP, FPDI dan FPP yang berbahagia,

Seteliah kami memanfaatkan libur panjang kemarin beserta
keluarga. ‘Mencoba menelaah kembali dan berkonsultasi dengan
Fraksl kami, maka mengenai Pasal 17 khususnya mengenai tarif
lapisan.

Kami telah sampai kepada k951mpulan kongkrit yang nanti akan
kami usulkan.

Pertama—tama kami ingin men&ampaikan dasar-dasar pertim-
bangan kami sebelum kami sampai kepada usul kongkrit nanti.



Yang pertama kami berikan pendapat bahwa perubahan tarif
Pasal 17 ini perlu dengan cermat dan teliti kita bahas dan untuk
itu Pemerintah telah membuat berbagai exercise ditambah masukkan
" dari Fraksi-fraksi untuk Jjuga dibuatkan exercisenya. Dan dari
exercise~exercise ini pertama—-tama kita hadapkan kepada peneri-
maan negara. ' )

FABRI berpendapat bahwa penerimaan negara yang telah berja—
lan selama ini dengan tingkat kenaikan yang cukup signifikan
hendaknya tidak terlalu anjlok pada tingkat-tingkat pertama
penyesuaian dengan tarif baru. Karena itu kami berpendapat bahwa
supaya sekecil mungkin terjadi penurunan pada tahap—-tahap awal
yang nantinya diharapkan pada tahap berikutnya dengan adanya
rangsangan maupun ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan
oleh Pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama maka keteko—
ran ini akan segera bisa diatasi atau tertutup kembali.

‘ Yang kedua kami juga berpendapat bahwa keadilan dan pemera-
taan serta progresifitas ini tetap kita jaga, sejauh batas—-batas
yang masih mungkin tentunya kita tidak bisa memenuhi segala
kriteria itu sekaligus. Ada flus minusnya, namun secara keselu-
ruhan harus bisa untuk mencerminkan keadilan, pemerataan dan
progresifitas yang kecil dibebani kecil, yang besar menanggung
beban yang lebih besar. ,

Kami Jjuga sependapat dengan Pemerintah bahwa sistem penta-

rifan ini dan lapisan ini agar dibuat sederhana.
Memang kami sudah mencoba malam minggu kemarin di tengah kesi-
bukkan dengan keluarga coba menghitung-hitung, makin panjang itu
makin sulit. Jadi kami bukan tidak setuju yang panjang, kadang-
kadang yang panjang juga baik, tapi kadang kala menyulitkan dan
kecenderungan kekeliruan itu makin besar. Karena itu kalau yang
sekarang ini kita menggunakan 3 lapisan barangkali loncat 1
barangkali masih agak tidak menyulitkan, tapi kalau 5, 6 dan
seterusnya barangkali sudah agak menyulitkan.

Yang ke—4 alasan kami, atau pertimbangan kami Juga bahwa
sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak Menteri pada Minggu yang
lalu, maka situasi global, regional. Ini sangat terpengaruh.

Jadi kalau khususnya di dalam rangka merangsang investasi,
karena pada dasdarnya para investor-investor itu Jjuga sekecil
mungkin pajak makin menarik. Kami juga berpendapat bukan alat
pemicu untuk meningkatkan investasi dari pajak, tapi faktor-
faktor lain mungkin seperti tenga kerja, faktor kestabilan poli-
tik dan ekonomi dan sebagainya itu juga merupakan faktor. Namun
salah satu daripada yang diharapkan dari sistem perpajakan ini
tentunya masalah tarif juga merupakan.

Yang berikutnya selama ini kita lihat bahwa masyarakat
dengan gambaran peningkatan pendapatan pajak untuk penerimaan
negara untuk tahun-tahun sejak diberlakukannya undang-undang yang
lama yang sekarang ini berlaku, maka makin meningkat.

Dan tentunya dengan adanya keringanan—-keringanan tertentu
yang bisa dirasakan oleh masyarakat, maka diharapkan ini secara
psykologis ada minat untuk lebih tertib di dalam menghitung

kewajiban ....... .ea



kewajiban perpajakannya.

Karena itu nuansa dari RUU dimana ada peringanan tarif
kelihatannya satu hal vyang baik sebagai start awal. Sehingga
diharapkan pada waktu yang akan datang kesadaran masyarakat untuk
menghitUng dan menyetor kewajiban pajaknya akan juga dapat dipa-
cu.

Selanjutnya kami membanding-bandingkan dari beberapa exer-—
cise ini dan kami coba membuat grafik dengan data—-data yang ada,
maka undang—undang yang berlaku sekarang itu grafiknya agak
steaf/tajam.

Dari usul FKP kami melihat karena juga mengguhakan patokan
maksimal sejuhlah 35 persen. Perbedaannya dengan yang berlaku
sekarang tidak terlalu banyak, Jjadi hanya lebih rendah sedikit
jadi lebih kurang penerimaan negaranya tetapi grafiknya 1lebih
kurang hampir sama ketajamannya.

Dari exercise yang dibuat dengan usul dari FPDI kami melihat
droping penerimaan negara sangat signifikan. Jadi mungkin di
atas 40 persen pada tahap—-tahap awal dan 1itu. Dan grafiknya
sendiri égak lebih kurang terjal dan kalau dilihat juga mengenai
tarif-tarif yang berlaku pada RUU ini juga berada di atas peneri-
maan kalau dibandingkan dengan grafiknya usul FPDI sedikit di
atas dari grafik yang ada dari usul FPDI.

Dan kalau kami bandingkan dari alternatif 1 yang diajukan
Pemerintah ini kelihatannya berada di tengah-tengah antara RUU
dengan undang-undang nomor 7 tahun 1983.

Dan dari gambaran grafik ini kami melihat bahwa khususnya
untuk alterpatif 1 kecenderungan progresifitasnya agak 1lebih
kentara ketimbang dari RUU yang sekarang, yaitu mulai pada tahap
penghasilan Rp. 10 juta, Rp. S0 juta, sampai Rp. 100 Jjuta 1itu
lebih baik.

Jadi berdasarkan beberapa analisa dan pertimbangan-pertim-
bangan yang kami sampaikan di atas kami FABRI sepakat untuk
menerima dan mengusulkan digunakan lapisan dan sistem tarif yang .
berlaku pada alternatif 1. _

Jadi di sini pengurangan terhadap penerimaan negara diban-
dingkan dengan undang-undang yang sekarang itu kalau pada Rp. 10
Juta kurang lebin 33 persen, pada Rp. 50 juta berkurang 30,4
parsen makin besar makin kecil selisih dengan penerimaan yang
sekarang.‘ Berarti grafiknya mendekati kepada grafik yang seka-
rang berlaku. Sedangkan pada RUU penurunan pada Rp. 10 juta itu
33 persen hampir sama atau sama. - Sedangkan pada Rp. 50 juta
sudah lebih besar yaitu Rp. 45, 7 persen, jadi anjloknya agak
lebih besar.: Sedangkan pada Rp. 100 juta kalau yang alternatif 1
minusyzo persen, kalau RUU minus 31 persen. Pada Rp. 500 juta °
pada alternatif 1= 15 persen, pada RUU 18 persen. 5

Jadi.lebih menguntungkan kalau kita menggunakan alternpatif
1. Jadi demikian Ibu Ketua.
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Jadi dengan pertimbangan dan perhitungan-perhitungan secara
agak lebih teliti namun tidak terlalu jelimet tentunya masih ada
vang bisa ditemukan yang agak pas sékali, tapl saya kira karena
ini merupakan 1 patokan yang segera, barangkali nanti kalau
dihitung-hitung secara lebih teliti nanti akan Kkeluar sen—senan
barangkali malah tidak praktis lagi.

Sehingga berdasarkan semua pertimbangan dan alasan—alasan
vang kami kemukakan tadi, sekali lagi kami mengajukan usul kong-
krit dari FABRI kami setuju dengan alternatif 1 yang disarankan
oleh Pemerintah sebagail pengganti daripada lapisan dan tarif yang
ada di RUU.

Demikian Ibu Ketua dan rekan-rekan sekalian dan Bapak Men—
teri yang kami hormati usul kami.

Terima kasih atas perhatian.

Wassalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih dari FABRI, kita telah mendengarkan bersama
pertimbangan—-pertimbangan yang diambil yang kemudian telah dise-
tujui oleh FABRI untuk memilih alternatif 1 yang telah diajukan
oleh Pemerintah hari Jumat yang lalu.

Kami lanjutkan kepada FKP.

Silahkan Pak.

FKP_(H. ABDULLAH ZAENIE, SH.):

Terima kasih Ibu Pimpinan,

Bapak Menteri yang kami hormati serta Bapak Dirjen Pajak,

Sebagaimana kita ketahui bahwa kita panja ini sudah menerima
6 exercise dari Bapak Menteri Keuangan dan digabungkan dengan
yang lain menjadi yang berlaku itu menjadi 7.

Dari alternatif-alternatif yang diajukan oleh Menteri
Keuangan Kkami setelah membandingkan dengan saran ataupun usul
dari pada FKP dan juga setelah melakukan konsultasi dengan Frak-
si, maka pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pemerintah
mengenal lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak sebagai
landasan dari pada memberikan dua alternatif, yaitu alternatif 1
= 4 lapisan, alternatif 2 = 3 lapisan, dan juga sesuai dengan apa
yang diungkapkan oleh Pemerintah ini sudah memperhatikan dengan
sungguh-sungguh usul ataupun saran dari Fraksi-fraksi yang ada di
dalam Panja ini. ‘

Pemerintah tiba pada kesimpulan sebagai landasan ataupun
dasar untuk mengajukan alternatif-alternatif itu yang pertama
dikaitkan dengan penerimaan negara.

Dimana diharapkan dengan adanya salah satu alternatif nanti
yang dipilih, maka penerimaan negara itu nanti tidak akan banyak .

berubah ...........
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berubah tidak akan banyak berbeda untuk tahun 1995-1996, tetapi
in the long range dia akan meningkat dengan baik.

Dan sebagaimana kita ketahui pajak 1tu salah satu andalan
dari pada kita untuk membiayai pembangunan, sehingga bisa mele-
paskan diri setidak-tidaknya melepaskan diri dari ketergantungan
kita terhadap bantuan dari luar negeri.

Yang kedua juga setelah memperhatikan dengan sungguh—sungguh
ataupun mempelajari dengan saksama alternatif-alternatif yang
telah diajukan oleh Pemerintah. Keadilan dalam memikul beban
pajak juga sudah diperhitungkan di sini. Sehingga di sini terda-
" pat pemerataan dan progresifitas di dalam penarikan pajak.

Yang ketiga alternatif yang diajukan oleh Pemerintah, teru-
tama yang menganut 4 lapisan itu masih di dalam kerangka atau
ruang lingkup kesederhanaan, sehingga memudahkan para wajib
pajak.
' Yang ke empat kita juga melihat bahwa dengan adanya batasan
tertinggi untuk penghasilan kena pajak sebesar 30 persen itu
nanti aka n dapat merangsang investasi baik dari luar maupun dari
dalam negeri. ‘ '

Yang kelima Jjuga dapat nanti dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dengan sistem self asesment.

Berikutnya saya kira yang keenam va,

Kalau kita lihat usul ataupun saran dari pada FKP, dimana
Pemerintah juga sudah turut memperhatikan untuk lapisan terutama
yaitu O - 10 juta itu punya kesamaan, Rp. 10 juta sampai dengan
Rp. 30 juta itu alternatif FKP vang kedua.

TS,
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Jadi ada titik-titik persamaan disini, dan juga kalau kita
berusaha untuk melihat keadaan tarif ataupun situasi tarif dengan
alternatif -alternatif yang diajukan oleh pemerintah, maka
nampaknya alternatif 1 itu yang paling baik, yang paling
favourable untuk perkembangan perpajakan kita pada masa yang akan
datang, kami lihat disini umpamanya untuk PKP sebesar 10 juta
tarif yang berlaku 15 % , tarif alternatif 1 itu 10 % maka
penurunan tarif itu 5 %. '

Kemudian untuk penghasilan kena pajak 15 juta dan
selanjutnya tarif yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1
itu 15 % maka penurunan tarif itu 10 % dan 5 juta selanjutnya
itu tarif yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 15 %
berarti ada penurunan tarif djsini 10 % , jadi dia penurunannya
itu tidak terlalu jomplang begitu 15, 10, 15 10 yang dari atas 5
, 10, 10. _

Kemudian penghasilan kena pajak 20 juta selanjutnya, tarif
yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 20 % , turun disini
tarif itu berarti 5 % dan untuk tarif yang 35 % dengan
penghasilan 20 juta selanjutnya, itu tarif yang berlaku 35 % tarif
alternatif 1 yang kitﬁ lihat didalam alternatif pemerintah ini 30
%, berarti turunnya tarif 5 % . 5 juta selanjutnya dari tarif
vang berlaku 35 % tarif alternatif 1 30 % dan penurunan tarif 5 %
" 25 juta selanjutnya tarif yang berlaku 35 % , tarif alternatif 1
30 % jadi ada penurunan tarif 5 % Jadi selebihnya dari 25 juta
itu 35 % alternatif 1t 30 % penurunan tarif 5 % . Jadi disini
kelihatannya penurunannya tidak terlalu drastis dari segi tarif
pajaknya dan juga dari segi penghasilannya yaitu tarif lapisan
penghasilan barangkali disini juga kelihatannya moderat begitu.
Jadi dengan demikian dengan lapang dada FKP menerima alternatif 1

Terima kasih.

KETUA RAPAT (dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Teriama kasih dari rekan Fraksi Karya Pembangunan kita telah
mendengar juga pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dan juga
telah menerima alternatif pertama yang'diajukan oleh pemerintah
pada exercise yang diberikan pada‘hari Jum’at, kami lanjutkan
silahkan Bapak-bapak dari Fraksi PP

‘" : ‘ ‘?t : }F'PP vc;.;'oooooco
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F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS’AD) :

Ibu Ketua yang saya hormati.

Ibu dan Bapak-bapak para anggota Panja yang saya hormati.
Bapak Menteri Keuangan beserta staf yang terhormat.

Setelah kami mempelajari beberapa exercise yang disampaikan
. 0oleh pihak pemerintah dan semula kami mendalami hanya
mémbandingkan antara RUU dengan UU yang lama, maka kesempatan
bagi FPP untuk mempelajari banyak setelah menerima exercise itu
sehingga dapat membandingkan satu dengan yang lainnya.

f Sebagaimand dikemukan oleh Bapak Menteri bahwa 5 (lima)
bértimbangan didalam menetapkan tarif dan PKP-nya, pertama adalah
hértimbangan mengenai penerimaan negara, yang kedua mengenai
keadilan dalam memikul pajak, ketiga sederhana agar memudahkan
Wajib Pajak maupun fiscus, keempat dapat dibantu dengan efektif
fiscus dan tetap merangsang investasi, kemudian dapat
ﬁeningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka sistem self
assesment, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Menteri mengemukan
pada waktu itu bahwa penerimaan yang paling besar dari lapis
tarif tertinggi 35 %, sehingga dengan pengurangan 35 % menjadi 30
% menjadikan penerimaan negara berkurang dalam jumlah yang cukup
besar. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya investasi asing
maupun dalam negeri hanya memperhatikan, kami garisbawahi disini
“hanja memperhatikan tarif tertinggi" , kemudian yang ketiga
penjelasan selanjutnya menurunkan lapis tarif tertinggi untuk
merangsang invéétasi guna meningkatkan penerimaan negara.

Saya kira pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan negara
sudah terpenuhilah dengan kehendak kita untuk menurunkan menjadi
30 % dari satu faktor ialah dari lapis tertinggi, kemudian
pertimbangan yang kedua ialah mengenai azas keadilan didalam
menganut azas daya pikul, itu penurunan tarif secara abaolut pada
masing-masing lapis. Jadi kita berupaya sekarang ini untuk
manurunkan tarif Ssecara absolut dari masing-masing lupis dibuat
proporsional dan bahkan sama. Tentunya hal ini akan menimbulkan
mengurangl progresivitas dari keadilan berdasarkan daya mampu,
jndi kalau kita bertitik tolak kepada UU yang lama, maka
pengurangan secara merata itu menurut FPP jtu akan mengurangi
progres1vitas didalam pembebanan.

‘ Progre31f1tas yang mengurang tentu juga akan mengurangi
keadilan, itu harus diperbaiki dengan menyempurnakan 1ap1san
penghas11an kena pajak atau PKP, dan ini sudah d1usahakan juga

oleh ...........
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61eh pihak pemerintah didalam usulnya bahwa pengurangan ‘tarif
secara proposional itu telah diperusahakan atau telah ditampang -
atau telah diimbangi dengan usaha untuk merubah juga lapisan PKP
yang diterapkan pada tarif-tarif yang menurun secara proposional
itu. , -

FPP mengemukakan asumsi 4 (empat) golongan besar dari pada
masyarakat didalam bidang perpajakan yang dia berstatus sebagai
wajib Pajak, pertama lapisan kecil sekali, lapisan kecil dari
pada lapiéan tidak kena pajak dan kemudian lapisan berpendapatan
rendah dehgan tarif yang terendah, kemudian lapis menengah,
kemudian lapisan tinggi dan tertinggi.

Untuk itu dengan turunnya tarif lapis tertinggi 5 % dan
lapis tarif lainnya sampai terendah, maka lapisan tertinégi tidak
boleh lebih tinggi dari pada yang sudah ada, jadi PKP yang
tertingi kalau kita mau menerapkan azas keadilan menurut FPP
tidak boleh lebih tinggi pada yang ada sekarang ini, karena
mereka sudah turun dari 5 % , maka ini adalah cocok dengan
alternatif kedua ialah mencapai 50 juta keatas tetap dikenakan
30 % |

Kemudian untuk lapios menengah, kami. mulai tadi sudah dari
lapis tertinggi, 2 lapis tertinggi itu sudah menikmati tarif 5 %
maka dia hanya mengenal PKP yang lama ialah 50 juta, setelah 50
juta keatas akan diterapkan lapis tertinggi 30 %. Sebaliknya bagi
lapisan yang tarif rendah dalam hal ini 5 % itu harus naik PKP-
nya karena kalau tidak mereka hanya menikmati 5 % sama dengan
vang tertinggi, PKP-nya harus naik, untuk itu maka tarif yang
terendah 10 % dengan PKP 25 juta saya kira merupakan imbanganlah
terhadap yang terendah ini. Sedangka PKP dalam tarif 25 % yang
sekarang dlpecah’manjadi 20 % dan 15 % atau menurut alternatif
kedua tidak dipecah sama sekali tatap pada 15 % dengan batasan
seperti yang lama 25 - 50 , saya kira itu sudah pas, karena dia
yang terendah akan menikmati pembebasan 25 yang pertama dengan
tarif 10 % kemudia yang menengah keatas dia akan menikmati
pengurangan yang pertama maupun pengurangan yang kedua dari pada
PKP dan tidak perlu menikmati untuk PKP yang akan datang mencapai
jumlah yang 75 juta seperti yang dikonsepkan RUU.

Kami juga mengemukakan beberapa‘grafik seperti oleh FABRI
tadi bahwa dari pilihan kami semula RUU maupun yang kedua,
ternyata pada waktu pendapatan 25 juta sesuai denga tarif
terendah itu grafiknya tidak menyolok, jadi pembebanannya pada

tingkat ......"
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tingkat 47 mulai 20 juta pada tingkat 50 rasionya pada tingkat
47, kemudian dari 47 naik menjadi 54 kemudian naik menjadi 66,
ndik menjadi 73, naik menjadi 73 dengan belakang koma lebih
besar, naik menjadi 83 kemudian naik menjadi 88, 8 pada
pendapatan 1 milyar, pada pendapatan 500 juta dia.naik menjadi
83,57 itu hampir sama dengan RUU alternatif kedua, tapi kalau
alternatif yang kesatu ternyata pembebanan dari 10 juta kebawah
sampai kepada 25 juta itu mengalami perbedaan karena PKP-nya
adalah 10 juta, sedangkan yang kedua maupun RUU, PKP-nya yang
pertama itu tarif yang terendah adalah 25 juta.

Demikian Ibu Ketua beberapa hal yang kami pelajari dari pada
exercise yang disampaikan oleh Bapak Menteri atas nama pemerintah
dan kami semula condong kepada RUU tapi sekarang condong kepada
alternatif kedua, karena akan lebih sederhana ialah 3 (tiga)
lapis dan akan berlaku seperti yang lama 3 (tiga) lapis dan juga
dengan batas tertinggi PKP-nya adalah 50 juta dan batas terendah
dari pada tarif dengan PKP 25 juta. Saya kira demikian Ibu Ketua
Wasallamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

-

KETUA RAPAT

Terima kasih rekan dari FPP yang telah juga menyampaikan
dasar—-dasar pertimbangannya dan juga mengenai pemilihannya, yang
semula dari RUU yang sekarang lebih berorientasi képada
alternatif kedua, kami persilahkan dari FPDI.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bu Ketua.

Kami dari Fraksi PDI pada prinsipnya kami mempunyai titik
pandang dalam menentukan tarif beserta lapisannya ini sama dengan
vang d1sampa1kan oleh rekan dari FPP, ini mungkin kami sudah ada
kesepakatan dengan Pak Mukrom, jadi ternyata memang Kkesepakatan
itu dilaksanakan benar-~benar, walaupun kesepakatan itu dihal yang
lain sebetulnya Pak Menteri, tapi rupanya juga berlaku didalam
penentuan tarif ini. Kami juga setelah menimbang dari berbagai
aspek yang memang perlu, cuma perbedaannya kami lebih penekanan
dan péndekatan kami adalah kepada penerapan azas keadilan,
sehingga filosofi bahwa tanggung jawab untuk membayar pajak ini
|ha;us didasarkan kepada penghasilan atau kemampuan dan juga t1dak‘
fmengaba1kan faktor faktor ‘ataupun aspek-aspek lain yang harus
iklra perhltungkan dldalam menentukan tarif ini seperti pener1maan‘
g I I : | negara .......
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negara maupun juga masalah azas kesederhanaan bagi Wajib Pajak
maupun fiscus nan dan juga progresifitasnya maupun juga untuk
memberikan insentif atau merangsang investasi sesuai dengan
persaingan yang kita sedang hadapi sekarang ini dalam era
globalisasi perekonomian ini.

Kalau kami bandingkan memang dengan alternatif kedua, usul
dari Fraksi PDI agak melemah pada péndapatan yang besar yaitu
khususnya yang dari 100 juta keatas dibandingkan dengan RUU
maupun dibandingkan dengan apalagi dibandingkan dengan UU yang
berlaku. Sementara untuk lapisan yang terendah maupun juga yang
menengah antara RUU maupun dengan alternatif dua dari pemerintah
dengan usulan Fraksi PDI itu sama. Kalau dilihat dari
pogresifitasnya memang disitu yang alternatif kedua itu dari
saran pemerintah adalah jauh lebih progresif dibandingkan dengan
usulan dari Fraksi PDI dan juga alternatif kedua ini memenuhi
azas kesederhanaan sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam
pemungutan pajak kita ini,_masalah administrasi yang sederhana
itu sangat mempunyai peranan baik bagi fiscus maupun juga bagi WP
apalagi dengan kita sudah memberlakukan sistem self assesment
atau untuk menghitung sendiri penghasilannya yang terkena pajak,
maka dengan lapisan tarif yang lebih sederhana ini kami kira akan
kita bisa lebih mendekatkan pemungutan kita itu kepada efisiensi
dan efektivitas. Tadi rekan kami dari FPP sudah melihat bahwa apa
yang dinikmati oleh yang berpenghasilan relatif tinggi ini tadi
yaitu baik dengan penurunan tarif, sedangkan lapisan besarannya
itu adalah masih tetap sama 50 juta keatas dikenakan 30 % .

Dengan.demikian kami berkesimpulan bahwa fraksi PDI setelah
kami lakukan juga pembahasan 2 (dua) malam berturut-turut ini,
kami menerima alternatif kedua dari pemerintah.

Sekian Bu Pimpinan dan terima kasih. - |

KETUA RAPAT :

Terima kasih, keempat fraksi Bapak Mehteri telah memberikan
pandangannya dan pilihannya, jadi boleh saya ajukan bahwa FABRI
dan FKP memilih alternatif pertama dan FPDI dan FPP alaternatif

kedua,. Mohon tanggapan dari. Pak Menteri sebagai Wakil darif
pemerintah, silahkan.

PEMERINTAH ...........
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- PEMERINTAH (DRS. MAR’IE MUHAMAD) :

Pimpinan dan para anggota Panja yang kami hormati

Kami setelah menyimak secara mendalam apa-apa yang telah
disampaikan oleh para anggota Panja yang kami hormati dan kami
sudah sungguh menyambut dengan gembira bahwa usul tanggapan yang
disampaikan oleh para fraksi masing-masing dari ABRI, dari
fraksi Karya Pembangunan, dari PPP dan PDI, maka ternyata
diantara kita tidak ada perbedaan dalam persepsi itu yang pokok.

Sebenarnya baik alternatif satu maupun alternataif kedua
memenuhi kriteria pertimbangan didalam kita menentukan tarif dan
penghasilan kena pajak ini, itu yang pokok sebetulnya. Ini kan
suatu perbedaannya terus terang saja satu dan dua itu marginal
kalau kita mau jujur ngomong, tetapi sebagaimana kami sampaikan
bahwa didalam enam pertimbangan vang kami sampaikan yang
mempengaruhi tarif dan lapisan kena pajak, memang tidak mungkin
semuanya itu kita penuhi secara maksimal tidak mungkin, karena
itu kita coba mengkombinasikan tetapi tentunya satu sama lain
pertimbangan itu tidak bisa kita beri bobot yvang sama dan dalam
keadaan sekarang saya kira penerimaan untuk négara tetap
memperoleh pertimbangan yang paling utama, kemudian dengan tidak
mengurangi pentingnya pertimbangan yang lain. Jika itu saudara
Ketua dan para anggota yang kami hormati, kami telah membuat
perhitungan kembali alternatif satu dan dua itu berapa hilangnya,
kan itu tidak terlalu banyak perbedaannya. 1Itu yang kami katakan
marginal tadi. ,

Alternatif satu kira-kira hilangnya ini pes sekali dak
mungkin itu order of magnitude itu perhithngan kami dengan
berdasarkan rekaman SPT yang terakhir yang masuk, jadi itu
fakta bukan bikin teori-teori tidak, berdasarkan rekaman SPT yang
vmasuk tentunya keadaan lain adalah sementara ceterus paribus,
maka alternatif satu kita hilangnya kurang lebih satu trilyun
lima puluh milyar, 105, 1050 kurang lebih.

Sedangkan alternatif kedua kita hilangnya‘hampir 1,1
meskipun ini memang lebih sedikit lebih rendah dari pada RUU 1,1
kalau alternatif dua kalau alternatif satu hilangnya 1050 kurang
lebih, pokoknya bedanya satu dan dua itu hilangnya penerimaan
negara kurang lebih 50 milyar bedanya. Karena itu 50 milyar
dalam order trilyunan itu kita menganggap itu marginal istilah
kami. 55 milyar ya something pasti 55 milyar befapa bisa kita
bangﬁn Puskesmas macam itu lagi, kita kan mesti begitu, yang
‘ ' pokok-poKoK ....oenenn.
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pokok-pokok untuk rakyat itu tetapi tetap marginal didalam
. keseluruhan penerimaan negara dari sektor pajak.

Nah karena itu kami sangat gembira dan kami ucapkan terima
kasih bahwa akhirnya kita mencapai kesamaan persepsi didalam hal
yang ini cukup crucial, karena itu bagi kami duvua-dua tidak ada‘
soal, nah kami kembalikan kepada Bapak sekalian, ini perbedaannyaA
hanya 55 milyar terus terang saja karena itu marginal, nah
sekarang banyak alternatif satu maupun dua adalah exercisenya
kami sampaikan. Jadi manapun yang diambil oleh kita, kami tidak
keberatan, bedanya hanya itu 55 milyar kami sudah hitung-hitung,
kalau alternatif satu, 1 trilyun 50 milyar kurang lebih/order of
magnitude, alternatif duva 1,1 trilyun, berarti bedanya 50 milyar
rupiah marginal. ’

Jadi karena itu Pimpinan dan para anggota Panja yang kami
hormati, kami tidak ada keberatan dan kalau boleh usul, kami
lebih cenderung Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat.
kita putuskan ini karena ini crucial yang lain~lain sedikit
dibandingkan ini lebih prinsipil, kita katakan apa adanya terus
terang sajé, diseluruh dunia bicara pajak ini yang paling crucial
sebetulnya khususnya PPh, PPn orang tidak terlalu, biasanya PPh
ini yang paling'sensitif. Karena itu kalau kami boleh usul
Pimpinan dan para anggota yang terhormat apa boleh kita skors
sepuluh, lima belas menit sambil kita minum-minum kopi sebentar,
kita break sebentar, katakanlah sekitar lima belas menit coba
kita cari mungkin(ada jalan itu, sebab tidak banyak bedanya kita
coba lebih mendekatkan, ini sudah dekat lebih dekat lagi.

Terima kasih,

KETUA RAPAT

Terima kasih banyak Bhpak Menteri yang telah memberikan
tanggapan terhadap penelaahan dari keempat fraksi, yang saya
yakin telah kita endapkan dua hari, dimana memang tergambar bahwa
persepsinya sudah tidak ada perbedaan dengan pertimbangan-
pertimbangan yang sama, hanya tentunya tadi seperti Bapak Menteri
sampaikan ' pembobotan dari pertimbangan’ini yang mungkin ada
kurang lebihnya. ‘ ‘

Dan karena kedua alternatif yang dipilih keempat fraksi ini
yang juga oleh Bapak Menteri dikatakan sangat marginal
berbedanya, jadi saya kira sangat simpatik Bapak Menteri
mengusulkan kepada kita untuk break dulu dan sementara itu -
tentunya kita bisa saling jawil menjawil demikian, sambil *
ngobrol-ngobrol. Jadl wsaya kira fraksi-fraksi tldak keberatan
kita skors 15 menit sambil minum kopi.

(RAPAT SETUJU UNTUK DISKORS)
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KETUA RAPAT:

Setelah kita melampaui beberapa saat berbincang-bincang di
fuangaﬁ 1ain vang terpisah tadi, tetapi ternyvata setelah keluar
ruangan semuanya tersenyum. Jadi saya kira apa yang akan kita
dengarkan dari fraksi-fraksipun suatu kabar gembira? dengan
demikian pertemuan yang kita skorsing tadi dengan ini saya cabut.

Kami persilahkan fraksi ABRI memberikan tanggapan setelah

berbincang-bincang tadi Pak, silahkan.

F.ABRI : TR, SOEDJALMO

Terima kasih Ibu Ketua, setelah kita tadi bertemu dengan
suasana yang sangat akrab dan terbuka serta penuh saling menerima
dan memberi maka pada dasarnya tadi kami ingin tetap mempertahan-
kﬁn pada alternatip satu dengan alasan-alasan yang tadi pagi
sudah kami sampaikan., Masalah yang berbeda yang disampaikan oleh
F.PP dan F.PDI pada dasarnya berbeda pada penilaian fraksi kami
terhadap kepemihakan kita.

Saya kira kita semua setuju untuk memihak pada yang lemah
dalam hal ini yang pendapatannya menengah kebawah itu. Namun
karena itu kami memecah 0 s/d 10, 10 s/d 30, sedangkan dari rekan
F.PDI dan F.PP menyatukan 0 s/d 25. Namun setelah kami
mendengurkah penjelasan rekan dari F.PDI dan F.PP maka kami bisa
memahami. Memang kalau dilihat dari kesederhanaan 3 (tiga ) lapis
itu cukup sederhana, lébih sederhana dari 4 (empat) lapis, ini
konsisten dengan sikap kami lebih sederhana lebih baik.

Kalau dilihat dari dropping daripada penerimaan negara tadi
sudah ditegaskan oleh Bapak Menteri bahwa marginal sekali. Jadi
atas pertimbangan~pertimbangan itu kami dari F.ABRI dapat
menerima saran dan pendapat dari rekan-rekan F.PDI dan F.PP. Kita
terima demi musyawarah mufakat yang selalu kita jadikan dasar
dalam penyelesaian pembahasaan ini dan untuk itu kami tidak
bersikukuh pada alternatip satu tetdpi kami dapat menerima dengan
sepenuh hati alternatip ke dua yaitu dengan batas lapisan 0 s/d
Rp. 25 juta sebesar 10%, 25 s/d Rp, 50 juta sebesar 15%, dan
diatas Rp. 50 juta sebesar 30%.

Namun kami ‘juga menghimbau karena disini penerimaan negara
sudah akan merosot, kalau juga kita maéih akan membebani pada
saat bersamaan dengan berkurangnya penerimaan akibat meningkatnya
PTKP yang notabene belum 1 (satu) tahun diberlakukan dan didalam




19

close pasal 7 ayat 3 itu juga masih ada kemungkina untuk
meningkatkan PTKP dimasa yang akan datang sesuai dengan situasi
dan kondisi kami menginginkan karena penerimaan negara pada hake-
katnya adalah tanggung jawab kita bersama demi kemandirian kita
didalam pembiayaan pembangunan dimasa mendatang, kami menginkan
agar PTKP kemabali kepada RUU sesuai dengan konsep yang
dicantumkan dalam RUU.

. jadi demikian Ibu Ketua pendapat dari F.ABRI dan atas

perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT
Tefima kasih rekan dari F.ABRI yang telah menyampaikan
pendapatnya setelah mengadakan pembicaraan pada waktu skorsing

tadi, selanjutnya kami persilahkan F.KP.

F.KP : H. ADIMIR ADIN, MA

Terima kasih Ibu Ketua, pada dasarnya apa yang ingin
disampaikan oleh F.KP setelah melakukan pembicaraan diluar
ruangan, sama dengan F.ABRI karena di dalam pengusulan tadi
mempunyai pendapat yang sama. Tetapi ini berupa tanggung jawab
dari susuuth yung‘bcsur untuk kita dapat memberi éadu toleransi
tcvtcntd‘untuk menerima, maka kKami dapat menerima usul darvi F.PP
dan F.PDI mqngunui,lupisuu tarip pajak yaitu alternatp 2 (dua).
Tentu saja scpéfti dikemukakan oleh F.ABRI dengan catatan untuk
PTKP pada dasarnya kita serahkan pada pemerintah dan tentu tidak

berubah dari apa yang sudah di dalam RUU, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih rekan dari F.KP yang kalau bisa saya sampaikan
karena tadi F.ABRI dan F.KP inilah yang memilih alternatip lain
sekarang telah dengan besar hati dapat bersama-sama untuk memilih
juga apa yang telah’di'beriakan oleh pemerintah pada'alternaiip 2
(dua), jadi saya kira catatan dari ke dua rekan fraksi ini untuk
supaya Jjuga tidak ter!cpas menghimbau pada rekan dari fraksi lain
untuk juga dikaitan pada PTKP yang lain yang akan kita bahas pada
pembahasan pending dari pasal 7.

Jadi saya kira himbauvan dari ke dua fraksi tersebut tolong
pula untuk fraksi-fraksi lain untuk dijadikan catatan yang sangat
berarti untuk kita majukan pada hari ini. Saya persilahkan F.PP
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saya kira untuk kita garis bawahi lagi, silahkan Pak.

F.PP : H.M. MUKROM AS’AD

Ibu Ketua yang kami hormati, karena persepsi antara empat
frakéi dan pemerintah sebagaimand vang terumus di dalam ke dua
alternatip maka pada pembicaraan yang terbuka rumusan alternatip
kedua dipandang lebih baik daripada rumusan alternatip satu yang
dianggap sudah baik sehingga hasil musyawarah untuk mufakat ké
empat termasuk F.PP menerima alternatip ke 2 {(dua) dan oleh
karena F.PP membahas lapisan tarip yang dikaitkan dengan PTKP
maka sekaligus F.PP juga memberikan persetujuan pula kepada PTKP
sesuai dengan rancangan undang-undang setelah ditambah
penjelasannya disamping penjelasannya ada dengan penjelasan
tambahan yang berbunyi : "sebagai pertimbangan juga adalah
perkembangan harga kebutuhan pokok daripada masyarakat" maka
dengan alhamdulilah syukur pada Allah bahwa sekaligus pada masa
skorsing tadi ke dua masalah tersebut dapat dimufakati oleh F.PP

~bersama dengan fraksi-fraksi yang lainnya, terima kasih.

KETUA RAPAT

-Terima Ksih rekan dari F.PP yang telah juga menggarisbawahi
himbauan dari kedua fraksi lain dan untuk hal tersebut memang
kita patut ésyukur dengan adanya‘skorsing tadi menjadi
kesepakatan bersama. Kami persilahkan F.PDI.

F.PDI : ABERSONMARLE SIHALOHO

'Terima kasih Ibu Pimpinan, F.PDI berkenaan dengan -masalah
tarif sejak pembicaraan kita tadi'kami memang sudah menentukan
pilihan kami pada alternatip ke dua dan kami mengucapkan terima
kasih kepada rekan-rekan dari F.ABRI dan F.KP setelah kita
melakukan lobby dan mempertimbangkan secara luas dalam kaitan
dengan Kkepentingan negara kita khususnya, penerimaan negara, yang
kemudian dapat menerima alternatip ke dua yang disampaikan
pemerintah. -

Karena kita juga masing-masing sudah sepakat bahwa



21

membicarakan tarif PPh ini juga tidak terlepas dengan PTKP yang
~di atur dalam pasal 7. Dalam hal ini dengan fraksi F.PDI ada
perbedaan kecil dan kami tadi dapat memahami dengan sepenuhnya
penjelasan rekan-rekan fraksi yang lain terutama dari pemerintah
bagaimana dampak dari pada PTKP terhadap penerimaan negara atau
penerimaan APBN sampai secara kuantitatip-pun diperhitungkan.

F.PDI dapat memahami sepenuhnya penjelasan pemerintah bahwa
pemerintah menghendaki apabila kita menerima alternatip ke dua
maka PTKP didalam RUU ini tidak mengalami perubahan. Ini
pemerinfah juga sudah menjeléskan bukan sekedar ngotot, tetapi
memang ada perhitungan-perhitungan yang sudah di perhitungkan
sejak semﬁla sampai masuk didalam RUU menjadi demikian.

Tadi juga kita sudah sama-sama mendengar berapa kekurangan
penerimaan negara diperkirakan berdasarkan SPT yang masuk tahun
pajak yvang lalu dan demikian juga apabila ada perubahan terhadap
kuantitatip dari pada PTKP ini yang ada dalam RUU maka penerimaan
tersebut akan berpengaruh secara berarti, maka F.PDI dapat
memahami ini fetapi karena kami tadi malam memang sudah diberikan
garis oleh fraksi tetapi dengan diterimanya tadi oleh pemerintah
maupun juga oleh fraksi yang lain dan malah urusan perumusannya
ini datang dari Pak Menteri Keuangan sendiri sehingga di dalam
penjelasan pasal 7 ayat 3 di dalam RUU ini dinyatakan cukup
Jelas. Diberikan penjelasan bahwa akan kita masukan penjelasan
bagaimana nanti kalimat resminya tetapi substansinya bahwa
perubahan dari PTKP itu disesuaikan denga harga kebutuhan pokok
masayarakat’setiap tahunnya, ini kami kira nanti Timus dapat
menyelesaikan.

Sekali lagi kami katakan bahwa perubahan PTKP ini dilakukan
sesuai dengan perkembangan harga pokok kebutuhan_masyarakat
setiap tahunnya. Dengan penjelasan ini pada ayat 3 terutama Pak
Yahya akan dapat kemudian kita bersama-sama memberikan
persetujuan seperti apa yang kita sudah sepakati terhadap
kuantitatip daripada PTKP sebagaimana yang ada didalam RUU ini.
| Jad; kami minta 'maaf kalau kami belum dapat bersama-sama
kami juga sepenuhnya sebetulnya ingin bersama-sama tetapi mohon
bahwa ini bukan_sekedar untuk mau berbeda tetapi memang kami kira
kami juga untuk membiasakan diri untuk mendisiplin apa yang kita
sepakati kalau kita mau berubah yach berubah bersama-sama, tetapi
kami yakin bahwa kita akhirnya akan bersama-sama dalam kesepaka-

tan yang sudah kita ambil tadi. Sekian dan terima kasih Ibu Pim-
pinan.
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KETUA RAPAT

Terima kasih Pak Aberson dan Bapak Menteri tadi telah kita
dengar bersama ke empat fraksi telah menyetujui alternatif ke dua
vang diajukan oleh pemerintah dengan beberapa himbauan dan
catatan bahwa ke empat fraksi memang mengkaitkan dengan PTKP yang
di pasal 7 kita pending yang mengharapkan untuk pemerintah tetap
tidak berubah pada RUU yang diajukan namun tadi Pak Aberson dari
F.PD!I telah menyampaikan karena masih tersirat persetujuan
tersebut jadi namun kita maklum. Tadi dikatakan dengan adanya
Pak Yahya yvang mempunyai pengaruh yang cukup besar di F.PDI kami
harapkan apa yang masih tersirat sudah sebentar lagi tidaka akan
tersirat lagi.

Jadi kami kembalikan kepada pemerintah bahwa keempat-empat
fraksi telah memilih alternatip yang Bapak pilih, silahkan.

PEMERINTAH : MENTERI KEUANGAN MARI'E MUHAMMAD

Sekali lagi kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya
bahwa dengan tklim musynwur&h untuk mufakat akhirnya boleh
dikatakan hampir sudah mencapai kesepakatan, tidak hanya mengenai
“lapisan, tarjf, dan penghasilan kena pajak tetapi juga mengenai
PTKP. Meskipun sepenuhnya kami bisa memahami tetapi bahwa F.PDI
terlebih dahulu akan melaporkan perkembangan ini kepada Pimpinan
Fraksi dan kami wucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada
F.ABRI dan F.KP dengan kebesaran hati yang harus kita akui fuar
biasa.

Inilah iklim musyawarah untuk mufakat. Kalau dinegara—negara
liberal tidak bisa itu terjadi bahwa kalu sudah berbeda yach
sudah langsung voting saja, kita tidak. Ini kita menunjukkan
bugulmana hikmah yang bisa kita petik dari pada muayawulah untuk
mencapai mufakat. 1Ini menunjukkan kebesaran hati dan
alhamdullilah Kita semua dituntun oleh kearifan dan oleh hikmah
konstitusi kita, ini penting, bahwa musyawarah untuk mencapai
mufakat. ‘ ‘ |

Kami tadi Juga sudah sampaikan dalam pembicaraan lobby bahwa
kami sepenuhnya memahami tentang penyesuaian PTKP dan kami
gembira juga bahwa rekan-rekan dari seluruh fraksi juga memahami
sepenuhhya keterbatasan negara. Kami inikan hanya menyampaikan
langkah untuk membantu saja supaya kita mengambil keputusan
supaya k1ta mengambxl keputusan yang betul betul proporsional,
dxlxhat dari segi ‘apapun Juga bisa kita pertanggungjawabkan.
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Karena itu dari pihak pemerintah tidak berkeberatan jika didalam
pasal yang mengenai PTKP diberikan penjelasan, bahwa dalam
penjelasan bahwa PTKP akan disesuaikan sesuai dengan
perkembangan‘ ekonomi moneter dan perkembangan harga kebutuhan
pokok sehari-hari daripada masyarakat setiap tahunnya, kira-kira
begitu nanti akhirnya kami rumuskan dan sekali lagi kami ucapkan
penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya dan dengan ijin
Pimpinan jika dapat kami meninggalkan ruang ini karena kami
sendiri ada sidang kabinet dan nanti malam kami ada disini
kembali.

Atas ijin Pimpinan kami bisa ke tugas yang lain, terima
kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih Bapak Menteri, ijinkanlah dahulu kami mensahkan
ini pasal karena kita tadi telah mendengar kesepakatan bersama
bahwa pasal 17 ayat 1 ini telah kita terima bersama adalah
alternatip ke dua yang ditawarkan oleh pemerintah yang lapisannya
itu terdiri dari tiga tarif 10%, 15%, dan 30% dimana PKPnya Rp.2S
juta batasnya, Rp.25 juta s/d Rp.50 juta, dan Rp.50 juta keatas.
Dengan cétatan juga telah disetujui oleh Menteri yang ada
kaitannya dengan PTKP yang akan kita bicarakan nanti dengan pasal
7 dengan juga tambahan dari pada penjelasan seperti yang
maksudnya nanti akan dirumuskan oleh Timus. Oleh karena itu pasal

17 ayat 1 ini dapat kita terima dan sahkan, terima kasih.
———————————— palu di kotok 1 kali --=--c--ueeoo

Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya pagi ini dan

telah kita ketokkan pasal 17 ayat 1 dan kami ucapakan selamat
siang dan terima kasih.

Demikian pula saya kira Ibu-ibu dan Bapak-~Bapak dan kita
lanjutkan kepada pasal 25 ayat 2, kami persilahkan pemerintah.

PEMERINTAH : DRA. SRI RAHAYU

Terima kasih Ibu Pimpinan, kami akan melanjutkan ke pasal 25
ayat 2, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan
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besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak‘
yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan
tahun pajak yang lalu.

Dalam ayat satu tadi di sebutkan bahwa dasar perhitungan
atau besarnya angsuran pajak adalah berdasarkan SPT tahunanPPh
tahun pajak yang lalu, namﬁn mengingat batas waktu penyampaian
SPT tahunan PPh itu adalah pada bulan Maret, maka SPT sebelum SPT
tahun itu disampaikan maka dasarnya adalah angsuran bulan
terakhir pada tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan disini bulan
Desember namun sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran
bulanan tahun pajak yang lalu, disini disampaikan sepanjang tidak
kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang_lalu
karena kemungkinan pada tahun yang lalu ada pengurangan-
pengurangan angsuran PPh pasal 25 mungkin dimulai pada bulan
Oktober misalnya ada pengurangan PPh maka itu harus dibuat rata-
rata angsuran dalam satu tahun,

Jadi tidak otomatis sama dengan bulan Desember. Misalnya
saja dari bulan Oktober nihil sampai bulan Desember tidak
otomatis Januari dan Pebruari itu adalah nihil tetapi harus
dirata~rata dari bulan Januari sampai dengan Desember dibagi 12,

. sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami silahkan tanggapan dari fraksi-fraksi,
F.PDI.
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F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Terima kasih Ibu Ketua, kami dapat memahami maksud dari Ayat
(2) Pasal 25 ini. Jadi missionnya itu adalah jelas dan menentukan
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib
pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Karena kalau kami tidak
salah SPT itu terakhir harus disampaikan 31 Maret setiap tahun,

sedangkan tnhun paink itu berahirc pada 31 Desember. Yang ingin

L T I T L R L & R I R I i
besarnya angsuran itu sama dengan besarnya angsutran pajak untuk
bulan terakhir. Jadi tentu angsuran bulan Desember, dari tahun
oy bk vvap b Yo tnpion bamb mintnban poafeldwann geprag frnp

tidak kurang dari rata-rata angsuran bLulanan tahuy pajakh yaup
lalu, Jadi maksudnyakan yang bulan Desember itu besarnya tidak

kvrang Jdari entn-ratn angnuran bulanan tahun pajak yang Ialu,

R I X I e v bsany bbbl [T O N TR FE T AT T N TRRN YR TT] EY YR i [T
tentu menjadi tahun pajak yang lalu, karena kita sudah masuk SPT
sudah diamasukkan 31 Maret, jadi maksudnya tentu angsuran yang
bneve o Inkukan untuk bulnn Febyuned dan Maret, kan itu tentu-

nya. Nah dlsinl haml Ingln mendapal pounjelacsan apa yaug dimaboud
kan dengan sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan
tahun pajak vang Ilalu. Karena menurut kami tadinya sudah jelas

ikt Lol an [ ETI  TR ) e |} Coanhonaar geas e rithep [ FTR KT s by tnd
ditambah dengan sepanjang nah ini yang...coba minta kctcrangan
dan supaya bagaiaman kita merumuskan supaya kita lebih berkepas-

tinn hukum bepitu, aehingpa melarkan tadinva sudah kita putuskan

balan terubbity dar il tabimn pra)abh vang bula. Hale bagpd aberpnn ok
nya klousul sepanpajang tidak kurang dari rata-rata angsuran
bulanan tahun pajnk yang lalu sehingega kepastian yvang sudah ada

trobd bt menbodl clpnatda Tapl, i kami mohon poenjelnenn Yok inn

1bu Pimpinan Ley Lina kasih.

KETUA RAPAT, '
Toerv b bovadh Poabk Abheraon, knmi pernlinbhbkan o ARRT

F.ABRT, (PUDJTARTO)

Ve dmn bonadbh Cdmpionn, menpgingnt nvat ot sudal cokup jelas

dan Jupga Jdart Dy Jonn Pajah tolalt menjgoelaohan maha F.oABKE Cidub

berkeberatan, setuju, terima kasih.

Bt v et
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KETURA RAPAT,
Terima kasihrekan FABRI, kami persilahkan FKP.

F.KP, (H. MUCHAMAD SUPARNI)

Terima kasih Ibu Pimpinan, fraksi kami setelah mendapatkan
penjelasan dari pihak Pemerintah dan sekaligus kita kaitkan
dengan penjelasan dari pada Ayat (2) ini dari fraksi kami menilai
permasalahannya sudah cukup jelas tentu ini kami dari fraksi
karya bisa menerima.ATerima kasih.

KETUA RAPAT,
- Terima kasih kami teruskan ke FPP.

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS’AD)

Ibu Ketua menanggapi Pasal 25 Ayat (2) beberapa substansial
vang dimuat di dalam Ayat ini adalah kami melihat sebagai usaha
untuk supaya angsuran pada tahun anggaran yang berbeda dengan
tahun taqwim dari pada pajak itu tidak mengecil pada tahun beri-
kutnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga dibuat dua
perbandingan 1itu, perbandingan akhir tahun taqwim yang lalu
dengan perbandingan rata-ratanya, dan ini sama dengan UU yang
lama jadi ini kami dapat menerima dan memahami. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, saya kira ada pertanyaan dari FPDI, kami per-
silahkan Pemerintah.

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER)

Terima kasih, tentunya sudah dijawab oleh Pak Mukrom yang
sudah menjelaskan, jadi memang setelah Desember itu terserah
kepada siwajib pajak, tetapi sambil menunggu SPT masuk itu Janua-
ri, Februari, Maret itu musti ada pegangan, berapa yang mesti dia
setor..Sedangkan kalau Qipakai hanya setoran Desember saja pada
umumnya Desember normalﬁya Desember itu setorannya itu mesetinya
itu normalnya itu tinggi paling tidak rata. Kalau rata-rata itu
kan jadi more diamankan, cuman dia kalau Desember bulan itu dia
mengatakan ada transaksi rugi atau nihil atau ada musibah sengaja
dikecilkan sengaja dipakai bayarnya sedikit saja, nah tiga bulan
terakhir itu pegangannya itu. Negara dirugikan, dia stel yang
Desember untuk ngatur Januari, Februari, Maret dikecilkan, nah

jadikan wuntung dengan cara itu, karena itu ini boleh Desember

tapi tidak.........0v0..
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tapi tidak boleh kecil dari rata-rata, kalau rata-rata jadi
diamankan. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Bagaimana Pak Aberson ?

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)
Sudah cukup jelas, oke punya itu, terima kasih.

KETUA RAPAT, '
Terima kasih, karena itu oke punya semua berarti ke empat
Fraksi dapat menerima Ayat (2) Pasal 25 ini dan ini dapat kita

syahkan. Terim kasih.
(Rapat setuju)
Kami lanjutkan kepada Ayat (3) Pasal 25 silahkan.

PEMERINTAH, (DRS. SRI RAHAYU)

Ayat (3) apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
untuk dua tahun pajak sebelum_tahun surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengha-
silkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berda-
sarkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut maka besar-
nya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak
tahun pajak terakhir,

Ketentuan ini sebenarnya lebih memberikan kepastian dari
pada ketentuan yang lama karena ketentuan yang lama di Avat (2)
a, itu disebutkan bahwa menyangkut juga Ayat (1) lama yang dimak-

_sud dengan pajak yang terhutang dalam ayat ini yaitu pajak terhu-

taung yang dipakai scbagal dasar untuk perhitungan besarnya angsu-
rang pajak yang harus dibayar sendiri oleh wa}ib pajak adalah
pajak menurut surat pemberitahuan tahunan terakhir yang tadi
sudah dimuat di Ayat (1) kecuali apabila pajak yang ditetapkan
terakhir oleh Dirjen Pajak jumlah lebih besar. Dalam ketentuan
yang lama ‘itu tidak ada batasan surat ketetapan pajak untuk tahun
kapan, mungkin surat ketetapan pajak itu diterbitkan akibat dari
hasil pemeriksaan,uhtuk tahun pajak misalnya 4 tahun yang lalu
atau 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Dalam ketentuan
vang lama itu tidak diberikan batasan sehingga di dalam pelaksa-

NMAANRNY® . ¢ o o s v v 0 v vy
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naannya sering wajib pajak itu menyatakan bahwa untuk dasar itu
tidak realistis karena didasarkan atas pajak yang terhutang pada
4 tahun yang lalu. Oleh karena itu ini dibatasi hanya 2 tahun
saja, untuk dasarnya. Jadi lebih memberikan kepastian supaya
lebih realistis. Sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT, '

Terima kasih, kami minta pendapat lagi kepada Fraksi-fraksi,
silahkan F.ABRI. '

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO)

Terima kasih Pimpinan, setelah mendapatkan penjelasan dari
Pemerintah jadi dalam hal ini masalah waktu dan juga cukup jelas
kejelasannya maka F.ABRI tidak ada masalah terima kasih.

KETUA RAPAT,
Terima kasih kami persilahkan FKP.

[N S RV LRI b MANGIT HARA MARCONS TR

Lers b baoth 1ha ketoua, harvnag penjelavan PFemes totah bl

memberikan lebih pasti dari pada yang pasi dan FKP selalu menga-
nut yang lebih pasti maka tentu setuju. Terima kasih.

B har A,

. Terima kasih kami persilahkan FPP.

roerer,. (e i M MUEROM AT ANY)

tlhet Metua waya bltia hlita aviujn.

KETUA RAPAT,

Teviman kasih, Fpenl o2

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)
Ya memang Pasal 25 Ayat (3) memang mencoba memberikan kepas-
tian kepada hal yvang bisa menjadi tidak pasti yaitu karena disini

RN R T R R N R T RO B ST N IR TR R IR R NI L T R L I NN R TN I & TTRN TSNP voerng el
dilakukan itu dari angsuran pajauk yang berdasSarkan sural pembeyi-
tahuan tahunan pajak penghasilan tersebut. Nah ini memang bisa
menimbulkan ketidakpastian maka disini dia tegaskan bahwa dalam

oo | eeveque- g 4| [T D T N T T ) DI R TR TRT) trre Ik it Cnng e tdneane b nn

surat ketetupun pajak tahun pajuk terakhir, nah ini kaml kKiga

tadi  wmemang  tidak berkepastinn poristiwanya nah ini diberikan

oleh lPemetintabi. ...........
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oleh Pemerintah kepastian melalui ayat ini. Jadi kami karena
doyan juga kepastian bu, jadi kami setuju ini oke punya.

KETUA RAPAT,
Terima kasih, kelihatannya ke empat fraksi sudah dapat
menerima karena kepastiannya maka saya kira ke Pasal 25 Ayat (3)

~ini pun juga bisa kita terima. Terima kasih.

RAPAT SETUJU
Kami persilahkan tentang pasal 25 Ayat (4) silahkan.

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU)

Terima kasih Ibu Pimpinan, kami teruskan ke Ayat (4) apabila
dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak
untuk dua tahun pajak sebelumnya yang menghasilkan angsuran pajak
yang lebih besar dari pada angsuran pajak bulan yang lalu yang
dihitung berdasarkan ketentuan pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat
(3) maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan
surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir dan berlaku mulai
bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Perlu kami sampaikan disini bahwa apabila dalam tahun berja-
lan telah diterbitkan surat ketetapan pajak juga batasannya untuk
dua tahun pajak sebelumnya jadi misalnya saja Januari, Februari,
sudah berdasarkan bulan Desember tahun lalu atau sepanjang dari
rata-rata tadi kemudian bulan Maret, April, Mei itu berdasarkan
SPT Tahunan, kemudian bulan Juni diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak untuk dua tahun pajak terakhir maka yang menghasilkan
angsurang pajak yang lebih besar maka angsuran pajak bulan berik-
kutnya setelah tanggal surat ketetapan pajak tersebut disesuaikan

dengan surat ketetapan pajak. Jadi sifat dari PPh Pasal 25 ini'

adalah bersifat dinamis dimana kalau memang penghasilan kena
pajaknya atau pajak yang terhutang bertambah maka mulai bulan
berikutnya angsurannya juga bertambah, sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT,
Terim kasih, FKP silahkan.

F.KP, (H. MOCHAMAD SUPARNI)
Terim kusih Ibu Pimpinan, jadi untuk Ayat (4) ini walaupun

inl ketentuan baru dan sifatnya untuk menampung porkembangan

tahun berjalan...........
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tahun berjalan dan bersifat tekhnis sekali kami bisa menerima
penjelasan Pemerintah dan Fraksi kami setuju.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, F.PP ?

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS’AD)

Terima kasih, kami menilai Ayat (4) ini untuk lebih rumit
dalam pelaksanaannya dan isya‘allah akan menghasilkan penerimaan
PPh yang lebih besar dan karena konsepnya datang dari Pemerintah,
dan sanggup untuk melaksanannya kita setuju. |

KETUA RAPAT,
Terima kasih, F.PDI silahkan.

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Kami tertarik tadi keterangan Pemerintah yang terakhir ini
yang memang juga menjadi kedoyanannya PDI juga, yaitu ini rupanya
membuat supaya penentuan angsuran pajak itu oleh karena berbagai
hal tadi itu dia dinamis, untuk itu doyan juga bu yang dinamais.
Jadi bukan cuma yang pasti kami doyan, jadi kami pasti doyan
dinamis juga doyan bu, nah ini karena tadi berkepastian dan juga
dia dinamis nah itu vya doyan bu, oke punya.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, bagaimana F.ABRI ?

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO)
Saya kira Fraksi ABRI juga tidak ada masalah.

KETUA RAPAT,
Doyan juga semuanya, jadi kalau kita mendengarkan keempat
fraksi semuanya tidak keberatan untuk menerima konsep Pemerintah

mengenai Pasal 25 Ayat (4) ini dan terima kasih, maka berarti
kita dapat terima.

RAPAT SETUJU

Silahkan Ayat (5).

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU)

Ayat (5) apabila pajak penghasilan yang terhutang menurut

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang

oooooooooooo

lalu lebih
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lalu lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar
dipotong dan atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan
maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan
angsurang pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) sampai dikeluarkan-
nya -Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan untuk bulan-bulan
berikutnya angsuran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang
terhutang menurut keputusan tersebut.

Di Ayat (5) ini diatur mengenai apabila wajib pajak itu
memasukkan SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu mengajukan
permohonan restitusi mengajukan permohonan pengembalian pembaya-
ran karena yang dibayar dan dipotong atau dipungut lebih besar
dari pada pajak yang terhutang, nah untuk menentukan apakah itu
memang benar-benar permohonan wajib pajak bisa dikabulkan, maka
Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan lebih dahulu
mengenai kepastiannya. Oleh karena itu sebelum diputuskan oleh
Dirjen Pajak permohonan restitusinya maka angsuran setiap bulan-
nya tetap sama dengan bulan-bulan terakhir dari tahun pajak
sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya. Kalau sudah dikeluar-
kan surat keputusan mengenai kelebihan pembayarannya mungkin
keputusannya malah tidak lebih tetapi malah menjadi kurang bayar
maka angsuran pajak berikutnya dihitung berdasarkan keputusan
yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Sekian penjelasananya.

KETUA RAPAT,
Terima kasih, kami persilahkan F.PP ?

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS’AD)

Ibu Ketua kami sempat bingung dengan keputusan Dirjen Pajak,
tetapi setelah mendengar menyangkut permohonan restitusi ini
dapat kami pahami dan kami setuju,

KETUA RAPAT,
Terima kasih Pak, Bapk F.PDI silahkan ?

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Terima kasih Ibu Pimpinan, jadi ini juga memang masalah
kepastian mengenai apabila yang dipungut itu lebih besar dari
pada yang seharusnya sehingga terjadi restitusi, nah maka disini
angsurannya sudah ditentukan tetap yang berlaku itu adalah angsu-

ran pajak.....c00ee v
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fran paJak untuk bulan terakhlr sampa1 dlkeluarkannya keputusanf

‘D1r3en PaJak Nah Jad1 karena memang selama ini juga yang menge-
‘luakan keputusan mengenal 1n1 adalah Dirjen Pajak ini juga masa-
lah tekhnis sehlngga kam1 Juga bisa menerima rumusan ini. Terima
. kas1h P1mp1nan.

KETUA RAPAT, ‘
Terima kasih Pak, saya kira masih ada kepastian atau ada

',doyan, silahkan Pak dari F.ABRI ?

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO)

Terima kasih Ibu Pimpinan, karena ayat ini untuk mengimbangi
ayat-ayat sebelumnya dan sudah cukup jelas apa yang dijelaskan
oleh Pemerintah saya kira tidak ada masalah.

KETUA RAPAT,
" Terima kasih, kami silahkan F.KP.

F.KP, (H. ABDULLAH ZAENIE, SH)

Terima kasih Ibu Pimpinan, bagi FKP Ayat (5) ini tidak ada
permasalahan dalam rumusan ydng ada disini, tetapi kami juga
ingin mendengar penjelasan ataupun keterangan Pemerintah yang
, dikaitkan'dengan Pasal 28 A, mengenai restitusi. Banyak yang kami
dengar khususnya di FKP, dan juga banyak yang datang kepada kami
mengenai permasalahan restitusi ini, umpamanya masalah kelamba-
tan, masalah ketidakcocokan perhitungan dan lain sebagainya.
Pertanyaan kami adalah di dalam rangka peningkatan pelayanan
terhadap wajib pajak apakah tidak mungkin disaat-saat yang menda-

~tang itu yang aktif itu bukan wajib pajak tetapi fiscus, jadi

bagaiamana kalau umpama dalam komputernya itu ketahuan si Pak
Aberson itu kelebihan bayar rpajak, ya langsung saja dikirimkan

ini restitusi punys anda, apa itu mungkln untuk masa yang akan

datang. Terlma kasih.

KETUA' RAPATw

Terima kaaih F KP, kami persilahkan keteranxan dari Pemerin-

PEMERINTAH..(DR. FUAD BAWAZIER)

Terus terang saaa Pak Zaeni jtu yang bapak sampaikan barang- 

kali aesuatu yang sangat ideal tapl harus juaur diakui - kayaknya

belum timengnya.......o000..
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belum timengnya saatnya untuk kita baik dari sudut aparat maupun
dari sudut wajib pajak sistem otomatis seperti itu, bahkan saya
beritahukan kepada- - bapak mungkin bapak kaget tapi bapak tidak
bisa nuntut, di Amerika Serikat itu malah sudah pakai program
komputer raksasa 1itu otomatis, ceknyapun sudah otomatis, yang
keluar yang masuk itu mana keluar dengan sendirinya tiap bulan
Oktober begitu, itu memang baru boleh dibilang yang bisa itu
negeri di dunia seperti itu rasanya baru satu dua Amerika yang
saya tahu yang lainnya itu masih jauh dari tingkatan seperti itu.
Disinihasih diperlukan karena pemahaman pengisian SPT sendiri
dengan mana yang diterima masih banyak yang salah karena itu pada
umumnya disini itu masih memerlukan pemeriksaan ini betul apa
tidak, memang kurang atau lebih baik dari sudut kuantitas pengi-
sian kejujuran dan segala macamnya itu, sehingga sistem otomatis
setiap orang mengisi itu lebih dikeluarkan begitu barang kali
yvang masuk kuatir yang masuk dan keluar bisa sama otomatis itu.
Jadi ini soal waktu yang barangkali masih-memerlukan satu'sistem
tapi sebetulnya itu tidak langsung kepada UU itu bagaimana pen-
ingkatan kualitas pelaksanaan di kedua belah pihak sehingga
mungkin itu dapat dipikirkan untuk dipenuhi kepada level yang

dibawah Perundang-Undangan lebih banyak pada tekhnis pelaksanaan
itu Pak. Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, bagaimana F.KpP ?

F.KP, (H. ABDULLAH ZAENIE, SH)

Kami setuju sekali ini bukan masalah UU, tetapi ini masalah

level pelaksanaan itu. Jadi ini kami sudah oke dan sebelum bicara
saya sudah oke.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, keempat fraksi telah dapat menyetujui Ayat (5)
Pasal 25 ini, kalau demikian bisa kita terima. Terima kasih.

RAPAT SETUJU

Kami teruskan kepada Ayat (6) a, b, ¢, d, e, f,
sekaligus saja, karena ini ada kaitannya. Silahkan.

saya kira

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU)

Terima kasih Pimpinan, kami teruskan ke Ayat (6) Direktur

Jenderal Pajak

ooooooooooo
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Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya
angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu,
antara lain apabila a, wajib pajak berhat atas kompensasi keru-
gian; b, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c,
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu
disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; d, wajib
papjak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; e, wajib pajak membetul-
kan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang

mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari pada angsuran

bulanan sebelum pembetulan; f, terjadi perubahan keadaan usaha
atau kegiatan wajib pajak.

Dalam ayat ini diatur mengenai penghitungan besarnya angsu-
ran pajak dalam tahun berjalan yang sifatnya sangat tekhnis,
misalnya saja yang a, wajib pajak berhak atas konpensasi kerugian
contohnya kalau misalnya SPT tahunan tahun yang lalu yang disam-
paikan itu memperhitungkan adanya konpensasi kerugian misalnya
saja penghasilan nettonya 100 juta kemudian ada konpensasi keru-
gian tahun yang lalu 100 juta dengan sendirinya PPh yang terhu-
tang adalah nol nihil, nah kalau PPh yang terhutang nihil dengan
sendirinya angsurang PPh Pasal 25 ini kalau dihitung sesuai
dengan Ayat (1) maka angsuran PPh Pasal (25)nya juga akan menjadi
nihil. Padahal konpensasi kerugian yang 100 juta itu sudah habis
dikonpensasikan pada tahun pajak yang lalu sehingga tahun yang
akan diangsur pajaknya ini sudah tidak perlu lagi memperhitungkan
konpensasi kerugian, sehingga penghitungannya semestinya adalah
100 juta ditarif Kkemudian dihitung angsuran PPh Pasal 25 nya.
Jadi ini sangat tekhnis. Oleh karena itu diatur atau ditetapkan

-oleh Dirjen Pajak. Demikian juga misalnya wajib pajak memperloleh

penghasilan tidak teratur, contohnya yang mudah adalah misalnya
wajib pajak tersebut tahun yang lalu menerima kontrak sewa rumah
untuk lima tahun, penghasilan tersebut hanya diterima untuk tahun
yang lalu, tahun sekarang sudah tidak akan menerima lagi yang
kontrak rumah 1lima tahun. Kalau itu dijadikan sebagai dasar
angsuran tahun sekarang maka itu akan terlalu memberatkan wajib
pajak. Prinsipnya itu yang diatur di a sampai dengan f sangat
tekhnis yang di dalam penjelasannya juga sudah kami sampaikan.
Sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT,
Terima kasih kami persilahkan FPDI ?
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JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Ibu Pimpinan.

Memang di dalam Pim kami, kami mengharapkan penjelasan leibh
rinci, tapi tadi sudah dijelaskan karena di dalam RUU penjelasan-
nya Jjuga relatif terlalu singkat dibandungkan dengan apa yang
ingin untuk dicapai oleh ayat (6) Pasal 25 ini.

Kami hanya mohon dipertimbangkan bagaimana kalau dalam Penjelasan
avat (6) ini yang tadi kami tangkap agak lebih jelas tadi vang
disampaikan oleh Ibu itu tadi daripada yang ada di dalam Penje-
lasan RUU ini. y

Jadi kami sarankan, jadi prinsipnya kami setuju apa yang ada
di dalam Batang Tubuh ini, cuma kami mengusulkan agar bagaimana
nanti kepada Timus kita serahkan supaya Penjelasan ini lebih
disempurnakan supaya dia menjadi lebih jelas.

Sekian Bu dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Ter ima késih.
F-ABRI, kami persilakan.

JURU BICARA F-ABRI (ISMU AKSOPUTRA)

Terima kasih Pimpinan.

Dari Fraksi ABRI hanya menyarankan karena pada pasal-pasal
sebelumnya kata-kata "antara lain" saya kira kami sarankan untuk
éihapus saja karena kata-kata "antara lain" ini kurang mengandung
kepastian hukum. Apabila "antara lain" ini dihapus, saya kira
kesemuanya tidak ada masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Silekan F-KP.

JURU BICARA F~-XP (H., MOCHAMAD SUPARNI)

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Walaupun ayat (6) ini ketentuan baru, dan tadi juga dijela-
sakan dan maknanya dalam rangka untuk menyesuvaikan angsuran
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bulanan dengan keadaan dari wajib pajak prinsipnya mengengi
materi kami bisa menerima, hanya Fraksi Karya mengusulkan mungkin

hampir sama dengan Fraksi PDI, kami di Penjelasan dapatnya yang
ada sekarang ini diberi tambahan Penjelasan, jadi Pemerintah kami

membuat sebagai tambahan Penjelasan untuk ayat (6) ini_ untuk
kemudian disampaikan kepada Timus, sehingga nanti mempunyai bahan
dalam rangka untuk kejelasan daripada ayat (6).

Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr Usli N) 3

Terima kasih.

Silakan F-~PP.

JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS’'AD) :

Terima kasih Ibu Ketua.

Jadi terhadap ayat (6) ini sebaiknya memang diperlukan
penjelasan karena ayat (6) ini berisikan hal-hal vyang tidak

mungkin untuk diberlakukan seperti ayat-ayat sebelumnya, dan
masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri-sendiri, butir a
sampai dengan f, sehingga penjelasan tersebut dapat menjelaskan
masing-masing butir secara tersendiri-tersendiri yaitu dari a
sampai f tersebut.

Walaupun 1ini kita jelas arahnya tapi pengertian dari masing-
masing itu perlu penjelasan sendiri-sendiri.

.Untuk ini kami serahkan kepada Timus.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

s

Terima kasih.

. Jadi keempat fraksi tadi substansinya telah bisa diterima,
hanya tiga fraksi yaitu F-PDI, F-PP dan F-KP memintakan penjela-

sannya lebih ditambah kejelasannya dan akan dirumuskan oleh Tim
Perumus mengenai tambahan penjelasan ini, kemudian F-ABRI mengu-
sulkan perkataan "antara lain" dihilangkan.

Kami kembalikan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Menanggapi usul dari F-ABRI mengenai perkataan "antara lain"
untuk kepastian hukum, Pemerintah dapat menyetujuinya, jadi
dihilangkan.

Kemudian juga menanggapi fraksi-fraksi yvang

_ lain mengenai
perlunya tambahan penjelasan,

rasanya memang tepat bahwa -—penje-
lasan itu harus ditambah sehingga lebih jelas.

Terima kasih.
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KETUA RAPAT (Dr. IDA‘YUSI DAHLAN) :
Terima kasih.

Jadi mengenai tambahan penjelasan saya kira keempat fraksi
telah sepakat, substansinyapun sepakat, kemudian penghapusan

perkataan "antara lain” Pemerintah bisa menerimanya.
Bagaimana fraksi lain ?, saya kira F-PP bisa, F-PDI 7.

JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Kami ingin bertanya kemudian Pak melalui Ibu Pimpinan, kalau

perkataan "antara lain" itu dihilangkan apakah memang cuma ini
saja. Kalau ada hal lain nanti yang memang memerlukan perlakuan

khusus, kalau memang hanya ini saja -tidak ada masalah, ini kan
resikonya banyak ini, jadi bahwa yang bisa kita nanti yang Direk-~

tur Jenderal Pajak hanya ini saja.

Untuk ini kami mohon penjelasan, kalau memang hanya ini saja
yang diperkirakan ya kami oke saja, tapi kalau memang masih ada

yvyang lain-lain, tentu harus kita pikirkan lagi ini.
Perkataan "antara lain" ini saya kira ini justru dia untuk anti-

sipatif ini, nah itu tadi yang kalau mau pinjam kata-katanya Ibu
Sri tadi, "supaya dinamis" dia, ini kan kita doyan yang dinamis
ini.

Sekian Bu, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Silakan langsung saja Pak.
PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Terima kasih.

' Kalau kita lihat baca huruf f, huruf f itu luas itu, sudah
ditampung dalam huruf f, "terjadi perubahan keadaan usaha atau
kegiatan Wajib Pajak".

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr, IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Jadi sudah terakomodir disini, jadi kita bisa setuju ?

Bagaimana F-KP mengenai "antara lain" ?

.

JURU BICARA F-KP (H, ABDULLAH ZAENIE. SH) ;

Judi saya kira begini ya, kita juga senang dinamis.
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Jadi kalau memang mau supaya kita tidak ragu-ragu antara lain

itu bisa hapus tapi diganti "seperti” pajak dalam tahun pajak
berjalan dalam hal tertentu seperti. Jadi dia sudah tidak ter
batas hany sampal f saja.
Terima kasih,

KETUA_(Dr, IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, |

Sekarang ada usulan baru, Jjodi antara lain sudah bisa di-
hilangkan, sekarang usulan FKP mengenal penambahan "seperti®.
Ini perumusan saya kira. Bagaimana kalau saya tawarkan untuk
apakah seperti , atou bagailmana , kita serahkan kepada "timus".

Saya kira karena kita telah setuju, bagaimana Pemerintah
- Juga ? Terima kasih,
' Berarti pasal 25 ayat (6) bisa kita terima dengan catatan

nonti timus skan menyempurnaken perkataannya gntara lain atau
dan lain-lain mengenai kalimatnya, Terima kasihh,

, Sekarang kita teruskan kepada pasal 25 ayat (7) dan (8).
Silahkan.

PEMERINTAH (SRI RAHAYU):

Ayat (7) : "Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi wa-
: Jib pajak baru bank, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah dan usaha milik dae-

rah dan wajib pajak tertentu lainnya ditetap-
kan oleh Menteri Keuangan®.

Dalam ayat (7) ini diatur ketentuan~ketentuan mengenai -
penghitungan besarny, angsuran pajak yang tidak dapat atau yang
akan lebib mendekatai keadaan yang sbenarnya, namun tidak di-

hitung sesuail dengan ayat (1) dan ayat-ayat sebelumnya.
Sebagai fontoh, misalnya wajib pajak baru. Wajib pajak baru itu
adalah baru terdaftar belum diketahui SPT tahun yang lalunya

belum diketahui pahak terhutang tahun yang lalunya, maka itu
perlu pengaturan tersendiri.

Kemudian bank itu yang selama ini sudah dilaksanakan ada-

lah ®suai dengan laporan tri wulanan yang disampaikan kepada
BI,

Kemudisn badan usaha milik negara, dan badan usaha milik

daerah berdasarkan rencana anggaran RKAP (Rencana Anggaran
Perusahoan) yang dibuat pada awal tahun.

Ini L BN
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Ini memang tidak plsa dihitung sesuai dengan ketentuan=-ke
tentuan di atas, maka diberikanlah disini kepada Menteri Keua-
ngal untuk menetapkannya.

Sekian penjelasan kami, terima kasih,

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, Komi persilahkan FABRI,
FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih,

Saya ingin mohon penjelasan kembali, disini tercantum ko-
ta~kata bagi waJib pajak baru, kemudian disini Juga tercantum
wajlb pajak tertentu lainnya. Ini perbedaannya bagaimang.

Disamping itu juga kami mohon fdaInm penjéiaédn perlu di-
tamboh apa yang disompaikan oleh ibu tadi, masih belum tercan~
‘tum dipenjelasan, Terima kasih,

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN):

l Terima kasih, Kami persilahkan FKP,

FKP_(H,MOCHAMMAD SUPARNI):

Terima kasih,

Dari FKP sebelum memberikan persetujuan pada ayat (7) ini
masih meminta tambahan penjelasan yang berkaitan dengon isti-
lah wajib pajak tertentu lainnya, Setelah kita ‘mendapatkan pen
Jelasan baru komi nanti akan beriken bagaimana penilaiaon kami.

Terima kasih.

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, FPP dipersilahkan,

, FPP_(PRS. H.M. MUKKOM AS'AD):

Saya kira sama FFP juga meminta sekali lagi penjelasan me-
ngenol wajib pajak baru ini dan Juga wajib pajak tertentu ini.
Jadi masud kami mengenai wajib pajok baru ini, apa setiap wajib
pajak baru begitu berlaku atau wajib pajak baru yang mempunyai
kekhusunan,

Saya kira demikion dan terima kasih,

Dr, IDA Yijsi dahl
Terima kasih, FPDI silahkan.
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FPDI ( ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih,

Memang ayat ini masih memerlukan penjelasan lebih rinci
karena kita ini sesungguhnya hanya mengenakan pajak atas peng
hasilan dalam satu tabun pajak, tetapi karena kita untuk ke -
pentingan penerimaan negara inil musti Juga mengangsur , ya ke
mungkinan besarnya ini dan disini dikatekan pada wajib pajak
baru., Ini saya kira satu kelompok, Baru kemudian bank, ini
tentu bank disini maksudnya bukan wajib pajak baru. Jadi kata
ini terpisah. Baru badan usaha milik negara, badan usaha mi -
1lik daerah dan wajib pajak tertentu lainnya.

Tadi pertama sama dengan seperti yang'dimaksudkan oleh
rekan ari FPP bahwa prinsipnya wajib pajak baru itu ditentu -
kan besarnya angsuran pajaknya. Begitu Juga bagi bank, ini =
kalau dia bukan baru dan Jjuga badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, ini kenapa dia harus diperlakukan khusus,
kenapa tidak seperti yang tadi kan ada ayat-ayat yang sebelum
nya kan sudah ada mengantisipasi beberapa ini, Kalau wajib pa-
Jak baru kami bisa mengerti tapi kenapa kepada bank, kepada
badan usaha milik negara, badan usaha milik derah.Itu pertanya
an kami lagi, baru kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah
wajib pajak tertentu lainnya, apa lagi kira-kira,

Kami mohon diberikan penjelasan terlebih dahulu baru nan-
" ti kita menentukan pendapatnya. Terima kasih, |

KETUA QDra IDA _YUSI DAHLAN):
Terima kasih,

Keempat fraksi memintakan penjelasannya lebih lanjut dae-
ri Pemerintah, maka kami persilahkan,

PEMERINTAH (ISMAIL MANAF):

Terima kasih,

Seperti diketahui kalau wajib pajak baru, wajib pajak
baru tahun 1995 menjadi wajib pajak, tahun-tahun sebelumnya
kan belum ada SPT. Oleh karena itu tidak bisa dihitung berapa
angsuran bulanan, oleh karena itu perlu dihitung tersendiri,

Kemudiaon bagi waJjib pajak bank, bank itu diwajibkan mem=
buat neraca rugi laba triwulanan dimasukkan ke bank Indonesia
lehih tepat pajaknya dihitung berdasarkan rugl laba triwulanan.,
Jadi sepertiga daripada laba triwulanan yang lalu, Itu lebih
mendekatal Jumlah pajak yang terhutang sas “ying sbenarnya,

Demikian juga badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah setiap awal tahun membuat rencana kerja dan anggaran _
perusahaan (RKAP), disana sudah diproyeksikan berapa penghasilan
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- yang bersangkutan dan itu yang dijadikan untuk menghitung ang-
- suran bulanan,

Disamping itu perkembangannya terakhir mengenai waJjib pajzk
tertentu ini kita juga mengenal finance list, finance list itu
Juga diwajibkan membuat neraca rugi laba triwulananna yang be=-
lum disebut disini,

Jadi sebenarnya untuk finance list itu kita tentukan Juga
seperti halnya untuk bank lebih alturat, kemudian perkembangan
selanjutnya, kita melihat sekarahg bahwa di pasar modal Indone-
sia ada trand keuntungan drown satu,drown dua kalau dibaca di-
surat kabar, laba triwulan II lebih besar dari triwulan III,la-
bg triwulan III lebih besar dari triwulan IV. Kan kita akan
menusnahkan supaya negara itu dapat uang penerimaan pajak ini
lebih mendekati keuntungan dan lebih cepat,

Oleh karena itu perlu diatur ketentuan yang memungkian
bahwa angsuran kelima itu lebih dinamis bagi .Dan akhirnya ba-
bagimana juga prinsipnya ad,lah bahwa kita akan memberi ang -
suran itu lebih mendekati jumlah pajak yangterhutang dan masuk
nya ke negara lebih cepat, Jangan wajib pajak menunda-nunda,
makanya kita buka gesempatan disana untuk melihat perkembangan

- perkembangan selanjutnya.

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, kami kembaliken kepada FABRI,

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Baiklah, opo yang disampaikan oleh Pemerintah perlu adanya
suatu rumusan di penjelasan, sehingga memberikan penjelasan
pada ayat yang tercantum disini,

Saya kira demikian pak, Juga diserahkan pada Tim Perumus.
Terima kasih. Substansinya saya kira kami tidok ada masalah,

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN) s

Terima kasih, kami serahkan FKP,

FRKP_(H, MUHAMMAD SUPARNI) s

Kalau GFKP mengenal substansinya sudah bisa menerima,
hanya nanti kita bersama-sama dengan Timus kalau memungkinkan
dari pihak eksekutif ada tambahan penjelasan yang lain untuk
lebih memperjelas,

Terima kasih,

KETUA (Dr DA_YUSI DAHLAN):
Terima kosih, Silahkan FPP,
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FPP (DRS. H.M, MUKROM AS'AD):

Kita mau mendalami pengertian wajib pajak baru ditetap-
kon oleh Menteri Keuangan. Yang wajib pajak baru ini, Kalau
yong lainnya kita dapat menerima, Kalau bentuk bagaimana ini
pak, saya kira langsung bisa kita cros bentuknya bagaimana
apa pengaturnya itu menyeluruh tapi dikenakan setiap yang bae-
ru kena peraturan menyeluruh atau setiap yang baru dibuat per
aturan atau bagaimana ? Ini implementasinya. Kalau umpamanya
wajib ajaknya kecil, perusahannya kecil lantas pepbuat per-
aturan, saya kira repot.

Terima kesih,

KETUA éDr, IDA YUSI DAHLAN):
Perima kasih, dipersilahkon Pemerintah,

PEMERINTAH (ISMAIL MANAF):

Kalau Pak Menteri itu mengatur adalah menyeluruh bukan-
nya untuk‘ . satu-dua wajib pajak, tapi bisa diambil patokan
desarnya adalah omzet, sekian persen dari omzet. Jadi itu ber-
1aku untuk - . semua wajib pajak baru,

Terima kasih,

FPP_(DRS., M.M, MUKROM AS'AD):

Kami bisa menerima seluruhnya.

KETUA (Dr, IDA YUST DAHLAN):
Terima kasih, Silahkan FPDI,

FPDI_(ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih, saya kira melangkoh bisa lebih serius lagil
pembicaraan., Secara umum penerimaan perpajakan ini sangat
tergantung kepada pengembangan dunia usaha. Kita sendiri juga
disatu pihak RUU Perubahan ini kita perlukan salah satu Jjuga
itu adalah dalam rangka pengembangan dunia usaha khusunya ine-
vestor asing., Ini bagi perusahaan yang baru, kita belum apa-
apa terus kita paJjaki,sedangkan mereka sebetulnya punya hak
bahwa penghasilan yang dikenakan paJak itu pada prinsipnya ada-
lah penghasilan dalam atu tahun pajak.Ini terlalu jauh saya
kira kita, counter productive terhadap keinginan dntuk mengem-
bangkan dunia usaha, sehingga kami mengusulkan dengan demikian
wajib pajak baru sedapat mungkin satu tohun pertama itu dia
tidok ada diwaJjibkan untuk memberikan angsuran, Ini kami kira,
ini sesual dengan prinsip karena penghasilan itu tadi dan bahwg
adalah satu tahun pajak dan yang kedua pengembangan dunia usaha
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tadi. Bagaimane orang dia masih baru,berusaha kansnya untuk ber.
untung itu kecil dibandingkan dengan kans untuk bangkrut Jelas
lebih besar. Jadi bagaimana ya, kita perlu pikirkan, kami mohon
Juga penjelasan pemerintah,

Kalau bank kami setuju karena memang mereka ada kuajiban
untuk mempublikasikan secara berkala laporan keuangannta teru-
tama neraca dan perkiraan rugi labanya. Memang semuanya selama
ini kita lihat iturdi kosmetik itu, cantik itu emua.Begitu Juga
Bank Summa baru satu bulan dia mengumuigkan neracanya dan pere
hitungan rugi labanya yang begitu cantik ekali, tetapi bulan
berikutnya dia sudah collaps. Nah ini memang bisa, memang pada
waktu itu FPDI menghendaki supaya itu di audit oleh Akuntan pu-
blik supaya tidak :: seenaknya saja. Itu kan neracanya dan pere-
kiraan rugi labanya itu kan hanya Direksinya saja. Siapa sih
yang mau menelancangl dirinya, Kita Jujur saja.

Kepaga badan usaha milik negara, dan badan usgha milik dae=-
rah sebagaimana yang kita ketahui Jjuga itu rencananya hebat itu,
karena Direksinya mou ingin terus, dia bikin cantik, Tapi benar
kita berani mendasarkan angsurannya kepada proyeksi dia itu.

- Ini kan Pemerintah dengan Pemerintah, kita ini jujur sajalah
dulu, apa benar ? Kita kan masyarakat tidak tahu bagaimana proe-
yeksi feaatungaa atau yang rencana kerja taohunan dan lima tahun
on itudri pada BUMN itu dan BUMD, Masyarakat ini kan tidak
tahu, itu hanya Pemerintah sama Pemerintah yang tahu. Pemeriksu
Juga pemerintah, akuntannya Jjuga dari BPKP dsb.

Kami Jjuga meminta penjelasan mengenai hal ini dan jugome-
ngenai tadi wajib pajak tertentu lainnya lagi dan seperti apa
1p81, yang bagaimgna lagi WP tertentu lainnya ini, Ini banyak
yang tidak transparan ini kami lihat,

Jadi kalau dibandingkan dengan penjelasan yang begitu singkat
atau persoalannya yang begitu luas, kami juga masih tetap
menghendaki penjelasan supaya lebih jelas dan kami mohon tang
gapan dari Pemerintah.

Terima kasih.

ETUA gDr, IDA_YUSI DAHL&gl
Snyg kira langsung saja dari Pemerintah,

PEMERINTAH (SRI RAHAYU):

- Mengenai wajib pajak baru, perlu kami sampaikan bahwa me-
mong tadl yang disampaikan itu honya salaoh contoh untuk penga -
turan dan sekarang ini Juga sudah berjalan untuk WP baru itu
kita bagi menjadi dua, yang mtu yang sudah mempunyai/yang meng
gunakan pembukuan dan yang tidak menggunakan pembukuan,
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Kalau yang mempergunakan pembukuan itu tetap berdasarkan
pembukuan wajib pajak. Jadi kaloau tidak ada keuntungan pada
bulan yang bersangkutan dimana perhitungannya diatur debitur
tidak perlu mehkbayar, sedangkan kalau yang tidak ada pembuku-
an, yang mungkin seawal-awal sudah menyatakan ugtuk menggunakan
norma _penghitungan yaitu langsung berdasarkan omzetnya, sesual
Pasal 14 yang telah disetujui,

Mengenai bank saya rasa FPDI setuju, mengenai BUMN dan BUMD
itu Juga sudah dilaksanakan selama ifyi dan memang benar itu
berdasarkan rencana kerja anggaran pendapatan (REKAP) yang dibu
at dan itu memang seperti yang bapak sampaikan yang mungkin me
reka mau membuat yang tinggi-tinggi mesti karena ada konsek-
wensi pajaknya mereka tidak ada berani.,

Jadi dengan ketentuan dia harus membayar pajak, ®suai dengan
REKAP, maka mereka akan lebih hati-hati lagi didalam membuat -
RKAP=-nya dan ini Jjuga perlu kami sampaikan sudah dilaksanakan,

Memang ketentuan ayat (7) ini sebenarnya hanya untuk mem-
berikan satu kepastian hukum yang dimana selama ini Juga sudah
dilaksanakan namun dasarnya adalah peraturan pemerintah, tetapi
lebib diangkat sehingga lebih pasti lagi sesuai engan prinsi-
nya Bapak Aberson, supaya ada kepastian,

Terima kasih,

KETUA (Dr, IDA YUSI DAHLAN):

Saya kira tadi Pemerintah telah memberikan penjelasan ba-
gaimana Pak, kalau fraksi-fraksi lain meminta tambahan penje -
lasan dipenjelasan ditambahkan supaya lebih jelas,

Kami kembalikan, bagaimana FPDI,

FPDI (TIOP HAROEN SITORUS):

Wajib pajak tertentu lainnya tadi itu, tolong yang mana
lagi maksudnya,

KETUA €Dr, IDA YUSI DAHLAN):

Silahkan Pemerintah,

PEMERINTAH (DIRJEN):

Yang dipikirkan itu semacam leasing, kemudian WP nantinya

itu WP Pasar Modal karena kalsu pasar modad itu dia memberikan
publikasi secara teratur, pada akhirnya

nanti akan ada per-
aturan cari BAPEPAM supaya perusahaun-perusahaan yang go public
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itu secara teratur tiap tiga bulan membikinkan loporan apa
yang progress-nya dia tiap tiga bulanan. Jadi dia makin ri
i1 lagi, tidak lagi lebih akurat karena publikasinya itu
sudah ilmiah, sudah di review, Itu lebih up to date karena

berdasarkan apa yang seadanya sekarang ini, Itu untuk me -
nompung hal-hal sperti itu disamping tadi leasingnya. Kemung

kinan-kemungkinannya akan berkembangan karena kalau kita -
bisa menetapkan, pertimbangannya begini secara akurat yang
lebih pasti kita mempergunakan yang akuran lebih pasti ta-
pl yang aman atau mereka yyogg memang sefara tehnik sangat
difficult seperti tadi yang diceriterakan tadi, Tapi kalau
misalnya WP-nya industri, WP baru, Investasi baru memang be
lum ada penjualannya, walaupun itu karena memang belum ada
penjualannya itu tidak masuk dalam klasifikasi ini, belum -
ada penjualan dimana ada penghasilan, Tapi ada Juga yang me
mang klasifikasi kelompok baru tapi sudah berpenjualan itu
lain lagi,

Hal-hal eperti ini yang selalu harus diantisipasi un-
tuk menjaring penerimagn dan kuajiban mereka dapat terpenu=-
hi, ' ‘
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KETUA RAPAT

Bagaimana F.PDI.

F.PDI : ABERSON MARLE SIHALOHO

Setelah memperoleh penjelasan ini berarti kami makin
dapat memahami ayat ini tetapi khusus mengenai Wajib Pajak baru
tadi dan Wajib Pajak tertentu lainnya ini kami kira ini dalam
penjelasan perlu, karena itu kami serahkan kepada Timus kami kira
dengan pemerintah nanti dapat merumuskan. Kalau dengan catatan
itu tadi kita bisa menerima nah kami dari fraksi PDI dapat dengan

catatan penjelasan tadi nanti kita sempurnakan, terima kasih Bu.

KETUA RAPAT

Terima kasih Pak Aberson, jadi ke empat fraksi telah dapat
menerima substansinya permintaan tambahan penjelasan dipenjelasan
vang nanti akan dirumuskan oleh Timus dan dengan demikian pasal
25 ayat 7 bisa kita terima, terima kasih.

————————————— palu di ketok 1 X ~-----eew-=-

Masih ada satu ayat, ayat 8 kami persilahkan.

PEMERINTAH : DRA. SRI RAHAYU

Ayat 8, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar
negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan
peraturan pemerintah.

Ini memang ketentuan baru namun sudah berjalan. Ini masalah
pembayaran fiskal luar negeri yang dahulu diatur oleh Keputusan

Presiden dan ini untuk mencari keputusan hukum lagi dimasukanlah
ke ayat 8 ini.

KETUA RAPAT

Kami persilahkan F.KP.

F.KP : H. MOCHAMAD SUPARNI

Setuju.

|
\
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KETUA RAPAT :

Kami persilahkan F.PP.

F.PP_: DRS. H.M. MUKROM AS’AD

F.PP mengusulkan supaya ini ditiadakan Bu, kenapa ? karena
dalam pelaksanaannya agak sulit karena beberapa kali kita
bertengkar dengan bawahan Pak Fuad untuk itu kami mengusulkan

ditiadakan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilahkan F.PDI.

F.PDI : ABERSON MARLE SIHALOHO

Kami dapat memahami tentunya karena ini bisa direstitusi
tetapi kalau dibandingkan dalam prakteknya memang ini terasa
berat, kami lebih cenderung sebetulnya kalau apa yang disampaikan
rekan dari F.PP, terlalu banyak masyarakat kita dibebani dengan
berbagai pungutan. Karena juga keberangkatan ke luar negeri itu
bukan untuk bersenang-senang atau kalau setidaknya kami hanya
dapat misalnya kalau dia hanya untuk turis kami setuju, toh itu
restitusi yach bisa, tetapi kalau untuk keperluan-keperluan yang
lain berobat atau yang lain, anak yang disekolahkan di luar nege-
ri ini terasa sulit sekali. Jadi kami memang lebih cenderung,
tetapi coba kami diberikan gambaran dahulu berapa banyak
sebetulnya selama ini hasil dari fiskal luar negeri ini. Coba
kalau bisa data beberapa tahun terakhir ini disampaikan dahulu
supaya kami nanti juga dapat menentukan sikap lebih lanjut,

.sekian Bu terima kasih.

KETUA_RAPAT :

Terima kasih F.ABRI.

F.ABRI ISMU_ AKSOPUTRA

Terima kasih Pimpinan, fraksi ABRI berpendapat bahwa ayat

ini sangat perlu. Hanya yang perlu diwaspadai adalah apabila
memang ada yang dirugikan masyarakat ini yang perlu dibenahi, apa
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vang diusulkan F.PP saya kira perlu diwaspadai, terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih, kami kembalikan kepada pemerintah atas
pertanyaan dan usul dari F.PP dan F.PDI, kami persilahkan.

PEMERINTAH : DIRJEN PAJAK

Terima kasih, saya rasa ayat ini sebetulnya sangat penting
karena ini adalah sumber ekstensifikasi dan 1intensifikasi
penerimaan negara dari wajib pajak perorangan yaitu orang pribadi
ini adalah dari sini. Yang tidak pernah ada NPWP-nya dan tidak
ada kabar angin apa-apa itu kenanya disini, mereka itu dan jelas-
jelas UU memberikan hak kepada mereka untuk restitusi dan orang
vang ke luar negeri ini bagaimanapun juga orang vang relatif
mampu.

Dalam praktek malah sebagian itu kalau bisa menghindari itu,
jadi ada orang yang sangat memperhitungkan dengan teratur berapa
pembayaran fiskal ke luar negeri dalam SPT-nya karena ini
pembayaran dimuka, sebagian lagi mencoba menghilangkan filenya.
Ini berarti yang dikasih tanggung jawab tidak betul, ini yang
dijadikan saran-saran untuk ekstensifikasi dan intensifikasi
Wajib Pajak.

Didalam pelaksanaannya itu, misalnya berdasarkan Keppres
vyang baru yang belum ada 1 tahun itu jelas dikasih rambu-rambu
disana yaitu orang yang belajar, tugas belajar, tenaga kerja,
naik haji, orang sakit, ABRI yang tugas itu jelas. List yang
bebas itu sebetulnya panjang sekali, sangat rinci. Jadi vang
kira-kira tidak semestinya akan kena diluar list. Kalau dia itu
sebagai pegawai yah sebagai biaya, sebagai biaya vang masuk ke
perusahaan. Jadi karena rambu pengaman ini sudah ada oleh sebab

itu tidak ada masalah karena umumnya justru dahulu ini adalah
yang sangat menimbulkan iri orang yang ke
terdekteksi membayar fiskal.

luar negeri tidak

Misalnya penjelasan-penjelasan perincian tentang siapa yang

dibebaskan itu list-nya panjang, itu memang banyak sekali. Terus

terang saja sampai beberapa lembar, untuk mengamankan mereka kita

inventarisir seperti petugas sampai diperinci petugas dipesawat,

petugas di perbatasan, itu semua dibebaskan,
Demikian Bu terima kasih.

diluar itu yah kena.



49

KETUA RAPAT :
Terima kasih, kami kembalikan ke F.PP.

F.PP : DRS. H.M. MUKROM AS’AD

Minta tambahan penjelasan ada tidak perkiraan bahwa bukti
pungutan fiskal di bawa ke luar negeri, bahwa fiskal itu akan
hilang oleh yang bersangkutan sehingga tidak merupakan bukti yang

hidup sebagai pungutan.
Kemudian mengenai jumlah besarnya Rp.250.000,-, apakah naik

lagi atau tidak ?

KETUA RAPAT

Saya kira langsung saja Pak.

PEMERINTAH : DIRJEN PAJAK

Tarif itu tidak semuanya Rp.250.000,- Pak. Kalau yang pakai
pesawat terbang itu Rp.250.000,-, kalau yang laut Rp.100.000,-,
kalau yang darat Rp.50.000,-, ,

Tentang bukti yang hilang terus terang saja saya tidak
pernah mendapatkan informasi dan laporan karena nampaknya dengan
bukti setoran mereka pada umumnya menyimpan dengan baik, kecuali
seperti yang tadi yang sengaja-sengaja malah disobek atau
dibuang, tetapi tidak pernah ada laporan itu Pak, terima kasih.

"KETUA RAPAT :

Terima kasih, masih ada ! saya kira keempat fraksi bisa
menerima pasal 25 ayat 8 ini dengan tambahan penjelasan tadi ada
yang dibutuhkan'dipenjelasan,‘terima_kasih, oh masih ada Pak,
silahkan. '

E.PDI : ABERSON MARLE STHALOQHO

Yang dikatakan Ibu tadi, kami ihgin ini supaya ada di
penjelasan, Jadi khususnya ini ada yang dikecualikan, karena
dipenjelasan ini cukup jelas dan vang kedua didalam penjelasan
ini dikatakan bisa direstitusi atau ini bisa dikreditkan.

Kami memang mengerti Pak Dirjen bahwa ini PPh perbrangan
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jadi memang kita harus mengintensifikasi dan ekstensifikasi dari
PPh orang pribadi, ini memang harus kita tingkatkan salah satunya
melalui fiskal luar negeri ini. Tetapi kami mohon supaya ada di
penjelasan bahwa ada ini kekecualiannya dan yang kedua bahwa ini
dapat dikreditkan sebagai pajak yang dibayar duluan, sekian
terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih, jadi keempat fraksi substansinya telah bisa
disetujui hanya mohon pemerintah dan Timus menambahkan didalam
penjelasan mengenai apa-apa yang diminta oleh fraksi-fraksi.
Dengan demikian pasal 25 ayat 8 bisa kita terima.

—————————————— palu diketok 1 kali --=-----------

Terima kasih. Dan karena waktunya sudah terlewat maka kita

skors untuk bertemu kembali jam 14.00 WIB untuk makan siang,
terima kasih.

KETUA RAPAT : LOEKMAN R. BOQER

Skors saya cabut, yang menjadi perhatian kita bersama titik
8 rapat sinkronisasi antara Panja dan Pemerintah, masing-masing
Panja mengirim 2 orang anggota Tim Sinkronisasi, Pimpinan
Sinkronisasi adalah Pimpina Pansus, rapat Tim Sinkronisasi akan

dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian Panja kita tentunya
mengirim 2 orang. '

KETUA PANJA : DR. IDA YUSI DAHLAN

Boleh' saya usul sebentar Pak.

KETUA RAPAT

Silahkan Bu.

KETUA PANJA : DR. IDA YUSI DAHLAN

Kami tadi telah berbincang-bincang dengan Pak Boer bahwa

salah satu dari dua orang ini kami usulkan adalah Pak Loekman R.
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Boer dan bersama salah seorang dari anggota yang kami kembalikan
kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua siapa lainnya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Usul diterima Bu, terima kasih atas kepercayaannya namun
demikian karena ini merupakan panja tentunya saya serahkan



Pada Panja, bahkan ada usul lain untuk Tim Perumus diambil
salah seorang Tim Perumus akan ikut pada Tim Sinkronisasi supaya
jangan nanti Kacau lagi dengan Tim Perumus biar sama apa yang
sudah diutarakan daripada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Silahkan pendapat, sebelum kita, karena bersifat mungkin bersi-
dang ini. ' ,

Ketua Tim Perumus, karena Tim Perumus juga berjalan terus
tentunya sava harapkan Ketua Tim Perumus tidak bisa ikut, karena
Tim akan terus berjalan. Jadi mungkin salah seorang anggota Tim
Perumus.

FABRI = 2 orang, fFXKP = 3 orang, dari FPP = 1 orang, dan dari
FPDI = 1 orang. Dan di cadangan anggota pengganti ada 1.
Bagaimana. '

Kalau Pak Adimir berarti Tim Perumus berarti supaya terus
bersidang, supaya hal-hal yang sudah Kkita selesaikan, dan yang
perlu dikembangkan supaya bisa dicicil. Jadi siapa salah satu

dari Tim Perumus, Pak siapa yang ikut Tim Sinkronisasi Pak Sabar
Koembino dari FKP.

Panja Jjuga terus bersidang.

Baik terima kasih, dengan demikian kigta putuskan sava
mewklill Panja bersama Pak Sabar Koembina dalam Tim Sinkronisasi.

Terima kasih.

Sekarang kita lanjutkan saja acara kita membahas Pasal 26.
Kamli persilahkan Pemerintah untuk dapat membacakan dan memberikan
penjelasan, silahkan: .

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO):

Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan atau yang terhutang oleh badan
Pemerintah, subyek Pajak dalam negeri penye-
lenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada wajib pajak luar negeri, selain bentuk
usaha tetap di Indonesia. Dipotong pajak
sebesar 20 persen dari jumlah bruto oleh
pihak yang membayarkan; a. Dividen, b. Bunga,
sehubungan dengan Jaminan pengembalian uang
c. royalty, sewa dan penghasilan lain sehu-
bungan dengan penggunaan harta, d. imbalan

sehubungan‘dengan Jjasa, pekerjaan dan ke-—
giatan e. hadiah dan penghargaan f. pensiun
dan pembayaran berkala lainnva.
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Dalam Rumusan Pasal 26 RUU ini ada beberapa perubahan.
Intinya sama yaitu penghasilan yang‘ dibavarkan kepada subyek
pajak luar negeri. Sebagail pemotong di dalam RUU ini ditambah
selain ditegaskan subyek pajak dalam negeri, juga penyelenggara
kegiatan dan bentuk usaha tetap, seperti telah kita ketahul dalam
RUU ini bentuk usaha tetap dianggap sebagai subyek pajak luar
negeri, tetapi dalam pengelan pajaknya di Indonesia diperlakukan
sebagal wajib pajak dalam negeri. '

Jadi apabila wajib pajak, apabila BOT membayarkan pengha-
silan yang disebut oleh pasal 26 ayat (1) ini B80T Jjuga wajib
memotong berdasarkan pasal 26 ayat (1) yaitu 20 persen. Ada satu
tambahan lagi yaitu disebutkan perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya.

Dalam hal perusahaan luar negeri yang berkedudukan di negara
yang mempunyak trity ddengan di Indonesia ada kemungkinan bahwa
perusahaan tersebut mempunyak prwakilan di Indonesia, tetapi
bukan dianggap sebagai BOT berdasarkan difinisi yang disebut di
dalam tryty yang bersangkutan.

Selama ini ratio dalam pelaksanaannya karena memang di dalam
Pasal 26 yang sekarang berlaku di sana disebutkan wajib pajak
dalam negeri. Perwakilan perusahaan luar negeri vyang bukan BOT
di luar cakupan sebagai pemotong apabila membayar penghasilan
vang dicakup di dalam Pasal 26.

Perubahan yang ada di samping yang disebutkan di muka ialah
Jasa yang dilakukan di Indonesia di sini dihapus karena selama
ini dalam praktek merupakan celah bagi wajib pajak luar negeri
sebagal contoh seorang disigner lapahgan golf mendesain suatu
lapangan golf di Indonesia, memang disain itu dilakukan di luar
negeri, tetapi secara logisnya apakah bisa suatu disain lapangan .
golf tanpa hadir di Indonesia walaupun dalam waktu sangat sing-
kat.

Ini di dalam praktek sering menimbulkan pertentangan, perbe-
daan pendapat karena perusahaan asing ini berargumentasi bahwa
disiainnya dilakukan di luar Indonesia, oleh sebab itu kata-kata
imbalan jasa yang dilakukan di Indonesia kita hapus Indonesianya
Pak, sehingga setiap imbalan akan kita kenakan pengenaan pajak
berdasarkan pasal 26,

Dan tambahan lain lagi yaitu hadiah dan penghargaan vyaitu
misalnya ada pemberian hadiah dari Indonesia kepada penduduk luar
nageri akan dikenakan pemotongan 20 persen yang lain adalah
pensiun dan pembayaran berkala lainnvya.

Seperti kita ketahui pemerintah mendorong dibentuknya dana
pensiun, perusahaan-psrusahaan itu didorong untuk membentuk dana
‘pensiun. Perpsahaan—perusahaan kita sekarang ini karyawannya
terdiri bukan saja dari orang Indonesia ada juga dari orang bukan
Indonesia.

Dalam keadaan demikian, maka nanti apabila mereka ini pensi-
un mereka akan ke luar dari Indonesia, tapi pensiun itu tetap

dibayarkan ............
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dibayarkan oleh dana pensiun yang berkedudukan di Indonesia.
Yang begini ini Jjuga Kkita tegaskan agar 1itu merupakan cakupan
darl pasal 26.

Demikian keterangan Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT_ (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.
Saya minta tanggapan dari FKP.

FKP. _(DRS._SABAR_KOEMBINO):

Terima kasih Saudara Ketua.

Dari pasal 26 ini secara substansial tidak ada permasalahan,
hanya ada sesuatu masalah yang kamil sampaikan pada kesempatan ini
kalau dikailtakan dengan penjelasan.

Penjelasan dari pasal 26 itu suatu memberikan suatu itu atas
penghasilannya vyang diterima atau diperoleh wajib pajak 1luar
negeri dari Indonesia, tetapi di dalam rumusan yang pada batang
tubuh vyang .seharusnvya merupakan payung dari pada mulai pasal 1
dan seterusnya itu tidak ada.

Terus bagaimana Kkira-kira pendapat dari pada pemerintah,
sehingga untuk merumuskan sesuatu hal yang kira-kira di dalam
nanti akan menckup mengenai ayat (1), (2) dan selanjutnva.
Karena dari ayat (1) ini sudah mulai, “atas penghasilan tersebut
di bawah 1ni” berarti kaitannya mengenal soal Jjenis maupun
kegliatan dari pada wajib pajak sudah mulai dirumuskan, tetapi
kewajiban apa yang diinginkan, dan masalah apa yang menyangkut
mengenai masalah perpajakan itu tidak muncul di dalam rumusan
sekarang 1nil.

Jadi barangkali dari Pemerintah bisa memberikan penjelasan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar.
Saya silahkan pada FppP.

FRP_(ORS. H.M.

Bapak Ketua, Jadi secara substansial Pasal Sé ini membedakan
terhadap pendapatan-pendapatan yang sama sumber-sumber

silan yang sama 1tu dikenakan 20 persen bagi
negeri.

pengha-
wajib pajak luar
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Sedangkan bagi pajak dalam negeri sebagail pasal yang lalu 15
persen. Kami menyetujui pembedaan 15 dan 20 tersebut. Oleh
karena itu maka kami menyetujuli supaya substansi seperti yang
dirumuskan dalam pasal 26. _

Namun dikemukakan oleh FPP tadi bahwa tidak cukup, di sini
menjelaskan terhadap wajib pajak luar negeri dikenakan 20 persen
sebagal suatu masalah yang esensial. Jadi hendaknya dipertegas
tidak dalam penjelasan saja, tetapi dalam rumusan ini bahwa
kepada wajib pajak luar negeri itu, itu dikenakan 20 pesen dan
itu sudah adil dibandingakan dengan wajib pajak laar negeri yang
15 persen.

Barangkali kalimat-kalimat di sinilah yang perlu disempurna-
kan lagi atau lebih diperjelas. Jadi tentang substansi kami
menyatakan setuju sepenuhnya.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Mukrom.
Saya silahkan kepada FPDI.

FPOI (ABERSON MARLE SIHALOHQ):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

FPDI pada prinsipnya kami sudah dapat memahami rumusan pasal
26 ayat (1) ini sampai dengan huruf f. '

Dan juga dapat menerima perubahan materi yang pada huruf d
vang dalam undang—undang ada dilakukan di Indonesia memang se-
baiknya itu harus dihilangkan seperti penjelasan Pemerintah tadi
supaya itu jangan dijadikan alasan yahg sesungguhnya penghasilan
itu memang adalah berasal dari Inddnesia, tapi karena perketaan
di Indonesia tadi seperti mendisain ya itu tidak hanya lapangan
golf banyak yang lain-lainnya dikerjakan di luar negeri, tapi
imbalannya dibayarkan dari Indonesia. '

Memang perlu ada penjelasan, karena ini dari bruto apakah ya
kalau alasannya benar kami setuju saja berakpa 20 persen begitu
ya, tapl kalau sekedar juga hanya membeda-bedakan atau barangkali‘
ada maksud lain yang ingin dicapai kalau untuk dalam negeri dan
itu hanya kita potong 15 persen dari bruto, tapi kenapa untuk
luar negeri:yang diterima oleh wajib pajak luar negeri itu kenapa
kita Jjadikan 20. ‘

Kami hanya ingin back main yang ini ya lebih besar ya prin-
sifnya karena itu ditransfer di 1luar negeri kami setuju saja,
tapi pengenaan 20 perrsen ini apa kira-kira vyang menjadi alasan
utamanya. Kami mohon diberikan penjelasan. Sekian Pak Pimpinan,
terima kasih.

KETUA .. ........



56

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson. Saya silahkan FABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Hanya kami menanggapi masalah antara batang tubuh dengan
penjelasan 1ini hampir sama, apakah tidak perlu diberikan 1ini
sebagal saran contoh—-contoh yang kongkrit, sehingga lebih memper-
jelas daripada ayat tersebut, karena kelihatan antara batang
tubuh dengan penjelasan ini sama ini.

Ini saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Berarti substansi ini setuju vya.

Baik terima kasih kepada FABRI. Jadi keempat Fraksi sub-
stansinya sudah disetujui. Tinggal sekarang memerlukan penje-
laéan tambahan baik mengenal masalah bruto maupun besarnya 20
persen. Kemudian ditambah dengan penjelasandl perjelas, ini kami
mohon tanggapan dari Pemerintah.

Silahkan.

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya mulai dengan pertanyaan yang paling mudah, yaitu menga-—
pa 20 persen, selama ini juga 20 persen, apa yang sudah berlaku
sekarang 20 persen. Jadil untuk menghindari kebingungan bahwa
tarif-tarif dan pasal-pasal ini sama sehingga tidak terlalu
membingungkan begitu Pak Aberson. Dan mungkin yaitu secara garis
besarnya demikian.

Mengenai saran penjelasan dari bunyi penjelasan dengan
batang tubuh yang sama saya rasa. memang benar artinya bisa disem-
purnakan bahwa penjelasan nanti bisa diberikan dengan contoh-
contoh, sehingga lebih jelas lagi.

Mengenal pertanyaan daril Bapak Sabar mudah-mudahan sava
tidak salah tangkap Pak, kalau salah tangkap barangkali perlu
lagl. Yang Jelas di dalam Pasal 26 ini kita menyebutkan siapa
pemotong pajak, berapa besarnya pemotongan yaitu 20 persen dari
bruto dan kepada siapa penghasilan itu dibayar dan jenis-jenis
penghasilan yang dicangkup dalam penghasilan itu.

Pasal 1ini sebetulnya sama dengan pasal 23 hanya penerima
penghasilannya adalah wajib pajak dalam negeri. Sedangkan pasal
26 yang menerima pembayaran adalah wajib pajak luar negeri.

Demikian Pak Terima kasih.
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KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Benar, ada itu. Xalau yang di pasal 23 itu kami ingin tanvya
supava lebih Jjelas. Untuk sewa dan penggunaan harta itu masuk
netto ya. kalau luar negeri bruto. fAlasannya apa itu.

FKP_(H. MOCHAMAD SUPARNI):

Karena dia ada di luar negeri Pak, jadi tidak ada SPT dia
tidak wajib memberikan laporan keuangan, sehingga untuk menyeder-
hanakan bruto dan ini lazimnya di luar negeri juga demikian di

bruto.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.
Bagaimana dari FPP.
Penjelasan,

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS’AD):

Setuju.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Dari FPDI.

FPDI_ (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Tapi ada sedikit lagi, tapi ini final ya.

Apa tidak perlu dipertegas seperti di undang-undang.
Oh di ayat berikutnya. Baik kalau begitu setuju Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BQER):

Terima kasih Pak Aberson.
FABRI sqdah terjawab tadi, jadi memang di dalam penjelasan
akan disempurnakan. Jadi dapat kita putuskan Pasal 26 ayat (1).
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FKP_(DRS. SABAR KOEMBINO):Intrupsi.

Sebentar, Pak masih ada dari FKP.

Jadi yang dimaksudkan di sini Pak Ya, yang pertama itu bahwa
dalam rumusan Pasal 26 itu langsung nanti dengan 1istilah atas
penghasilan dan sebagainya ... dan sebagainya.

Ini memang kewajiban untuk memotong. Petugas vang berkewa-
jiban memotong itu, tapi di dalam penjelasan halaman 83 itu dimu-
lai dengan: "atas penghasilan diterima atau oleh wajib pajak
luar negeri” jadi kita subyeknya itu siapa.

Jadi yang dipentingkan di dalam hal ini adalah kewajiban
daripada wajib pajak luar negeri mereka tahu bahwa yang lain-
lainnya itu petugas—petugas yang wajib memotong—-motong itu berda-
sarkan atas ketentuan—ketentuan besarnya 20 persen, instansi
mungkin tidak mempermasalahkan, itu yang kami tanyakan, sehingga
supaya nanti jelas di dalam perumusan ini, itu yang pertama.

Yang kedua ada masih yvang ingin ditanyakan itu mengenai soal
imbalan yang d. ya Pasal ayat (1) d “imbalan sehubungan dengan
jasa yang tercantum dalam kegiatan itu ada suatu masalah vyang
ingin kami tanyakan terutama mengenal so0al hubungan kerja atau
perjian mengenai soal hubungan telepon luar negeri, internasio-
nal, Telekomunikasi. . i

~ Ini bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana memasuk-—
kannya mengenal soal ini.

Demikian.Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar. Yang pertanyaan pertama saya rasa
tadi sudah dijawab bahwa nanti di panjelasan akan disempurnakan
dan tentunya diserahkannya kepada Tim Perumus nanti untuk menyem-
purnakan penjelasannya. Kemudian yang kedua, karena ini merupa-
kan contoh kasus, mungkin ada penjelasan dari Pemerintah.

Kami persilahkan.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Terima kasih Pak.

Kalimatnya ini memang panjang Pak. Jadi kalau dipenjelasan
disebutkan “yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri begitu
Pak Sabar ya. di penjelasan ya kan" Nah di batang tubuh juga ada
cuma sudah di ini apa namanya di- agak bawah, jadi di baris 1, 2,
dan 3, 4, 5. ‘ Di baris ke 5 Pak kepada wajib pajak luar negeri.

Jadi karena di sini yang ditonjolkan itu yang kewajiban
memungut, kewajiban luar negeri kita tidak kenal, kita tidak bisa
menjangkau, kita tidak tahu menahu itu sebetulnya.
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Jadi yang kita tekankan kepada siapa yang bertanggung Jjawab
untuk memungut uang pajak itu untuk kepentingan negara. Itu yang
kita tekankan, tetapl tetap masih di baris ke lima kepada wajib
pajak luar negeri ada Pak sasarannya begitu.

Kemudian mengenai pertanyaan Bapak yang kedua misalnya
telepon, kalau telepon itu ada ketentuan—ketentuan internasional.
Pada dasarnya orang kalau membayar telepon 1itu adalah kepada
kantor telepon dimana kita itu melakukan telepon Kkan begitu.

Kita membayarnya kepada telekom untuk Indosat rekeningnya.
Misalnya kita telepon ke luar negeri. Itu umumnya 1itu dibagil
fifty - fifty uvangnya Kkita diterima oleh Indosat nanti orang
Indosat itu vang telepon ke Amerika, oleh Amerika itu dikasihkan
kepada orang Amerika melaluil Kantor Telepon Amerika, ini kan juga
mempunyal instalasi di sana bisa menyambung ke sana, tapi 50
persen.

Jadl oleh kita itu seluruhnya diterima dulu oleh Indosat dan
itu sebagal tax fice untuk ppn itu 10 persen seluruhnya yang 100
persen itu. Kita sudah dapat pajak, nanti diterima oleh Indosat
sebagai refree yang 50 persen itu sebagal pengeluaran. Dan
sebaliknya vya, apakah orang-orang vyang telepon jadi Kkalau Pak
Sabar 1itu telepon dari fAmerika misalnya ke Indonesia walaupun
Bapak bavarnya itu di aAmerika. Yang masuk ke fAmerika itu sebe-
tulnya oleh Kantor telepon kita 50 persen 50 persennya itu diki-
rimkan ke Indosat, itu sudah ada ininya recief lokal (imbal
balik). ‘ '

Jadi tidak ada yang lolos sebetulnya. Itu ketentuan Inter-—
nasional dalam hal telekomunikasi Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Sudah Jjelas mungkin Pak Sabar.

Jadi dengan demikian Pasal 26 ayat (1) sudah kita sepakati
dengan catatan pada penjelasan akan disempurnakan oleh Tim Peru-
mus dan bahkan mungkin diberikan contoh-contoh.

Sudah setuju ini.

floor setuju palu diketok 1 X ———=-———e—e———

Terima kasih.

Kita lanjutkan kepadé ayvat (2), kami persilahkan Pemerintah.

PEMERINTAH

..........
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PEMERINTAH (DIRJEN):

Pasal 26 ayat (2):

“Atas penghasilan dari penjualan harta di
Indonesia kecuall yang diantur dalam Pasal 4
ayat (2) yang diterima atau diperoleh wajib
pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
di Indonesia dan premi asurasi yang dibayar-
kan pada perusahaan asuransi luar negeri
dipotong pajak sebesar 20 persen daril perki-
raan penghasilan netto.

Salah satu tujuan dari ayat ini adalah membantu perkembangan
asuransi di Indonesia. Selama ini perusahaan Asurasi Luar Negeri
untuk menghindari dianggapnya mempunyail BOT di Indonesia mereka
melakukan promosi lewat surat menyurat. -

Jadi kalau ada penduduk Indonesia yang tertarik akan asuran-
si luar negeri dengan Korespondensi itu cukup menutup polis dan
uangnya ditransfer langsung ke acount luar negeri. Ini menimbul-
kan menyempitnya pasar asuransi di dalam negeri.

Oleh sebab i1tu supaya adil maka atas semua premil yang diba-
yarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri kita kenakan pemo-
tongan 20 persen, tetapl dari perkiraan penghasilan netto.
Kebijaksanaan yang begini juga dilakukan oleh negara—negara lain
termasuk negara—negara besar seperti ke Amerika, Jepang dan Korea
kalau tidak salah. ‘

Demikian penjelasan kami Pak.

KETUA_ RAPAT (LOEKMAN_R. BOER):

Terima kasih.
Saya serahkan kepada FPP untuk memberikan tanggapan awal.

FPP_(DRS. H.M. MUKROM AS’AD):

Bapak Ketua.

Terhadap ayat (2) ini ada pengecualian terhadap Pasal 4 ayat
(2) keadaan mengenai tanah, saham dan bunga deposito ada berapa
jenis Kami akan bertanya terlebih dahulu terhadap masalah ini
adalah mengenai pengecualian itu.

Jadi pengecualian Pasal 4 ayat (2) ini dalam persoalan ini
ditempatkan sebagai obyek pajaknya tentunya, sedangkan pemotongan
20 persen adalgh merupakan ketentuan yang membedakankannya dengan
Pasal 4 ayat (2) juga.

Jadi paertanyaan kami, secara kongkrit kami akan bertanya
apakah umpamanya terhadap suatu interaksi seperti tanah vang
di}akukan oleh wajib pajak luar negéri ini dia akan dikenakan 20
persen, berbeda dengan kita dikenakan umpamanya 3 persen. ﬁpa'
begitu maksudnya kemudian terhadap yang lain Juga demikian.

Jadi
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Jadi  terhadap 20 persen dengan 3 persen atau 20 persen 1

_ permil atau menyangkut perbedaan dengan obyek paJaknya di luar

dari pada pasal 4 ayat (2).
Saya kira demikian pertanyaan kami dulu.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Mukrom, kami lanjutkan kepada FPDI.

FPDI_ (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Bapak Pimpinan kami pada prinsipnya juga tidak
ada masalah dengan Pasal 26 ayat (2) ini. Jadi kami dapat menye-

tujuinvya.
Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson, saya lanjutkan FABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Dari FABRI saya kira tidak ada masalah
Terima kasih.
Saya lanjutkan kepada FKP.

FXP (DRS. SABAR KOEMBINQ):

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi dari FKP tidak ada masalah, karena memang 1ini sudah
diatur di'dalam“ Pasal 4 ayat (2). Memang hal-hal yang sudah
logis. '

Terima ka31h

- KETUA APAT (LOEKMAN R. BOER):

Terlma ka51h

Jadi ketlga Fraksl sudah menyetu3u1 FPDI, FABRI dan FKP
sudah setuju, namun: FPP sebelum menyetujui mohon tambahan penje- -
lasan. o
Kami persilahkan Pemerintah.

A S



62
| PEMERINTAH - ¢ -

pengecualian ini untuk , misalnya di 42 itu saham-sahan perusa-
bhaan yang go public. pransaksi disana kan eepat semuanya. pisa-
na susah kalau kita bedakan ini palam yegeri ini yuar pegeri,
jadi itw dikecualikan., Jadi ...cse orang lwar negeri itu men-
jual hartanya, hartanya ini berbentuk saham. ptau dengan bangunan
itu, itujjugananti diatur disana sama, sebab kalau nanti datun~
Jjukkan itu barangnya Jjelas, tidak boleh dibeda-bedakan nanti su-
sahj juga dalam ....." historis tetap titip kesana kemari, ma-
na yang murah mana yang mahal,

piluar itu, harta-harta ini bisa surat-surat berharga komer-
sil paper yang lain, obligasi atampun apa, ini diberikan treat-
ment langsung seperti ini untuk wp-wr luar negeri tadi, sedang-
kan kalau untuk asuransi itu memang jwga didalam rangka swpaja
sumber penghasilan yang dari yndonesia jangan semuwanya lolos
begitu saja ke luar negeri, karena itu sumbernya dari sini, yang
diaswransikan disini, yang bayar asuransi disini tapi kita tidak
menerima apa-apa. 10los terus selama ini, terus terang saja, se~
bagal pirjen pajak sangat sedih dan kadang-kadang sakit hati.
Asuransi luar negeri itu menjadi besar kita makin kerdil ppalagi
nanti kalau mereka makin banyak membikin-bikin erang saja nanti
supaya dikirim asuransinya tambah tidak ada cost-nya, tidak ada
pajaknya. Ini pasal yang sangat penting juga untuk pertumbuhan
asuransi,

merima kasih,

XETUA : |
mrerima kasih, pak puad.
yxami persilahkan kepada ¥PpPp,

FPP_(DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :
yxami memahami dan dapat menyetujui.

KETUA :
mrerima kasih,
perarti keempat fraksi sudah dapat menyetujui, dengan demie-

kian pasal 26 ayat (2) kita setujui.

KETOK PAIU
merima kasih, _
Kita lanjutkan dengan pasal 26 ayat (3).
gilahkan pemerintah,

PEMERINTAH ¢ cccececee
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PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO) :

Ayat (3) npelaksanaan xetentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh menteri gxeuangann,

Jadi didalam ayat (2) dikatakan dasar pemotongamnya adalah
20y dari perkiraan penghasilan netto. pengan xeputusan Menteri
Keuangan nanti ditetapkan berapa penghasilan netto atas jenise
jenis penghasilan tertentu yang dicakup didalam pasal 26 ayat
(2) tersebut.

pemikian,

KETUA :
rerima kasih. :
xami persilahkan Ppr.

FPDI (ABERSON MARLF SIHAIOHO) :
merima kasih pak getua.
pridak ada masslah,

merima kasih.

yraksi ABRI,

PABRT (ISMU AKSOPUTRA) :
vraksi AprY midak ada masalah,

KETUA :
rraksi garya.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :
Tuwes,. gama pak.

KETUA :
FPP.

¥PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :
gama, pak,

PEMERINTAR (DRS. RACHMANTO) :

Ayat (4) wpenghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak
dari suatu bentuk usaha tetap di yndonesia, dikenakan Pajak se~
besar 20y kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di

Indonesia ceecoecee



64

Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan ge=-
putusan Menteri xeuvangane,

rada dasarnya pengenaan tambahan sebesar 20y dari penghasile-
an setelah dikenakan pajak itu sudah ada dalam undang-undang yang
sekarang berlaku,. lagimnya ini disebut bzands profit tex.:

pPerubahan dari ayat ini adalah untuk mendorong penanaman mo=-
dal pengenaan 20« ini tidak dikenakan apabila penghasilan setelah
kena pajak tersebut ditanamkan kembalil di yndonesia dan ketentuan
nya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri xeuangan, -

pemikian,

XETDA
merimakasih,

saya persilahkan praksi ABRI.

FABRY (ISMU AXSOPUTRA) :
rraksi ABRYI tidak ada masalah,

XETUA

FKP

PRR ()

Tidak ada masalah, bisa diteruskan.

—— 1o

KEPUA

FPP

FPP (DRS., H.M. MUKROM AS'AD) :
gaya kira sama.

KETUA :
merima kasih,
rraksi ppr,

s G o o s e e -

FPDI (ABERSON MARLE STHATORO) :

rerima kasih papak pimpinan,

Memang ini mengrik juga dan pada prinsipnya.kami setuju,
tapl kemi ingin mendapat penjelasan lebih lanjut sampai sejauh
mana efektifitasnya ini selama ini, untuk kita bisa mereka itu
menanamkan kembali keumkungannya itu di yndonesia tentu ini kone
sen kite mengenai mission ini dbarang ini.

Jadi 0 evs000
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Jadi pada prinsipnya kami oke saja, cuma kami ingin menda-
pat stery-nya bagaimana, pelaksanaannya selama ini, sampai se-
jauh mana kita berhasil dengan barier ini mereka memang mau me=
nanamkan kembali keuntungannya itu sesudah dipotong pajak di
Indonesia, hanya minta itu saja.

KETUA :

merima kasih pak pberson.

pengan demikian pak pberson ini sudah yakin, cuma supaya
jadi aiqul yaqin minta penjelasan lagi.

silahkan,

—— e —— — -

PFMERINTAH (DIRJEN PAJAK/DR. FUAD BAWAZIER) :

pemikirannya adalah uang yang sisa dana yang ada disini,
supaya tetap ada di indonesia saja, ditanam didalam negeri saja.
ini sebagai satu rangsangan dan ini memang dirasakan akan perlu
karena digatu pihak kalau uang yang dari luar negeri itu datang
kemari sebagal penanaman modal dari luar negeri, itu kan tidak
dipajaki, makanya yang sudah di dalam negeri ini kita bilang si-
lahkan ditanamkan saja disini nanti tidak dipajaki. yang dari
luar negeri saja datang well come, malah kita kadang-kadang kirim
delegasi keliking-keliling luar negeri untuk mencari modal, jadi
supaya yang disini Juga mempunyai rangsangan kuat untuk tetap
tihggal di Indonesia,

xita bilang, kalau yang sudah di dalam negeri ini you ang-
kat lagi ke luar negeri, kita kemakan 20, you tinggal disini
yang sudah ada jangan keluar lagi. gambil kita mengundang keli-
ling terus mencari modal yang baru, |

Ttu filosofi yang dianut.

FPDI (ABFR¥ON MARLF SIHALOHO) :
gelama ini belum ada. gami kira sudah ada,
Karena p itu yang undang-undang keuntungan sesudah dikura-

ngi pajak dari suwatu bentuk usaha tetap di yndonesia, itu kan
juga maksudnya kan demikian juga.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK/DR. FUAD BAWA?IFR)
ni kecualinya baru.

FPDI (ABFRSON MARLE SIHATOHO) :
Oh, ini baru sama sekali, belum pernah. Jadi kecualinya

yang ®ss e re000
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jang baru. mMaksud kami, selama ini belum kita lakukan. gami kira

selama ini sudah pernah dilaksanakan sehingga kami mau yang tadi
bagaimana kira~kira hasil insentif yang kita berikan ink su¢ah
efektifitasnya. oh ini sama sekali baru. vya oke punya papak pim=-
pinan,

KETUA H
oke punya keempat fraksi, dengan demikian kita putuskan.

~ PKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :
(1nterupsi) ' |
mungkin sebelum disahkan ini pada halaman 84 penjelasan,
masih tercantum 4 lapisan, jadi nanti perlu disesuaikan,
merima kasih,

KFTUA S
Baik, terima kasih dan tentunya penjelasan ini akan dise-

suaikan dengan yang sudah diputuskan atau ketentuan yang lain,
Jadi dengan demikian kita putuskan ayat (4) ini kita teri-
ma, ~ '
KETOK 1 KALI
gita 1anjutkan dengan ayat (5)
silahkan,

PFMERINTAH (DRS. ISMAEL MARAF) :

Ayat (5) npemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (4) bersifat final, kecuali a Pemotongan
atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1N
huruf g dan huruf g, b remotongan atas penghasilan yang diteri-
ma atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang
berubah status menjadi bentuk usaha tetap atau yajid rajak da-

lam negerin,

rada dasarnya pemotongan pasal 26 ini final, tetapi ada
beberapa Pengecualian yaitu.1 seperti kita ketahui didalam pe-

ngenaan pajak atas bentuk useha tetap, kta menganut prinsip
foat evetraction rule, artinya kalau induk perusahaannya di lu-
ar negeri memperoleh penghasilan yang sama dengan bentuk usaha

d1 yndonesia maka penghasilan tersebut dianggap sebagal pengha~-
silan bentuk usaha tetap.

. Misalnya bentuk usaha tetap ini hemberikan jaaa'di Indone-
Bla, pada saat bersamaan induk perusahaan di luar negeri juga

mexherikan eseeccoo
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memberikan jasa yang sama. ada kalanya pemotongan pajak kepada
jasa yang dilakukan oleh kantor pusat ini mengacu pada pasal 26
sehingga Beolah-olah final, padhhal berdasarkan pasal 5 ayat
(1) huruf B penghasilan yang diperoleh kantor pusat tersebut
merupakan penghasilan dari bentuk usaha tetap dan kita tahu di-
dalam pasal 23, kalau bentuk usaha tetap memperoleh imbalan jasa
itu dipotong 154 dari netto., vang semacam ini walaupun sudah
terlanjur dipotong 20y, itu tidak final tetapi dikreditkan kepa=-
da pajak ysng harus dibayar oleh bentuk usah; tetap.

vang kedua, B yaitu misalnya orang pribadi luar negeri mem-
berikan jasa di yndonesia, seperti kita ketahui definisi wajib
rajak palam wegerl kita adalah mereka yang berada di rndonesia
lebih dari 183 hari.

galau seorang profesional di luar negeri, katakanlah mem-
punyai kontrak dengan perusahaan déi yndonesia memberikan jasa
dalam waktu 4 bulan, misalnya. TYtu Jjelas kurang dari 183 hari
sehingga imbalannya dipotong 20y, tetapl didalam perjalanan wak-
tu kontraknya diperpanjang sampal 7 bulan, sehingga dia menjadi
w-jib pajak dalam negeri dan wajib yang sudah terlanjur dipotong
berdasarkan pasal 26 bukan lagi final tetapi dapat dikreditkan

terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkut-
an untuk yajib pajak tersebut. :
merima kasih papak pimpinan.

KETUA :
merima kasih,
¥ami persilahkan pada pgp.

FKP (DRS. SABAR KORMBINO) :
gebenarnya tidak ada satu masalah yang prinsipil untuk bisa
dirubah, maka dalam hal ini dari pgp bisa menerima,

KETUA
rerima kasih pak gabar. saya silahkan pada FPP,

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

pertanyaan kami kepada ayat_(5) hufuf p. pisana itu ada 2
atau, orang pribadi atau badan luar negeri yangbberubah status
ménjadi bentuk usaha tetap atau yajib pajak dalam negeri,

Jadl maksudnya barangkali orang pribadi itu akan men jadi
wajib pagdak dalam negeri, kemudian badan usaha luar negeri itu

menjadi s.eceseo
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menjadi bentukuﬁsahautetap, Jadi begitu sama dengannya.

merima kasih, dengan demikian kami formil supaya dijelas-

kan sgupaya langsung bisa setuju.

KETUA :
perima kasih.
saya silahkan pada ppr,

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :
mrerima kasih papak pimpinan.
Ini juga karena masalahnya memang yang tadinya sudah dinya=-

takan final karena dia wajlb pajak luar negeri tapi karena sta-
tusnya berubah dia bisa diperlakukan sebagai yajidb pajak dalam
negeri karena dia juga mempunyai usaha tetap, berubah menjadi wu

usaha tetap, tentu ini harus bisa dikreditkan, itu saja kami ki-
- ra. Ytu fair, memang harus demikian. ~

Jadl oke punya, ini fair play.

KETUA : »
sudah saya tulis, PDI acc.

vraksl ABRRI,

PABRT (IR, SOEDJAIMO) :
Fraksl ABRI tidak ada masalah.

KFTUA -
paik, kalau sudah keempat frakai sebetulnya sudah setuju,

namun pp tadi sedikit minta penjelasan tambahan.

yami persilahkan Pemerintah supaya lebih mantap pak mukrom,

PEMERINTAE () :
rada dasarnya usul dari Fraksi persatuan bisa diterima se-

betulnya hanya perlu diketahui berdasarkan definisi BUT kita,

Bentuk ysaha metap juga bisa berupa kepanjangan dari orang pri-
badi, Jjadi tidak saja badan, tapi ini dibalikpun tidak akan mee
ngubah arti,

merima kasih,

o - o

KFTUA S
setuju Pak mMukrom o

PPi: ®e 00000000
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FPP_(DRS.H.M. MUKROM AS'AD) :
Komi semula meR€uselioNpegini. Orang pribadi kemudian Wa=-

Jib Pajak pribadi didehulukan pada atau kedua, pada atau perta=-
ma itu orang pribadi dan abadan usaha tetap atou badan, Jadi
orang pribadi atau badan luar nNegeril yang berubah status menja-
di Wakib Pajak dalam negeri atau badan usaha tetap.

KETUA :
Jadi bisa diterima dan nanti dirumuskan yang lebih enak.
Terima kasih.,

Kita setujuil Pasal 26 syat {5) ini dengan pen~taszn kembali
ayat B-nya.

Terima kasih.
FETOK 1 KALI

Kita lanjutkan pada Pasal 27 loma, ini telah dihapus de-
ngan alasan perubahan ini dihapus karena sudah tertampung dalam
ketentuan Pasal 35.

Saya rasa tidak perlu dibahas, nanti kita lihat saja pada
Pasal 35 tertampung atau tidak.

Kita lanjutkan saja pada Pasal 28,

Kami persilahkan pada Pasal 28 ayat (1) sampai F.

Silahkan, kalau perlu sampai ayat (2) in
sekaligus saya rasa ini,
penjelasan,

1 ada kaitannya,
bisa dibahas sekaligus. Bisa diberikan

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR) :

Terima kasih.

Pasal 28 ayat (1)
tuk usaha tetap,

"Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan ben-

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO)
Jadi karena ing merupakan satu
nya itu ada Perubahan, say
n¥a itu berubah daripada y
Terima kasih,

bagian yang baru dalam bab-
a mohon juga untuk dibaca,

karena babe
ang lama, ‘

KETU/

.
s .
T

Sebetulnya Juga bab VI Juga, judulnys yang berubah.
Silahkan Pak,

PEMERINTAH -

® e 0 000 e
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PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR) :

Bab VI Perhitungon Pajak Pada Akhir Tahun.

Ketentuan Pasal 28 disempurnakan dan ditambah dengan ke~
tentaun baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagail berikut *Pa-
sal 28 Bagi WaJjib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
pajoak yang terhutang dikurangil dengan wajidb pajak untuk tahun
pajak yang bersangkutan berupa :

a. Pemotongan pajak atas penghasilan darl pekerjaan, Jasa

dan kegiatan, semua dimaksud dalam Pasal 21,

b. Tambahan-tambahan pajak atas penghasilan dari kegiatan
dibidang import atau kegiatan besar yang‘lain sebagai-
mana dimhkiksud dalam Pasal 22, :

c. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga,
royalti, sewa, hadiah dan penghargaan dan imbalan Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

d. Pajak yang dibayar atas terhutang atas penghasilan dari
luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimak -
sudkan dalam Pasal 2,

e, Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

f. Pemotongan pajak atas penghasilan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (5).

Ayat (2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan ke-
naikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan
yang berlaku tidak boleh dikbeditkan dengan pajak yang terhue
tang, sebagalmana yang dimnksud pad ayat (1). :

Jadl pada hakekatnya Wajil Pajak pada akhir tahun mengisi
Surat Pemberitnhuan menghitung seluryh penghasilannya, menghi-
tung berapa pajoknya kemudian pajak tersebut dihadapka
Jumlah pajok yang telah dibayar dan terhutang,
yar sendirl maupun dipungut oleh pihak ketiga.
, Sedangkan mengenai sanksi-sanksi, berupa sanksi adminis¥ra-
si, bunga, denda, wajor itu tidak boleh dikurengkan, kalau bo-

leh dikurangkan tideok ada artinya lagi sanksi.
Demikian.

n dengan
baik yang diba-

KETUA : :
Tgrima kasih, '
- Saya silahkan PP untuk menanggapi,

FPP .
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FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AS) : ,

Ibi sesuai dengan Judul babnya, perhitungan pajok pada ake
hir tahun. Kemudian baik dalam butir g sampai dengan butir £
semua pasal yang kita lewatl semuanya dikutip, barangkali tidak
lupa mengutipnya, dengan demikian kami dapat menyetujui.

KETUA
Terima kasih.-
Saya silahkan dari FDI.

FPDI_(ABERSON MARLE SIHALOHO) 3
Oke aaja Bapak Pimpinan,

KETUA %
Terima kasih
FABRI silahkan.

FABRI (IR, SOEDJALMO) :

Setalah mempelajari Pasal 28 ini, kami Jjuga berpendapat
bahwa ini memuat hal-hal yang bersangkut paut dengan pasa-pasal
yang telah kita sepakati, Jadi memang logis dari penghasilan
terutama dikurangi dan karena ini akhir tahun pajak-pajaknya Jju-
ga diperhitungkan dengan paJjak-pajak yang dapat dikreditkan.

Jadi ayat (1) seluruhnya kami setujui dan ayat (2) sekali-
gus Juga kaml setuju karena kalau denda sanksi itu masuk dida-
lam pengurangan lagi berarti tidak ada sanksi denda.

Jadi betul, terima kasih,

KETUA
Terima kasih. FKP,

FKP ( )

Dari FKP pertauma mengenai soal perubahan dari judul bab
VI, ini dapat menyetujuil karena lebih simpel, lebih sederhana.
Yang keduanmengenai ayat (1) dan (2) daj juga ayat (1) a sampai
f karena ini mas:lah-masalah teknis yang harus diperhatian oleh

Wajib Pajak‘maupun oleh fiskes, maka kiranya tidak ada beban.
Terima kasih.

KETUA ¢
Terima kasih.

Dengan evececsssey
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Dengan demikian Pasal 28 ayat (1) a,b,c,d,e,f, dan ayat (2)-
nya dapat kita setujui,

KETOK 1 KALI
Terima kasih,
Kita lanjut pada Pasal 28 &
Kami persilahkan Pemerintah,

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO) :

Bapak Pimpinan yang saya hormati,
Pasal 28 ini ada kesalahan ketik, kami mohon diperbaiki

seharusnya bukan Pasal 28 tapi tepatnya adalah Yasal 28 ayat (1)

di alinea kedua.

Jadi kalau kami bacakan kembali " Apabila pajak yang ter-
hutang untuk satu tahun pajok ternyata lebih kecil dari Jumlah
kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 28 ayat (1), maka
setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikem=
balikan setelah diperhitungkan dengan hutang pajak berikut sanksi-
sanksinya",

Jadi apabila Wajib Pajak mengisi SPT, kemudian dia menghi-
tung penghasilannya dppat dikethui jumlah pajaknya, jumlah pa-
Jak ini dihadapkan dengan kredit panjang, artinya yang dibayar
sendiri dari pihak ketiga, ada kemungkinan menurut perhitungan
dia ada kelebihan, dia mengajukan permohonan redtitusi dalam
hal ini untuk memastikan bahwa permohonanrestitusi itu benar-bes
nar, benat menurut peraturan yang berlaku, benar dengan kepya-
taannya maka ayat ini memberikan tugas melakukan pemeriksaan
untuk memastikon benar-benar telah ada kekeliruan pembayan pajake.

Demikian.

KETUA :
Terima kasih,
Saya silahkan FPDI .

FPDI ( ABERSON MARLE SIHALOHO) ‘
Sebelum kami teruskan, yadi Yang dimaksudkan ada yang salah
ketik kata "suatu® dibaca "satu",

. x'
28 ayat (1) di alinea kedua. Oleh karena tadi di 28 gyat
(2) sonksi tidak boleh dikreditkon.

E_P__Dl_z ev00s 0
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FPDI (ABERSON MARLE STHALOHOQ)

Oh, Jadi yang dimhksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Demikian Bapak Pimpinan, kepada Pemerintah ingin kami me-
minta penjelasan atau mempertanyakan, tadi juga sudah dujelaskan
bahwa pemerksaan itu hanya akan dilakukan kalau meminta resti-
tusi, sedangkan tadi kalou ternyata dia lebih kecil, ini kan
sudah dihitung oleh fiskusi, SPT=-nya sudah dimasukkan, ini kan
perhitungan pajak, ternyataz sesudah dihitung ternmyata dia le-
bih kecil, Kalau dia misalnya sudah lebih kecil tapi dia tidak
mengajukan restitusi. Kita melakukan pemerksanaan kKan kalau dia
meminta restitusi atau kalau ternyata dia lebih kecil, apa te-
rus otomatis dia meminta restitusi apa tidak terus dilakukan
pemeriksaan atau bagaimana. Kalau misalnya dia lebih kecil, ti-
dak meminta restitusi, karena itu dia kan seharusnya harus kita
kembalikan.

Jadi, maksud kami supaya letak dari setelah dilakukan atau
setelah dilakukan pemeriksaan ini. Tadi dijelaskan kalau dia min-
ta restitusi. Kalau seandainya tidak misalnya lantas bagaigana,
apa kita tidak, tentunya harus formal meminta restitusi itu.

Dan kemudian kami Jjuga minta batasan waktunya, karena disi-
ni tidak dijelaskan dalam berapa lama, misalnya oke dia melaku=-
kan meminta restitusi, tentu kapan pemeriksaan dilakukan kan ter-
serah Pemerintah.

Ini supaya imbang antara WP dengan Pemerintah. Jadi, karena
kalau kita bandingkan dengan Pasal 29, disana kalau kurang Peme-
rintah harus dilunasi dalam selambat-lambatnya 3 bulan setelah
tahun pajak berakhir. Ini maksudnya supaya berlaku seimbang.

Jadi kami maksudnya setelah pemeriksaan tadi dan Juga ya
tentu selambat-lambatnya dikembalikan kapan, ya kami Jjuga me-
ngusulkan 3 bulan. Kalau Pemerintah juga harus bayar 3 bulan,
kenapa WP tidak punya hak seperti itu. Ini supaya serasi, sela=
ras, seimbang.

Itu pertanyaan kami, terima kasih,

KETUA ¢
Terima kasih.

Jadi belum ada persetujuan, perlu penjelasan lebih lanjut.
Silahkan pada Fraksi ABRI.

FABRT (ISMU AKSOPUTRA) :
Dari Fraksi ABRI untuk Pasal 28 A ini Pada dasarnya subse

Substansinya eveeceeceeeo
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substansinya tidak ada masalah, namun kami juga ingin mendapat-
kan keseimbangan antara Pasal 28 A dengan 29. Ini dalam rangka
menggiatkan apresiasi masyarakat didalam pembayaran pajak, Jjadi
ada imbang-imbangonnya, baik kewajiban fiskus maupun kewajiban
WaJjidb Pajak, sehingga kami Juga senada dengan yang disampaikan
oleh rekan dari FPDI tadi, kiranya dapat dijelaskan mengapa di-
sini tidak dicantumkan batas waktynya, mungkin sudah ada didalam
hukum, barangkali dengan meng~-coach pada kup pasal sekian, sesuail
kup, demikian |

Demikian Bapak Ketua, terima kasih,

KETUA @
Terima kasih Fraksi ABRI,
Saya lanjutkan pada Fraksi KP
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F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO)

Terima kasih saudara Ketua

Dari Fraksi Karya Pembangunan tentang materinya tidak ada
permasalahan, hanya memang ada hal yang perlu mendapatkan penje-
lasan jangka waktu bisa diselesaikan memang kira-kira ada kaitan-
nya dengan beberapa pasal yang di KUP jadi Ketentuan Umum menge-
nai soal tata cara itu kalau tidak salah dalam Pasal 17. jadi
kalau dikaitkan disana maka kiranya yang paling kompeten adalah
pemerintah yang memberikan penjelasan mengenai soal ini, kami
akan dengarkan. Terima kasih. '

KETUA RAPAT

Terima Kkasih Pak Sabar, sebelum sampai pemerintah saya
persilahkan dari FPP.

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS’AD)

Kami sama minta supaya Pemerintah menjelaskan andaikata ada
kaitan dengan KUP apa juga tidak perlu Kkita perkuat, karena juga
Pasal 29 ini berdekatan sekali tentang keserasian antara masing-
masing kewajiban fiscus dan Wajib Pajak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Mukro, saya lanjutkan saya silahkan Pemer-
intah untuk memberikan penjelasan tambahan untuk lebih gamblang
terutama mencapai Kesimbangan katanya Pak Aberson.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF)

Mengenai batas waktunya yang ditanyakan oleh keempat fraksi
dapat kami sebutkan bahwa batas waktunya adalah 12 bulan semuanya
juga dicantumkan dalam Pasal 17 b dari RUU KUP, 17 KUP. Perlu
diketahui bahwa kelebihan ini yang ada disini adalah kelebihan
menurut perhitungan Wajib Pajak yang perlu diuji benar tidaknya
dan fiscus itu berhadapan dengan semua Wajib Pajak, fiscus berha;
dapan dengan ribuan Wajib Pajak, kalau mereka banyak mengajukan
restitusi dengan sendirinya menurut saya wajar saja kalau
pemerintah waktunya 12 bulan wajar saja, sebab pemerintah berha-
dapan dengan sedemikian banyak Wajib Pajak, kalau Wajib Pajak

LY

UMPAMANYA v v uvonsann




76

umpamanya semuanya menyatakan lebih bayar, ya Pemerintah terikat
juga 12 bulan harus diberikan, kalau 12 bulan itu dak diselesai-
kan sanksinya adalah permohonan restitusinya dianggap diterima,
otomatis diterima itu sanksinya sebab ini baru kelebihan menurut
hitungan-hitungan Wajib Pajak yang perlu diuji Kkebenarannya
melalui pemeriksaan. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Ismail, kembali saya serahkan kepada FPDI.

" F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Terima kasih Bapak Pimpinan, karena di KUP kami meminta
menjadi 6 bulan. Karena Kkami disana meminta di KUP itu 6 bulan
nah ini memang masalahnya berikut dengan pemeriksaan tapi sama
dengan juga mengajukan keberatan ini secara tidak langsung, jadi
tergantung kalau disana berhasil kami 6 bulan ya disini kami mita
6 bulan. Kalau begitu tadi kan tiga Ke dua belas itu ini Pak
Dirjen, kalau .3 ke 6 itu bolehlah, ini jauh benar, karena ini dak
pengertian di KUP saja ini Pak, 6 bulan Pak setelah di KUP nanti
bagaimana keputusannya. Jadi angkanya disini 3 bulan tidak Kita
muat 6 bulan tidak kita muat 12 tidak kita muat, tentunya nanti

‘larinya kepada KUP sebagai payung KUP apa dak demikian, ya maksud

kami demikian memang tapi tadi Pak Dirjen tidak mau malah ter-
gantung ini katanya koq KUP begitu ? Kalau begitu kita tunggu
dari KUP.

KETUA RAPAT :
Jadi dengan demikianh, ah masih ?

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO)

Jadi supaya ada c]earnya ini, mengenai ketentuan ini akan
k1ta cantumkan didalam penjelasan apa yang dxcantumkan oleh KuP
itu jadi Kkita hanya cut Pasal berapa dari pada ini. Didalam
penjelasan untuk pasal ini jangka waktunya, kalau nanti tidak
dicantumkan seolah-olah tidak, ini mengambang sampai berapa lama
tapai kalau ini dicantumkan meskipun disana, maka dengan sendiri-
nya didalam Pasal 28 A ini Pemerintahpun terikat pada ketentuan
itu jangka Waktunya 12 bulan, maka itu dimasukkan dalam penje-

lasan, kita cut saja memperhatikan Pasal 17 ayat (b) dari pada
KUP.

Demikian ‘
KETUA RAPAT .........
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KETUA RAPAT

Terima kasih, sebetulinya tidak dicantumkan juga boleh karena
UU Perpajakan ini merupakan satu paket dan KUP 1itu merupakan
payung dari semuanya tidak apa yang jelas disini tentu tata
caranya akan kesana semua hal ini kalau dicantumkan juga tidak
apa, namun demikian bagaimana Pemerintah supaya dalam pelaksanaan
operasional di lapangan jangan sampai terjadi tumpang tindih atau
simpang siur, silahkan.

PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER)

Ini mengenai batas waktu ini dalam KUP terus terang dalam UU
sekarang berlakupun sudah ada demikian dan 1ini memang hal-hal
vang seperti ini ada disana, tujuannya memang untuk menunjukkan
keringkasan dari pada ini dan memang mencoba sebanyak mungkin
melakukan pemilahan, karena itu kita mempunyai KUP, terus terang
saja kalau semuanya itu diwédahi di sini lagi kita kembali ke UU
yang lama, UU yang lama sekali itu memang kita tidak mengenal
KUP, jadi PPh dan segala peraturannya, PPn dengan segala
peraturan formalnya tata cara itu ditampung di UU itu, kemudian
waktu reformasi tahun 1984 itu kita punya kesepakatan sebagaimana
lazimnya di tata kromo perpajakan di banyak negara maju yang ini
supaya mengatur  substansi PPh dan substansi PPn, ‘kemudian
ketentuan formal dan tata caranya ada di sana. Dan itu tidak
mungkin salah kalau disana kalau misalnya mengenai ini ditentukan
12 bulan Pak itu pasti tidak mungkin salah Pak, ndak bakal dalam

pelaksanaan ity nanti disini dijadikan dua tahun 1tu jelas
mengatur ini, tidak bohong saya Pak.

F.KP, (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Jadi kami tidak mempersalahkan mengenai soal itu, tetapi di
dalam penjelasan itu yang akan membaca ini adalah awal. Jadi di
dalam penjelasan kalau di dimasukkan tidak menuntut bahwa itu ada
di dalam batang tubuhnya, tetapi di dalam penjelasan itu bisa
dicantumkan supaya orang itu tahu, oh kewajiban dari Pemerintah
itu begini~begini, biar dia lihat sendiri nanti tidak apa tapi
menunjukkan itu untuk mempermudah, jangan sampai orang awam suruh
membaca tiap-tiap kupon yang sekian tebalnya itu kan tidak.
Maksud kita memberi kemudahan kepada di dalam penjelasan kita
cantumkan. Karena di dalam Pasal 29 itu jelas-jelas, karena ini
nanti juga ada akan kami ajukan beberapa pertanyaan yang berkai-
tan dengan Pasal 29 yang kira-kira hampir sama nadanya. Sekian.




78

KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Sabar, sdya rasa Pemerintah kalau dalam

penjelasan mungkin dapat diterima.

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER)

Kami prinsipnya tidak keberatan mau ditambah dalam penje-
lasan yang memang maksudnya yaitu dan kami tidak punya pengertian
yang bisa lain kecuali ya seperti itu. Cuma biar Pak Sabar mantap
ya silahkan saja. '

KETUA RAPAT,
Dengan demikian Pasal 28 A ini sudah bisa kita terima dengan

penambahan penjelasan menunjuk kepada KUP. Terima kasih.
Kita lanjutkan Pasal (29), silahkan Pak Sabar.

PEMERINTAH, (DRS. ISMAEL MANAF)

Pasal 29 sama halnya Pasal 28 Ayat A tadi, Pasal 29 ini yang
alinea keduanya itu seharusnya 28 Ayat (1) mohon diperbaiki dulu.
Saya bacakan, apabila pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak
ternyata lebih besar dari pada kridit pajak sebagaimaan dimaksud
dalam Pasal 24 Ayat (1) maka kekurangan pajak yang terhutang
harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah
tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan disampaikan,
kefentuan ini juga sudah ada sebenarnya dalam ketentuan yang lama
hanya sekarang diajukan selambat-lambatnya tanggal 25 maksudnya
adalah agar jangan sampai pembayaran itu sampai menunggu saat-
saat terakhir tanggal 3t pada saat mana juga tahun anggaran kita
ditutup sehingga menjadi sangat menyulitkan. Perlu kami jelaskan
bahwa ini kan hitungan-hitungan pajak sendiri, ia mengisi SPT ia
hitung pajaknya, pajaknya sekian, pajaknya dibandingkan dengan
kridit pajak yaitu‘yang telah dibayar sendiri dan terhutang. Dan

" menurut hitungan dia sendiri ada kekurangan, kekurangan itu wajar

kalau diberikan waktu sampai tanggal 25 bulan ketiga sebelum SPT
dimasukkan, karena aturannya adalah SPT dimasukkan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret kalau itu tahun bukunya sama dengan
tahun taqwim, kalau tahun bukunya tidak sama dengan tahun taqgwim
berarti 3 bulan sesudah akhir tahun buku. Ini dihitung sendiri.
saya kurang saya bayar, tanggal 25 bulan ketiga. Terima kasih.
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KETUA RAPAT,
Kami persilahkan Pak Sabar,

F.KP, (DRS. SABAR KOEMBINO)

Terima kasih Saudara Ketua, jadi untuk hal ini saya memang
sabar betul menunggu sampai Pemerintah selesai, tapi mulai bayi
saya sudah sabaar terus, Jadi khusus untuk Pasal 29 ini disitu
dinyatakan apabila pajak yang terhutang suatu tahun pajak ternya-
ta lebih besar, saya bukan mengenai masalah besar kecilnya pajak
tetapi dengan istilah tahun pajak. Di dalam tahun pajak ini kan
ada dua hal yang satu mempergunakan tahun tagwim dan satunya
menggunakan tahun buku., Jadi kami menyarankan didalam penjelasan
supaya Wajib Pajak dinyatakan juga bahwa Kkarena didalam
penjelasan juga dinyatakan ada pembedaan itu tanggal-tanggal yang
untuk tahun tagwin dan tanggal-tanggal untuk tahun buku. Jadi
supaya didalam hal ini akan lebih jelas hal-hal yang sudah jelas
supaya lebih jelas jadi rakyat golkar kita tidak bingung nanti ya
Pak, maka kami sarankan sebelumnya itu dinyatakan yang dimaksud-
kan tahun pajak dalah tahun tagwin dan tahun buku, sehingga
dengan demikian akan runtut dari pada penjelasan. Demikian
saudara Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT :
Terima kasih, saya silahkan FPP

F,PP (DRS. H.M. MUKROM AS’AD)

Bapak Ketua, jadi ternyata batas waktu -yang Pasal 29 ini
mempunyai perbedaan dengan batas waktu yang dimaksud dengan Pasal
28 itu, jadi jelas berbeda maka disini diatur tersendiri didalam
pasal 1langsung beserta batas waktunya. Oleh karena itu maka
berdasarkan pengertian kami demikian, maka kami setuju dengan
Pasal 29 ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT : ‘
Terima kasih, saya lanjutkan kepada PDI

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Kami sudah tidak ada masalah mengenai pasal ini, ya sudah:
acc. oh sudah Pak Ketua. ‘

KETUA RAPAT :
Terimakasih, Fraksi ABRI
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F.ABRI (IR. SOEDJALMO)

Terima kasih, dari Fraksi ABRI Pasal 29 ini substansiil
tidak ada permasalahan, namun Kkami dengan penjelasan itu tadi
barangkali ingin mendapatkan sedikit penjalasan tambahan, bagai-
mana kalau sudah tutup tahun anggaran baru Wajib Pajak mengetahui
bahwa ada kekeliruhan, jadi disini ada kekurangan pajak yang
diperhitungkan, apakah pasal ini tidak nanti membahayakan bagi
Wajib Pajak sendiri ataukah memang ada pengaturan lainnya.

Yang kedua, mengenai saran dari rekan FKP tadi kalau memang
ingin ditambahkan penjelasan sebagaimana yang tadi dijelaskan,
kami sendiri tidak keberatan, ini akan lebih memberjelas. Terima
kasih.

KETUA RAPAT

Terima Kkasih, saya silahkan pemerintah untuk memberikan
penjelasan tambahan.

PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) :

Mengenai SPT pembetulan, juga mengenai tahun pajak juga ada
didalam disana jelas sekali masing-masing tahun pajak apa SPT ada
juga SPT pembetulan yang bapak sudah lewat itu baru ingat ada SPT
pembetulan, semuanya itu diatur detail tentang tata cara seperti
itu didalam KUP. Sedangkan mengenai bagaimana kalau tahun buku
ini macam-macam ada didalam penjelasan Pak, di penjelasan halaman
88 i1tu diberi contoh sekaligus apa artinya, kan tadi Pak Sabar
bilang tidak semua pembukaannya 1 Januari sampai dengan 31
Desember kan begitu Pak, ada yang tahun ini. Nah itu contoh dalam
penjelasan sebetulnya sudah cukup jelas yang menyampaikan itu,
kalau pembukuan itu Januari sampai dengan Desember bayarnya itu
25 Maret. Sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun
tagwin artinya bukan Januari Desember misalnya dimulai tanggal 1
Juli sampai dengan 31 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi
dengan 25 September dan  seterusnya kita bisa -memberi contoh-
contoh seperti itu. Jadi yang lazim Januari-Desember sudah ada
yang nyimpang itu diberi satu pola contohnya, saya rasa sudah
cukup jelas dalam penjelasan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :
Terima kasih, dimana Pak Sabar ?
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F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO)
Kalau memang sudah setuju, boleh Pak kan tidak ada masalah.

KETUA RAPAT :
Dak ada masalah, FABRI ?

f.BRI
Tidak ada masalah

KETUA RAPAT :
Jadi Pasal 29 ini kita setujui

RAPAT SETUJU

Terima kasih, kita lanjutkan untuk Pasal 30 semua dihapus, nah
tentunya kolom keteréngannya pindah ke KUP kemudian hanya satu
yang ketentuan ini dihapus karena sudah tercakup dalam Pasal 28 A
sudah kita bicarakan, kemudian 31 ayat (2) juga demikian hanya
pindah ke KUP. Jadi Pasal 30 dengan Pasal 31 halaman 74-75 pada
sandingan ini semua dihapus ada komentar.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO)
Diperiksa dulu Pak 1

KETUA RAPAT :
Nah nanti Tim Penyerasi.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Catatannya diperiksa apa sudah benar pindah atau belum,
iangan-jangan pindahnya ke tempat lain.

KETUA RAPAT :

Jadi diberikan catatan kepada Tim Penyerasi untuk mengecek
pada apa sudah pindah atau belum, jangan-jangan pindah KUD nanti

ya, baik kita setujqi ini dihapus untuk dilihat pada KUP oleh Tim

penyerasi.

Rapat Setuiju

Sekarang kita masuk kepada Bab VII Ketentuan Lain-lain, tidak ada
perubahan ketentuan lai-lain juga Pasa1 T A, kami persilahkan:
pemerintah untuk dapat memberikan penjelasuannya.



82

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF)

Pasal 31 A
Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di -bidang-
bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat

diberikan fasilitas perpajakan vang diatur dengan peraturan
pemerintah.

Pembangunan nasional memerlukan penanaman modal dalam jumlah yang
memadai agar terdapat pertumbuhan yang serasi, selaras, dan
seimbang pembangunan harus dlilaksanakan merata diselurun bidang
dan daerah wilayah Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan
pembangunan keseluruh bidang usaha dan daerah tersebut, kepada
Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha
tertentu dan atau daerah--daerah tertentu dapat diberikan fasi-
litas perpajakan yang Kketentuannya diatur lebih lanjut dengan
peraturan pesmerintah.

Sekian Pak

KETUA RAPAT

Terima kasih Pak Isamel, Kalau tadi sudah dimulai dengan
FKP, nah tentunya sekarang lari kepada FPP, silahkan.

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS’'AD)

Bapak Ketua, jadi karena Pasal 31 ini menyangkut pemberian
fasilitas perpajakan yang nantinya akan dikuasakan kepada
peraturan pemerintah untuk atas nama UU 1ini mengatur tentang
fasilitas perpajakan yang diberikan itu, oleh karena itu barang-
kali Pasal 31 A 1inilah vyang oleh UU 1ini tidak cukup dengan
penjelasan yang ada tetapi harus diberikan batasan-batasan maupun
rambu-rambunya. Dan barangkali pihak pemerintah sudah siap dalam
hal ini dengan rambu-rambu tersebut sehingga -kami nantinya dapat
menilai lebih lanjut yang merupakan satu kesatuan terhadap
pembahasan Pasal 31 A ini, kalau pemerintah sudah siap kami mohon

sekaligus nanti menyampaikan untuk pembahasan kita pada putaran
kedua setelah pertama ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih Pak Mukrom, saya silahkan kepada PDI
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F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Terima kasih Bapak Pimpinan, kami pada prinsipnya sudah sama
dengan yang disampaikan oleh rekan dari FPP, Kkarena ini pemberian
fasilitas perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan juga di
daerah-daerah tertentu yang memang akan diatur dengan peraturan
pemerintah tapi UU 1n§ menurut hemat kami perlu memberikan Krite-
ria atau indikator bidang-bidang usaha tertentu itu yang seperti
apa dan kemudian juga daerh-daerah tertentu itu yang seperti apa,
karena 1ini Kkembali Kkita memberikan vfasi]itas—fasi]itas karena
kalau salah ini dikelola, ini bisa menimbulkan kesenjangan'dan
kecemburuan baik antar daerah maupun juga antar usaha. Jadi
dengan tidak mengurangi kepercayaan kita kepada pemerintah tapi
bagaimana lazimnya suatu UU, Karena UU ini adalah merupakan
keputusan politik dari rakyat melalui wakil-wakilnya, maka kami
kira perlu dan seperti yang disampaikan oleh rekan dari FPP kami
persilahkan pemerintéh dulu mempersiapkan rancanganya itu tentu
akan dapat kita masukkan nanti didalam penjelasan, yang didalam
RUU ini dikatakan cukup jelas ya Kkalau ada'penje1asannya tapi
masih terlalu singkat sekali atau terlalu umum sehingga kita
tidak bisa mengambil dari penjelasan ini bagaimana Kkira-Kira
kriteria bidang-bidang usaha tertentu itu dan‘juga daerah-daerah
tertentu itu. Jadi kami yakin ini Bu Sri sudah senyum-senyum saya
kira sudah siap ini dengan rumusannya, monggo Bu mudah-mudahan.
Jadi demikian Pak Pimpinan, terima kasih

KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Aberson, saya lanjutkan Fraksi ABRI

F.ABRI (IR. SOEDJALMO)

Terima kasih saudara Ketua, Pasal 31 A Fraksi ABRI juga
ingin menyarankan kepada pemerintah agar dapatnya diberikan
kriteria didalam penjelasan pasal ini khususnya yang menyangkut
bidang-bidang usaha tertentu, daerah-daerah tertentu dan kriteria
mengenai jenis-jenis dari pada fasilitas perpajakan yang mungkin
diterapkan. Hal ini saya kira sudah merupakan concern kita semua
dan pada waktu rapat Pleno Pansus yang lalu ini sudah secara
garis besar, secara prinsip memang sudah ada kesepakatan dari
kita bersama untuk memberikan rambu-rambulah agar nanti PP yang
akan dikeluarkan itu kira-kira sudah menampung seluruh aspirasi
yang ada secara substansial.

Tentunya ...uveusves .




Tentunya hal 1ini tidak mengurangi kepercayaan kita Kepada
pemerintah sendiri dan kami ‘juga sependapat dengan rekan
terdahulu bahwa\ untuk memudahkan pembahasan, kriteria-kriteria
ini seyogyanya dapat dipersiapkan konsepnya dari pemerintah untuk
nanti kita sepakati. Terima kasih.

KETUA RAPAT :
Terima kasih, FKP

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO)

Terima kasih saudara Ketua, saya rasa pasal ini adalah pasal
baru yang memang harus kita renungkan baik-baik, apalagi bab-nya
adalah ketentuan lain, jadi mungkin lain dari pada yang 1lain.
Jadi dari FKP itu memang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih
lagi dari pemerintah, disini dinyatakan didalam rangka penanaman
modal di bidang-bidang itu usaha bidang-bidang usaha tertentu,
tentunya didalam hal ini kita harus tahu, bidang-bidang usaha apa
saja tertentu. Demikian pula di daerah-daerah tertentu apakah
dalam rangka dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah yang
nyangkut mengenai Indonesia bagian timur ataukah sekarang daerah
terpencil sehingga ini perlu ada penjelasan.

Yang ketiga fasilitas perpajakan, Kkita sudah mengetahui
bahwa didalam UU PPh ini sudah ada beberapa fasilitas yang kita
berikan, mungkin ada fasilitas yang lain Kkita belum tahu, inilah
ingin kami dapat penjelasan, barangkali pemerintah bisa
menjelaskan sehingga nanti bisa kita mengambil sikap-sikap atau
langkah—-langkah selanjutnya
Demikian saudara Ketua, ada beéberapa hal untuk Kkita renungi

sebagai suatu anlog untuk kita mengadakan pembicaraan di dalam
Musyawarah,
Sekian terima kasih
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KETUA RAPAT {(LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar.

Saya persilahkan Pemerintah.

Dengan berbagal pertanyaan dengan penjelasan mungkin sudah
ada konsep pemecahannya kami persilahkan.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Terima kasih.

Ini memang Pasal-pasal seru. Sudah diberikan penjelasan
oleh Pemerintah di dalam pengantar maupun di dalam musyawarah
Fraksi—-fraksi mengenai ini. Ity dengan berbagal macam pertim-
bangannya dan kita semua pada dasarnya merasa perlunya Jjalan
keluar untuk menghadapi klhal—-hal vyang sangat spesifik. Saya
rasa hal itu sudah disepakati yaltu bagaimana misalnya mengangkat
daerah vyang benar—-benar terpencil, bagaimana untuk mendorong
ekspor dan bagaimanakah misalnya menampung perjanjian dengan
negara lain dan seterusnya.

Prinsif-prinsif ini sudah ada yang mungkin tidak cukup jelas
pada penjelasan yang ada untuk Pasal 31 a. Kemudian sebagaimana
telah ditawarkan dengan maksud-maksud seperti itu sebetulnya
seperti hal yang sudah diberikan di kawasan Amerika fasilitas
untuk FT yang berlaku, dan bagaimanakah seperti daerah terpencil
yang diatur dalam PP 63 tahun 1992, kemudian bagaimana hal-hal
seperti yang perlu dirumuskan adalah bahwa hal-hal seperti ini
berlakunya adalah umum, artinya kalau khusus tapi umum.

Kalau itu diberlakukan adalah untuk kegiatan itu, di daerah
1tu, ya semua orang itu mempunyai hak yang sama terhadap perpa-
jakan itu. Itu kan prinsip-prinsip itu semuanya sudah kita sepa-—
kati. ‘

Tinggal barangkali bagaimanakah dirumuskan Pemerintah akan
sangat senang hati misalnya semua Fraksi juga membikin rumusan
barangka11 nantl digabungkan untuk membikin satu rumusan di dalam
penjelasan. Atau kalau memang dikehendaki Pemerintah akan me-
nyampaikan perumusannya di dalam untuk penjelasan, karena saya
rasa- - kalau dlbatang tuguh sudah saya tidak melihat lagi mau
diperbaiki apa 1a91 bagitu.

‘Sudah mentok itu yang penting di penjelasannya, karena masih
ada cukup panjang untuk perincian rambu-rambunya saya rasa kita
sepakat perlunya rambu-rambu itu.

Karena .........
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Karena itu dengan segala hormat dipersilahkan setiap Fraksi
membikin rambu-rambu ataupun istilahnya untuk menyempurnakan
penjelasan nanti kita gabungkan kemudian kita dapatkan bersama.

Entah itu akan ditimuskan atau dengan cara lain kami serah-—

kan kepada Bapak Pimplnan. Kalaupun kami yang diminta kami Jjuga
nantinya akan menyerahkan.

Sekian dan terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Fuad.

Dengan demikian batang tubuh kita sudah sepakat perlu penje-
lasan-penjelasan yang 1lebih rinci terhadap bidang-bidang usaha
tertentu, daerah—-daerah tertentu dan fasilitas—fasilitas perpaja-
kan apa yang harus ditetapkan. Semua Fraksi minta penjelasan dan
tadi Jjuga sudah menyebutkan.

Kalau Pemerintah sekarang sudah punya mungkin bisa diutara-
kan untuk dapat kita sesuaikan dengan rumusan—-rumusan masing-
masing fraksi ini dan nanti kita bicarakan. Kalau memang Peme-—
rintah sudah punya, kalau memang belum‘punya mungkin kita masuk-
kan ke Tim Perumus atau bagaimana kami serahkan ke floaor, seka-
rang

Pemerintah punya tidak.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Juga memberl kesempatan kepada Fraksi-fraksi kalau berminat
untuk menyusunkan Pak. NManti di Tim Perumus bisa dipadukan
dengan kami.

Terima kasih Pak.

Resminya yang kami punya sudah ada sekarang di penjelasan.

KETUA_RAPAT_(LOEKMAN R. BOER):

FPP bagaimana.

FPP_(DRS. H.M. MUKROM_AS’AD):

Sebetulnya Pak Fuad berjanji dari dulu mau merumuskan ini
Pak, Jjadi kita menunggu saja dari Pak Fuad.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Baik kita menunggu dari Pemerintah.
Dari FPODI.
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FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Kami setuju ini kan Pemerintah yang minta Pak. Jadi kan
Pemerintah lebih tahu lah. Kalau kami yang buat nanti itu tidak
seperti usul inisiatif lagi kan.

Jadi kami kira untuk fFraksl saya juga Pak Fuad monggo, kami
percaya Pemerintah silahkan, buat nanti secara tertulis, Kkita
bagikan. Semua kita punya inilah tingkat untuk bagaimana.
Substansinya sudah setuju kita memang tidak akan ada perobahan di
batang tubuh, hanvya di penjelasan rambu-rambu tadi vya untuk
supaya ya kami di wakil-wakil rakyat ini ada yang mau diterangkan
lah kepada rakyat Indonesia Pak Sabar ya.

Jadi, kami kira kami persilahkan Pemerintah Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson.
Dari FABRI mungkin.

FABRI (SUDJALMO):

“Kami mendukung usul rekan-rekan terdahulu Pak. Jadi memang

masalah ini pertama pengalaman juga ada pada Pemerintah hal-hal
vang spesifikpun sudah dalam jangkauan Pemerintah. Jadi saya

kira mungkin lebih memudahkan kalau konsepnya dari Pemerintah.
Dan kami hanya ingin lebih menekankan bahwa ini nanti seyogyanya
lebih banyak menjadi tugas Tim Perumus.

Jadi kalau Fraksi-fraksi ingin mengusulkan penyempurnaan
barangkali nanti melalui wakilnya yang ada di Tim Perumus.
Karena substansinya kita pada hakekatnya sudah setuju Pak.

Terima kasih.

KETUA _RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih FABRI.
FKP.

FKP‘(DR§{ SABAR_KOEMBINQ):

Saudaraerpua. ;

Jadi meskipun di dalam hal ini nanti semua setuju akan
dimasukkah_dalam tim Perumus, namun dalam konsepnya yang akan
dibuat oleh Pemerintah setidak-tidaknya itu juga mengkaji kepada
apa yang telah dikemukakan oleh FKP.
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Pada tanggapan terhadap pengantar musyawarah dari Jawaban

Pemerintah. Jadi antara 1lain kita kemukakan bahwa umpamanya
sekarang usaha-usaha tertentu menyangkut hal-hal vyang belum
merangsang bagi antara lain. Itu belum tentu kalau yang lain-

lainnya setuju tapi ini kita tetap diterima saja saya belum
pernah, yang sudah merangsang tidak usah.

Tenang—-tenang saja va.

Jadi modal vang diperlukan sangat besar dan memerlukan suatu
teknologi yang canggih semuanya. Itu salah satu kriteria produk-—
sinya itu akan mendapatkan nilai memenuhi sangat memenuhi pajak
hidup dari pada rakyat, orang banyak.

Mengenai daerah—-daerah tertentu kami antara lain juga men-—
cantumkan sudah ada kaitannya apakah dikaitkan dengan Indonesia
Bagian Timur kalau tidak tentunya apa kriteria daerah terpencil,
daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, daerah terbela-
kang, 1inilah masalah—-masalah yang memerlukan di dalam GBHN itu
ada.

Mengenai masalah soal tarif pajak apakah bukan mengenai soal
fasilitas perpajakan. Kita sudah menentukan bahwa kita sudah
menentukan mengenal soal tarif pajak vyang sudah kita setujui
bersama, namun apakah masih ada suatu tarif yang lain, karena
sampal sekarang 1tu kita rasakan dengan ketentuan pajak 35 persen
bagl mereka, itu tidak terasa ini memang tidak ada keluhan apa-
apa, tadl suatu fakta yang bisa kita pakai. Juga keunggulan—
keunggulan imperatif, komperatif dari pada bahasa Indonesia. Ini
Juga kita bisa masukkan sebagai kriteria-kriteria.

Itu semuanya sudah kami kemukakan pada waktu menjawab atau

memberli tanggapan terhdap Pengantar Musyawarah dari pada jawaban
Pemerintah.

Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar.

Dari sudah tanggapan FKP ini, ingin kami betulkan bagian
timur Indonesiatidak kita pakai. Jadi kita pakai adalah kawasan
Indonesia Timur.

Jadi kriteria maupun rambu-rambu yang sudah dikemukan oleh

FKP saat memberi tanggapan atau saat pengantar musyawarah.

Ini
salah satu acuan.

Pasal saya serahkan kepada fraksi-fraksi

apakah penjelasan ini kita serahkan kepada Tim Perumus untuk

nanti dibicarakan secara lebbih mendetail dan masuk penjelasan.
Sava persilahkan FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS’AD):

Bapak Ketua.
Sava kira masalah ini masalah kualitatif, saya kira karena masa-

lah kwalitatif

............
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lah kwalitatif; barangkali Panja inilah yang bisa membahasnya
tidak usah di bawa ke perumus yang sifatnya tentu bersifat tek-
nis. Tadi FKP sudah menyampaikan pandangannya.

Saya kira Pemerintah bisa menyusun berdasarkan pandangan FKP
dan juga FPP sudah menyampaikan juga tentang agro bisnis dan agro
bisnis ini kemudian juga daerah terpencil, kemudian mengenal
koperasi.

Dan tanggapan Menteri pada waktu itu kita berikan rambu-
rambu lah setelah seluruh Fraksi menyampaikan masalah itu oleh
karena itu supaya Kkita memberikan waktu kepada Pemerintah untuk
menyusun rambu-rambu itu.

Kemudian kita bahas pada besok hari atau pada kesempatan
lain khusus membahas ini, sedangkan Pasal ini sudah kita sahkan.

Jadi karena kwalitatif kami pandang wewenang Panja inilah
yang akan menetapkannya bersama Pemerintah.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (LOEXKMAN R. BOER):

Terima kasih FPP.
Saya persilahkan FPDI.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALQOHO):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami berpendapat ini masalahnya memang masih masalah sub-
stansi, karena sebagaimana Kita ketahui bahwa kedudukan batang
tubuh dengan penjelasan itu kekuatan mengikatnya itu sama. Jadi
karena Pasal ini sedemikian pentinga dan strategis dan kita juga
akan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah.

Tadi kami sudah mengatakan bahwa ini bisa menimbulkan kecem-
buruan di bidang usaha sendiri dan Juga bisa kecemburuan antara
daerah, maka ini hal yang sangat substansial. Kami misalnya
cenderung agar fasilitas perpajakan itu diberikan kepada bidang-
bidang usaha.

Jadi kami bicara masalah bidang usabha.

Yang memproduksi atau yang tergolong cabang-cabang produksi
yang penting terutama bagi yang menguasai hajat hidup orang
banyak itu di daerah-daerah tertentu itu perlu diberikan fasili-
tas perpajakan.

Jadi bidang usahanya, ada misalnya nanti suatu bidang usaha
tertentu d;fdaerah tertentuyang dia tidak bisa bersaing dengan
daerah~daerah‘yang lain yang memproduksi barang yang sama, karena
perbedaan misalnya sarana dan prasarana perhubungan.

Supaya produknya itu kompetitif di pasaran dalam negeri
maupun luar negeri perlu kita bicarakan fasilitas perpajakan.
Karena kapentingannya di sana barangkali supaya itu ada laporan
pekerjaan bagi rakyat di daerah itu.
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Dan mereka juga memang tidak mungkin lagi mungkin berusaha
di bidang usaha yang lain karena sumber daya alamnya memang hanya
untuk 1itu dia bisa mengejar.

Nah hal itu harus karena ada tercermin. Kami percaya Pak
Pemerintah sebetulnya sudah lebih tahu dari kami soal ini. Dan
itu kami percaya monggo rumuskan nanti kita dibagikan kepada kita
sama-sama dan kita bicarakan, tapi Jjangan kita serahkan kepada
Tim Perumus, tapi di sini Pak Dirjen, karena ini sangat substan-
sial sekali. '

Sekian terima kasih Pak Pimpinan/.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson.

Jadi dengan demikian sebetulnya dapat kami simpulkan.
Batang tubuh Pasal 31 a ini sudah sepakat, kita sepakati, namun
demikian dalam penjelasan perlu kita bicarakan bersama-sama di
Panja 1ini, karena sampal saat ini belum ada suatu konsep yang
pasti.

Kita berharap kepada Pemerintah dapat menyusun suatu konsep
pada waktu vang lain atau besok atau lusa atau besok sore dapat
kita bicarakan berikut dengan pasal-pasal yang lainnya. Dapat
kita setujui ini.

FKP (DRS. LEONARD TOMASOA): Intrupsi.

Sebelum kita sepakati Pasal 31 a ini, tentang batang tubuh
barangkali kami ingin mendapat penjelasan lagili sedikit dari Peme-—
rintah sehubungan apa yang dikatakan Bapak Dirjen tadi bahwa di
batang tubuh ini tidak ada lagi yang bisa kita menambah atau kita
berikan penjelasan.

Maksud kami, kalau menurut penghematan kamli di sini Kkita
masih bisa. Jadi disamping di penjelasan di batang tubuh juga
bisa kita kasih penjelasan di situ. Daerah-daerah tertentu itu
bisa saja kita tambahkan antara lain Kawasan Timur Indonesia,
daerah terpencil lainnya, daerah perbatasan misalnya begitu.

Jadi kami belum dapat menerima kalau dikatakan oleh Bapak
Dirjen tadi bahwa di batang tubuh ini sudah tidak bisa kita
kotak-katik 1lagi.

Barangkall perlu ada penjelasan vang lebih rinci begitu,
kenapa. Karena beginli Bapak Pimpinan, kalau di dalam GBHN saja
itu, di kawasan Indonesia Timur dijelaskan, dicantumkan kenapa di
dalam undang—undang perpajakan ini kita di batang tubuh kita
tidak mau menjelaskan atau pun tidak akan menaruh di situ kata-—
kata kawasan Timur Indonesia dan daerah terpencil lainnya. Itu
di GBHN itu perlu.

Hal inl ..............
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Hal ini barangkali perlu kita simak, karena fasilitas perpa-
jakan ini sangat didambakan oleh para Pengusaha kita di kawasan-
timur Indonesia. Tanpa menutup kKemungkinan kepada kawasan-—
kawasan lain di luar Indonesia, vang mengalami hambatan di bidang
prasarana mialnya, di bidang transportasi, maksud kami dibidang
infrastruktur itu misalnya.

Ini dari dulu bolak balik. Sudah 5 tahun ini Pemerintah
selalu menghembas hembuskan tentaung pembangunan kawasdan Timur
Indonesia, tapl tidak pernah diikuti dengan sesuatu yang kong—
krit.

Contoh kongkrit Bapak Dirjen dalam 3 - 4 tahun terakhir ini
untuk 3 kali ada harga kenaikan piket. Itu tiket pesawat udara
maupun tiket kapal laut, tetapi kenaikkan ticket pesawat maupun
kapal laut ini diberlakukan sama di seluruh Indonesia pada saat
mana Pemeringah menggembbar-gemborkan pembangunan kawasan timur.
Ini barangkali yang menjadi uneg-uneg dari anggota Dewan vyang
kebetulan punya domisili di daerah sana.

Itu untuk berhadapan dengan masvarakat di sana, karena
memang agak sulit kita untuk memberikan penjelasan. Sehubungan
dengan pemikiran bahwa wakil rakyat itu tempat bertanya, tempat
meminta penjelasan dari masyarakat, apa lagl darl rekan—-rekan
kita di kampus—kampus misalnya kenapa kok selama ini Pemerintah
selalu meneriakkan pembangunan di kawasan timur, tetapl tidak
pernah ada sesuatu yang kongkrit, sehingga ada istilah Pemerintah
dalam membicarakan masalah kawasan Timur itu ini hanya Nato (no
ection top only) barangkali.

Mumpung 1ini sifat rapat ini tertutup hal ini masih ada di
panja ini barangkall Bapak Dirjen bisa membekali kamilah bagai-
mana agar supaya kita bisa menghadapil pertanyaan—-pertanyaan dari
teman—teman di masyarakat maupun di kampus,maupun di organisasi-
organisasi sosial ataupun para pengusaha-pengusaha kita vyang
kebetulan berada di kawasan Timur.

Contoh lainnya Bapak Dirjen Pelita VI itu ada kata-kata
meningkatkan daya saing pengusaha di daerah. Untuk daerah Jawa
barangkali tidak ada masalah, tapi kalau untuk daerah-daerah di
kKawasan Timur ataupun daerah—daerah terpencil apa yang mau kita
tingkatkan daya saing para pengusaha ini. Kalau tidak ada pembe-
rian fasilitas-fasilitas perpajakan.

_Nah sehubungan dengan seluruhnya itu tadiBapak Dirjen, kami
mohon barangkali, apa salahnya sih kita cantumkan di dalam batang
tubuh wong di GBHN saja, di Repelita ada. Saya fikir hanya itu
yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih Bapak Dirjen, terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Bapak Leo. Jadi kiranya tadi kita sudah sepa-

kat bahwa batang tubuh dan penjelasan itu merupakan satu keutuhan
vyang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Andalkatx
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Andaikata kita muat dalam batang tubuh, kemudian terlalu
panjang. Mungkin kita memerlukan penjelasan—-penjelasan, memerlu-
kan contoh-contoh apakah ticket pesawat, ticket kapal ticket
perahu, nanti bisa di penjelasan, saya rasa juga pengertiannya
akan sama. ‘ ,

Namun demikian karena ini permintaan dari anggota Dewan
kepada Bapak Dirjen untuk dapat menjelaskan dalam hal ini Pak

- Fuad, kami persilahkan Pak.

Supaya lebih mantap.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Tentunya prinsipnya sama dengan Pak Boer terangkan itu.
Jadi yang kami maksudkan itu pun yang tidak bisa berubah sama
sekali itu bukan dalam artian ini kaya kitab suci begitu bukan.
Maksud saya untuk menampung apa yang kita dengarkan dari seluruh
Fraksi—-fraksi 1itu.

Itukan panjang. Itu mesti penampungannya adalah di sana.
Sebab substansinya adalah untuk investasi bidang tertentu yang
saya tangkap tadi dengan daerah tertentu. Intinya kan itu, cuma
bagaimana penggunaan daerah Indonesia tertentu ini ada rambunya
begitu. ‘

Nah ini dengan berbagai macam panjang tadi itu tentunya daya
tempatnya hanya dimungkinkan di penjelasan itu yang saya maksud
itu. Untuk menampung substansi itu begitu. Bukan 1ininya 1ini,
kaya kitab sucl begitu yah. .

D1 sana daya tammpungnya.

Dengan sendirinya dimaksudkan pula daerah itu tentunya terpikir
kawasan Timur Indonesia, tetapi perlu disadari betul bahwa tidak
hanya yang memungkinkan itu kawasan Timur Indonesia saja. Karena
terus terang saja, kalau saja ini karena ini masalah perpejakan
ini mempunyai implikasi langsung pada orang.

Mohon maaf agak sedikit berbeda dengan distatemen GBHN
Pemerintah itu tidak begitu mempunyai konotasi lain langsung
kepada konsep orang begitu. Ini mempunyai konotasi langsung
bagaimana dengan kocek orang. Karena itu statemen-statemen di
perpajakan harus lebih sangat akurat harus sangat implementatif
tidak boleh barsifat hanya politis semata-mata, tapi implementa—
tifnya itu bagaimana.

Sebab di Indonesia itu bagaimanapun juga ada di daerah barat
yang mungkin akanmendapatkan ini dan sebaliknya begitu. Cuma di
sana lebih banyak di sini lebih sedikit; Lain kalau demarkasinya
itu jelas. Si ini memang jelas begini, ini memang jelas begini,

‘ini memang jelag begini, kebetulan di sini itu ada kantong-kan-

tong yang makmur, sehingga ada kantong—-kantong juga yang sangat
jelek, nah menghindari hal-hal yang tidak perlu, marilah kita
dengan arif dan bijaksana memberikan itu di dalam penjelasan.
Tentunya Jjustru motivasinya adalah seperti yang Pak Leo katakan
tadi. ' '

Sekian ... .coeeeeunn.
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Sekian tambahan penjelasan dari kami Pak.
Terima kasih.

Terima kasih.

Saya rasa Pak Tomasoa sudah begitu jelas, nanti tolong kita
rumuskan bersama-sama tentunya dalam penjelasan itu, sehingga
aspirasi dari kawasan Indonesia Timur ini bisa tercakup. Nanti
kita bisa bicara masalah Indonesia tertinggalnya, bagaimana
kriteria yang sudah ada keputusan Pemrintah, Peraturan Pemerintah
mengenai IDT, mengenal daerah miskin, mengenal FT, mengenail
kawasan berikat dan sebagainya-sebagainya itu.

Dan itu sudah ada peraturan—peraturan yang sudah selama ini
dikeluarkan Pemerintah apakah masih philip tidak boleh dibesar-—

besarkan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa batang tubuh Kkita
setujul.
Oh masih.

FPP_(DRS. H.M. MUKROM _AS’AD):

Sebentar Pak.
Kami Jjuga mengulangi yang dipertanyakan oleh Pak Sabar tadi,
karena termasuk Jjuga vyang perlu dijelaskan ini atau dirambu-

rambukan ini, wujud dari pada fasilitas perpajakannya ini dalam
bentuk apa.

Saya kira demikian Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

‘ Jadi dalam penjelasan itu nanti ada mengenai rambu-rambu,
dalam penjelasan itu akan timbul akan muncul rambu-rambu mengenai
bidang-bidang usaha, kemudian mengenai daerah-daerah tertentu,
kemudian mengenai fasilitas perpajakan.

Jadi ada tiga rambu-rambu pokok di sana.
Sekargng inl belum bisa kita Fumuskan, kalau kita diskusikan juga
belum ada. acuan tentunya akan memakan waktu vang cukup lama.
Jadi kita sepakat batang tubuh ini kita setujul, penjelasan nanti
kita micarakan waktu vang lain.

Setuju.

eh masih.



FKPT'DRS LEONARD TOMASOA N

Terlma Ka"lh Bapak lepxnan kami belum dapat menangkap
alasan mengapa Batang Tubuh ini tidak boleh Kita rubah kita
tambah itu saja yang dari tadi ingin minta penjelasan
berigu Pak Dirjen kenapa. Kan di pasal-pasal didepan ini
kan banyak yang kita rubah kanan Kkiri, ditambah itu
ditambah ini, Kok pasal Iini ngak boleh gitu. Tadi dijawab
Bapak Dirjen bahwa ini bukan sebagai kitab sucl bukan tlcdak
bisa dirubah, berartl Kemungkinan ada peluang untul merubah
itu kKatakanlah menambah mizalnya. Tni va barangkal i Dapak

PFimpinan sekedar Klarifikasi untuk penjelasan itu.

KETUA RAPAT :

Kalau saya boleh menangkap Pak va apa yvang diutarakan
olah Dirjen tadi mungkin salah dan ini tidak mempengaruhi
floor tidak. Semua Undang Undang ini boleh, Batang |Tubuh
boleh dirubah, Penjelasan boleh dirubah la wong namanya
parubahan. Tapili Batang Tubuh vang ada tertulis dalam fasal
31 a, ini sudah merangkum sehingga cukup ringkas, sehinggs
cukup sederhana dan dapat dimengerti. Blisa kita tulis
satu-persatu, umpamanya Daerah Tertinggal, Terpencil
kemudian Kawasan Timur, kemudian Usaha Terﬁentu Juga
Koperasi, KUD umpamanya bisa saja tetapi alangkah
panjangnya ini persepsi saya, jadi bukan masalj;ah boleh dan
tidaknya dirubah. Boleh saja dirubah fak cuma Kita sepakat
atau Kita rubah semua atau tidak. Tadi beberapa fraksi
mengutarakan, Batang Tubuhnya sudah cukup sederhana
Penjelasannya perlu lebih dimantapkan dengan  cambu-rambu
Ketiga yang Kita sebutkan tadi yaitu usaha tertentu, ki darg
tertentu fasilitas tertentutentang perpajakan e
Jadi bita kKita setujui Batang Tubuh 7

LS L a .

( Rapat Setuju )

Ponﬁelasan nanti Kita bicarakan terima kasih. Masih
acla qufu ? Pasal 32 Kami langutkan silakan Pemerintah.

PEMERINTQH“ ‘( ISMAIL NQNAFM)

1 "'2_tata cara pengenaan paaak dan sangsi saksi
ang. Undang ini dilakukan
? i dengan 'Undang
tata'cara

N perpajakan. Di:
ahwa  ketentu n formalnya

FABRIL . ... ... ..
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FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan mengznal @ Pasal 32 e Al
catatan kKami juga tidak ada masalah, karena ini masalah
tata cara pengenaan pajakdan sangsi saksi, vang berkenaan
dangan palaksanaan ini vang dilakukan sesuai dengan keten-
tuan vang sebagaimana ada didalam KUP. Jadi kami tidak ada
masalah Kami setuju 0K punva Pak Ketua, terima kKasih.

( Keempat Fraksi dan Pemerintah setuju )

KETUA RAPAT :

MNek nggak Kroso Kebangetan nek  iki Kok, nek nggak
parcoyd neh yo angal aku wis vo. Dengan demikian Pasal 32
disetujul dengan penub, nek nggak percava aku juga ngak .
ngerti lah. 0K Kita lanjutkan Ke BaB VIII Ketentuan Peral-
ihan. BaB YIII vang baru juga tidak ada perubahan, pada
Pasal 33, kita lanjutkan kepada PRasal 33 Ayat (1) kami
paersllakan Pemarintah !

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF ) :
Pasal 3% a, avat (1) Wajib Pajak vang Ctahun bukunya
berakhir.

KETUA RAPAT :
Belum Pasal 33 a, tetap wva 7 0h wva. Ini  semuanya
tetap, Jadi tidak ada permasalahan ini setuju ?

{ Kempat Fraksi dan Pemerintah setuju )
Terima kasih kKita lanjutkan pasal 33 a avat (1).

PEMERINTAH (DRS, ISMAIL MANAF)

| Wajib Pajak  wvang tahun bukunya berakhic sstelah
tanggal 30 Juni tahun 1995, wajib menghitung pajaknya
masalan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 saebagai-
mana telah diubah terakhir dengan Undang Undang ini. Keten-
tuan ini adalah ketentuan peralihan seperti kKita kKetahui
bahwa pajak ini terhutang untuk 1 tahun pajak adalah tahun
buku kecuali kKalau tahun bkukunya tidak sama dengan tahun
tagwim. Ayat ini memberlakukan apabila tahun bukunva beralk-
hir setelah 30 Juni 1995, maka berlaku tahun pajak 19945
berlaku Undang Undang ini. Sebab tahun buku kan bisa mulai
1 April sampai dengan 1 Maret, ada vang 1 Oktober sampai 30
September macam-macam itu variasinya. Maka kalau tahun
bukunya setelah 1 Juni 1995, berlakulah Undang Undang
setelah adanva perubahan Undang Undang ini.

BETUS . . e e e




KETUA RAPAT :f
Terima kasih, sayva persilakan FPP 7

-3

FPP  (DRS. H.M. MUKROM AS’AD )

Ini ketentuan peralihan jadi sepanjang vanyg diatur
didalam ayat asal didalam ketentuan ini, Paszal 33 ayvat (1)
ini, menurut kKami sebanal jalan Keluar unhbul tidak morug e
kan negara maupun wajib pajak yang barsangkutan. Karena itu
tetap kami terima.

KETUA RAPAT
saya persilakan FOI 7

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) =

Terima kasih Bapak Pimpinan ada vang sedikit kami
parlu Klarifikasi tentunya ayat il tidak bormaksud untuk
agar WP yang bersangkutan merubah tahun Bukunvalkan tidak.
Jadi dia hanya sekedar untuk menghitung pajaknya berdasar-
kan ketentuan Undang Undang yang baru, yaitu tahurn 1983 va
ini kan tentu pada waktu karena dia inil sebelumnyd. Jadi
yang berlaku sebalum dtahun 1993 ftu. Tapl Karena memang
ini mulai berlakunya kalau saya tidak salah —apa tahun
1984. Sehingga dia disini diperhitungkan tanggal 30 Juni
1995 . Jadi kami kira karena ini masa peralihan, Ok Pak
Ketua tidak ada masalah OK punya.

KETUA RAPAT
Fraksl ABRI 7

FABRI (IR. SOEDJALMO) :

Terima Kasih Saudara Ketua, dari Fraksio ABRTI bukan
mempermasalahkan substansi, hanya disinl barangkali porlu
penjelasan lebih lanjut Pasal 33 a, dyat (L) ini memang
aturan paralihan. Disini hanya mencantumkan yang tahun
bukunya berakhir 30 JUND BAGAIMANA DENGAN  YANG TAFIUMN 180K -
NY& berakhir -Maret 1995, dan juga mengenai Undang Undang
Nomor - 7 “Tahun 1983, sebagaimaka Kita maklumi sudah dirubah

_dengan Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang Undang vyang sekarang
“kita hadapl, adalah Undang Undang vang hakekatnya tidak
1mencaput_seluruh Undang Undang yang ada, hanya pada Pasal-

Jadi barangkali

ndang Undanngomor 7. Tahun 1965 sebagaimana
| dang: dang Nomor 7 Tahur 1991, dan
dlru ah dengan’ Undang'Undang ini. ‘

[ TN

‘ supaya “tidak memblngungkan.‘
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Dan vang Kedua, kami mohon juga didalam penjelasan, ayat
satu pada halaman 89 ini hakekatnya penjelasan inl mengu-
lang kembali . Barangkall ada hal-hal yang tadi didalam
pengantar oleh Pemerintah ada penjelasan sedikit barangkali
itu bisa ditampung didalam Penjelasan. Sehingga fungsi
Penjelasan ini betul~-betul menjelaskan karena kalau Kita
baca itu hanva mengulang demikian terima Kkasih.

KETUA RAPAT :
Terima kKasih FABRI, silakan FKP !

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) : ,

Dadi pola pikiran kami sejalan apa vyang diutarakan
oleh Fraksi ABRI tadi menyatakan Undang Undang Nomor 7
Tahun 198%, itu sebaiknya dilengkapi dengan perubahannya.
Karena ini akan diberlakukan Undang Undang vang baru.
Pl et oy s ek Faen Tockorr Ehenniey Phiveborney Sorvied Braseror bapd
[T b e d by b e d " [ANINE] [N [ (N RN N T BN
sebetulnya. Tehun L1985 itu sebetulnya Undang Undanyg  yahiy
baru itu sudah berlaku namum diberikan Keringanan bagi
widiib pajak. Jadi kKanera ini ada masa peralihan berlakunya

i TR TN N N I Y TR [ IRST RN Ateler Lenn Plataned D nlsriiineer sseobibnegan
TN O T I Oy TR W I IV IS SNPR  W RSP SR [ Qv aerp i B O B IR IR FRTTTI B R RN Povet 4
Kasih.

KETUA RAPAT
IR N TTE B R R I R ILPEN SR P ] R (R TR B R L R A I ] DS N

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF) :

Terima kasih Pak, pertama menjawab pertanyaan dari
Fraksi ABRI mengenaili yang tahun bukunya misalnya 31 Maret
oo o g bl ko mengonadean Vioedaner Pyl v
O N R NI A N I N N [T I T E O R I I fo o bon A R R
nya pembukaan wajib pajak ltu akan mulal L Jdanualr ioosdimeald
tanggal 31 Desember. Tapi bagaimanapun juga ada prosentase
sangat kecil kalau mereka itu tahun bukunya itu tidak
Porer Vespwir by lespvegzony - ialonns bevegw e psnhe o Loe pee Tor ol ol yen
I O B N A T IR Y T ] RN T N IE T I R R ' ST T S S (N R T Y I
Junedk o Ladhiune depean (L5 ), Lhu o suddabe fen ve mesneg e bl Wik
Undang ini. Tapil kalau mereka yang sebelum itu masih pakal
Undang Undang lama jadi Klirkart. Kemusian mengenail penam-
Frarbione Ploedornep e lanis) Mooy Fobahing T Fep e Lest s s a
IR T A T S R L O B R e B L N B R B B TN N R Rt [Tl B IR N B R RS B T I B B I A B
Remudian berpendapat ya tildak uwsab dir ubale Kanwng L aldid
dengan Undang Undang ini. Ini kebetulan katanya hanya satu
bl b ey Batanr Baesy dear b h BT i b alaiahy lervelnngy kaelaney i1 0
LT T T P g I R N B o B N T I N I LT R L IR E T KR B Y
panjang lebar kKatanva.

bere b
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Jadi yﬁhg*térakhir diubah dengan Undang Undang ini jadi
lebih rihgkaé itu Kenadpa kami demikian. Tapil kKalau dirasa
masih Kurahg‘jelaﬁ saya rasa bisa saja nanti sekali lagl di
Timus untuk penjelacan itu. Sedangkan ini mengenal
fagilitas  perpajakan 1ini  tidak ada kaitannya dengan
fasilitas perkajakan di atas. Ini transisinva transisi
untuk mengklirkan saja Dari waktu Undang Undang lama
transisi ketransisi lagl, nah sekarang inl menuntaskarn
transisinya beglitu, va supava ada Kepastian bagl aparat,
fiskus, maupun bagl wajib pajak sendiri nantinva demikian,
bagik terima kasih. ‘

KETUA RAPAT : :
Terima Kasih Pak Fuad, silakan Fraksi apgpt oo

FABRI (IR. SOEDJALMO ) =

‘Saya Kira terima kasih dengan penjesasan Bapal diirien,
jadi karena penjeslasannva tadi sudah dapat kami pahani, dan
substansi pasal inil dan penulisan runusan vang seperti ini
akhirnya memberikan lebih kepastian bagl polaksanaan atuiran
palaksanaan ini, jadi ka
Aberson jadi kami juga

anyva kalau Kepastlan subkanya Dol

sekuju Pak, terima kasibh.

KETUA RAPAT :
Terima Kasih Frakesi aBRI, Kami silakan (e

FKP (DRS..SQBAR KOEMBINO) :
Ya boleh setuju.

KETUA RAPAT :
Berarti boleh disetujui Pasal 33 Avat (1).

( Rapat Setuiu )

Q@&U&l kesepakatan ini memang jam 16,30 WIf sekarang
Jam 16w30 WIB kurang Z menlt namn. boleh saya satuiu saja,
"éRgdo Pak ~hamun dem1k1an Keaempafan beberapa menit
Lkaml gunakan dengan waktu yvang singkat kalau kita

m?}ihg; ’asuai denqan pengumumarn tadi, kegliatan darl Pansus
bahme vRabu ‘tanqaal 5 0K tober 1995 masih Rapat Panja,

harinyu Quddh Rapat Gabunqan Panja.

Kamudlan tanggal 10
ta\mendengar}la”oran dari masing-i :zing
' tdi &pn RI (Gedu D
‘ penyusunan Pendapat Akhir dan penyv.purnaan’
“yUndanq Undang, tanggal 12 dwmlkldﬂ cdan LA ,Jdanq

ES

'~a=Déwun membacakan perubahan Undanq Undang ini.

Dleh;~~,;~.~~;
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Oleh sebab itu karena waktu sudah cukup(mendesak, parlu
kami utarakan kemball untuk di ingat~ingat dan mungkin
didalami bahwa masih ada Pasal Pasal yang belum kita sele-~
saikan. Disamping sudah banyak Pasal Pasal vyang sudah
banyak kKita bicarakan dan selesaikan. Yang pertama Pasal 1
ini masih pending dan ini juga mengacu Kepada Kepada KUP.
Kemudian Pasal 2 avat (1) huruf b, masih pending, kemudian
Pasal 4 Ayvat (1) huruf d, juga masih pending, kemudian
Pasal 4 a, b, f, g, i, J ini coba nanti dicocokan, tapi
dattar sava malah tidak demikian ini dari Sekretariat. 4
dalam catatan sava sudah setuju hanva avat (4) saja, 3, .
g, coba nanti di Tim Perumus tolong dianukan. Kemudian
Pasal 7 ayvat (1) huruf a, b, c, d mengenal beran angka PTKP
ini tadi sudah secara anu Kita utarakan, namun pasal beri--
kutnyabelum Kita bicarakan. Pasal 17 va belum kKita bicara-
kan avat avatnva Pasal 9 ayat (1) masing pending, Pasal 10
Avat (3) masih pending, Pasal 10 avat (4) masih pending,
Pasal 11 avat (2) masing pending, Pasal 11 a dan 11 bukan
bendingnya tetapi ditunda dan ditata kembali belum kita
bicarakan. Konsep Pasal 11 dan 11 a sudah kita terima,
Pasal 13 diserahkan KkKepada penverasi, Pasal 14 Penjelasan,
Pasal 21 ada tadi vang masih pending yaitu mangenai Benda-
hawan Pemerintah. Pasal 22 idem dan kemudian Pasal 23 juga
ada, Pasal 27 juga. Jadi mohon Bapak-bapak dan Ibu=-ibu
dapat melihat hal-hala yang menurut catatan masing—-masing
vang masih pendiqg maupun ditunda untuk dapat diselesaikan.
Dengan catatan Ketua Kita vang pending itu 13 point, yang
perumusan 22 point (pending itu maksudnya pending murni ada
vang ditunda). Jadi demikian mohon perhatian untuk besok
kita mulai dengan pembicaraan lanjutan Pasal 33 ini, Kkalau
bisa tentunya kita tuntaskan. Sebab kKalau dilihat di Pasal
33 itu hanya beberapa ayat saja, kKemudian tinggal 35, kalau
lihat lembarnya tinggal 3 lembar ini kira-kira kalau diser-
ahkan Pak faberson 2 menit selesal ini kemudian kita lanjut-
kan dengan pasal—pasal berikutnva. :

Dengan demikian Bapak-bapak dan Ibu-~ibu sekalian, kifanya
waktu Kesepakatan sudah melampaui 4 menit dan Sidang Panja
pada hari ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat ditunda sampai hari Selasa jam 09.00 WIE.

Jakarta, 3 OKtober 1994

a.n. KETUA RAPAT






